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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Perkawinan tetap mendjadi per-
soalan jang hangat dikalangan kaum wanita. Tunt:ftan
segera  diselesaikannja Undang-Undang Perkawinan
jang demokratis mendjadi tuntutan jang luas dalam
masjarakat.

Supaja massa wanita mengetahui pendirian PKI ten-
tang Undang-Undang Perkawinan, maka brosur ini
kita terbitkan. Ketjuali pendapat? Fraksi PKI dalam
Parlemen Rl djuga kita muat pendapat® dari Mr. Soe-
prapto dan Nj. Oemi Sardjono dari Fraksi Pembangun-
l";'x' i;;(b,agn’ pertanggungandjawab kepada massa pemi-
1 .

Penerbitan brosur ini semoga berguna sebagai tun-
tunan untuk perdjuangan hak-hak wanita, chususnja
tentang Undang-Undang Perkawinan. Dalam peringat-
an SC{tngah Abad Hari Wanita Internasional 8 Maret
1960 ini sudah barang tentu perlu dinilai adilnja tun-
;‘"fl{l untuk Undang-Undang Perkawinan jang demo-
ratis tersebut, jang mendiamin hak? wanita dalam ke-
idupan keluarga,

Departemen Weanita Comite Central
Partai Komunis Indonesia

Diakacta, Maret 1960,



Tieramal wndang? perkawinan
oleh Gerwani Tjabang Kobes
Bumbgda- e




Masalah Undangz Perkawinan
Nj. Suharti

Masalah Undang? Perkawin-
L “~ = an kini lebih luas dan hangat di-
. persoalkan dalam masjarakat, le-
bih-lebih dikalangan kaum wani-
ta. Diberbagai tempat atas inisia-
tif gabungan organisasi wanita
diadakan tjeramah? Undang?
PerkawinanZ dimana diminta ber-
bitjara anggota? wanita Parle-
men. Hal ini telah terdjadi an-
tara lain di Magelang, Semarang
dan Jogjakarta. Di-tempat? lain
oleh organisasi wanita masing?
setjara ter-sendiri2 djuga telah
diadakan pertemuan? untuk mendiskusikan masaalah
Undang-Undang Perkawinan atau diadakan tjeramah-
tjeramah chusus untuk itu. Kegiatan Kongres Wanita
Indonesia dalam hal mempersoalkan Undang-Undang
Perkawinan djuga telah ada, misalnja dengan diseleng-
garakannja pertemuan antara pimpinan? organisasi wa-
nita jang tergabung dalam Kongres Wanita dengan
anggota? wanita Parlemen beberapa bulan jang lalu. Di
Dijakarta oleh golongan Islam telah pula diadakan Se-
minar tentang Undang? Perkawinan dimana berbitjara
tokoh? Islam, jang chusus menindjau Undang? Perka-
winan Umat Islam.
Semuanja ity membuktikan makin hangatnja diper-
soalkan Undang? Perkawinan dalam masjarakat jang
luas, Dan kami jakin bahwa kegiatan itu akan lebih
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luas lagi di-hari2 jang akan datang, mendjelang g
bitjarakannja Undang? Perkawinan dalam rapat2 plep,
Parlemen. Kami menjambut dengan gembira adanja ke.
giatan-kegiatan mempersoalkan Undang? Perkawina,
tsb. dalam masjarakat. Bukankah sudah ber-puluh2 ¢,
hun kaum wanita menuntut Undang?2 Perkawinan 7 Kip
kepada kaum wanita diminta pendapat? Undang?2 Pe.
kawinan jang bagaimana jang mereka kehendaki! Oleh
karena itu adalah sewadjarnja bilamana diluar Parle.
men diadakan kegiatan? untuk mempersoalkan Undang?
Perkawinan itu. Bahkan kami berpendapat, bahwa ge-
harusnja usaha itu tidak hanja terbatas diadakan di
kotaZ?, tetapi perlu diadakan sampai di-kampung?, desa?,
perkebunan?, pabrik? dsb. Perlunja supaja massa kaun
wanita jang ada di-pelosok? itu mengerti akan hal jang
menjangkut kepentingannja itu, dan perlunja mereks
menjatakan pendapat? dan keinginannja melalui wakil?
mereka jang ada di Parlemen. Kampanje luas sematjaa
itu tentu sadja sangat berguna, terutama dalam hal men-
dorong Parlemen dan Pemerintah untuk dengan seger
menjelesaikan tugasnja, jaitu mentjiptakan Undang’
Perkawinan jang sesuai dengan kepentingan masjate
kat. §
Berbitjara tentang Undang? Perkawinan, maka ka!
berpendapat, bahwa mengingat tingkat masjarakat kits
dan susunan perekonomian ijmg seperti sekarang
maka tuntutan akan adanja Undang? Perkawinan [3“3
benar? demokratis jang dapat mendjamin kebahagﬁ’“’
dan kesedjahteraan keluarga sepenuhnja. belum mung
kin ditjiptakan, Sekalipun demikian, adanja Uﬂ_da“g‘
Perkawinan jang mendekati tuntutan? kaum wanitd /0
karang ini, dapatlah kiranja didjadikan gegaﬁga"nak,
lam perdjuangan untuk peluasan hak? wanita dan @
dikemudian hari. : dang’
Seperti diketahui, tuntutan akan adanja Un R
Perkawinan itu sudah sedjak ber-puluh? tahu;l l:i‘;g 2
" diadjukan oleh organisasi? wanita. Tuntutan? ¢
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Jeh perwudjudan dari tjita? Ib ini j
tegas mengkritik perkavjinan si:ti:fa;:g:; lja?g *iak
memberi kebebasan kepada kaum wanit ooy B
tkan nasibnja sendiri, jang sangat m a untuk menen-
dak membawa kebahagiaan dalam hid i o eemin
Tustutan adanja Undang? Perk e
kemerdekaan pun terus 5enantiasaa¢¥ e el
reaksi atas tuntutan tsb. 1'ad’Ukan. oy

! , maka Pemerintah

1950 telah membentuk suatu P a1 e
N.T.R. (Nikah, Talaq dan Rudj l?n o o
untuk merentjanakan Und uz)u D s St
hun 1952 Konsep Undan 23?,9 kpe{kawman. g
sai, Kansep itu terkenal din a“ o
ku Hasan jang mengetuai Pg jitia Ne S RS
e ey ey Iamha Negara tsb. Akan te-
vt o golongan Islam tidak menjetu-
g diad'juka akachlm]a RUU Perkawinan itu
oot Do e tel:h epada Parlemen. Pada tahun
;aﬁlli;ar;bjang berdasark!::nlj':tlxeks:ikalnlsuam el o

g 1 Hukum Islam. Tetapi dj
iy fﬂbc:fl?::‘? dxsd)ukan kepada Parlzlm?; 2
g e s ia arlemen pilihan Rakjat se
Tt utan adanja Undang? Perkawi .
dohe B n se-besar2nja oleh masing? \?ml::i

Hal ity terbukti dari -

R o s S ‘tj adanja kegiatan? untuk me
?:::gai:stual i Kegl;etl:;a;\trinpn unlt(uk diadiukl:t;
ks, l: . l:{in g ;Jr:fsmpa dari berbagai
s D]:llinpersmpkan R g i PKI, jang telah

; uu Pe i

deb-fraksi Pl9(§7;i'dD’alam pendielasaunjadiaew:zitn oy
ﬁ:‘ itu tidak sege rla 1;}:;@;:, bahwa RUU j‘;ng dl‘;:i!::
angan, bah jukan ke Parlemen :
n;:n “I;ﬂ:ul;anw:al:?:ul(n:xindapaikan duiu]::;ea?xa j‘:\tg‘
g aksif dan gojon 2men:n itjarakan isinja de-
dan (f::::l?:lngPR konsegarl;l(llatlsri; tlileap}? d;i el

o b. sampaik
ahan fraksi djuga sudahpme::
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bitjarakann;

ja dengan beberapa
dalam masjarakat, antara laﬁx :::“9 terkemuka laingg
san sendiri, gan Mr. Teuky

Sementara itu i
¢ perlu dite
mari dkls, dari fraksi PNI telgh fingre 0 N S

inisiatif RUU Perkawina an suaty
n di Parlem usal
Maret 1958 Parlemen setjara aklam:::i t:zg:a‘::;gb_s
Tie

kan izin untuk ; :
Parlemen. Sebul?:nllclztf::i?::nlr;,a se}: agai usul inisia
suatu RUU Perkawinan Umatcln-]lmmah mengadjukag
Dengan demikian maka seka e’amdid;‘lla"n Farlenes,
ada 2 matjam RUU Perkawin;ang' dalam Parlemen
kftq. Adapun Rentjana Undangznpf,?(gaw[}:x:: i‘: u:ﬁt
dxsxapk.ar.! o_leh fraksi PKI tidak djadi diadjuka,n ;’eba i
usul inisiatif tetapi akan diperdjuangkan sebagai amﬁ
demen-amandemen, djika ke-dua2 3UU tsh. dibitjara-
kan dalam Parlemen. ' J
kaE::::‘kianlah sekedar riwajat tentang Undang2 Per-

Mengingat banjak jang mengadjukan pertanjaan?
tentang materi Undang2? Perkawinan tsb., maka pads
kesempatan ini kami akan setjara ber-turut? mengupis
tentang persamaan dan perbedaan antara konsep RUU
jang diadjukan oleh PKI dan PNI. Seperti apa jang
sudah didjelaskan oleh fraksi PKI kepada umum, maka
disamping banjak persamaan, ada beberapa perbedaat
penting antara konsep fraksi PKI dengan konsep Nj.
Sumari dkk. Diantara perbedaan? itu umpamanja ada-
lah jang mengenai hak dan kewadjiban suami-iste
tentang kedudukan anak, pernjataan pembatalan pef
kawinan, upatjara perkawinan dil.

Adapun pendjelasan kami adalah sbb.:

Tentang dasar perkawis®

berlainan, tetapi ke—duazdl;ns:‘!

Sekalipun rumusannja PNI memakai

sep baik dari PKI maupun dari

3



monogami scbagai dasar perkawinan. Tentang hal ini
kiranja tidak perlu mendapat keterangan? lebih landjut,
karena memang perkawinan jang dilakukan antara ha-
nja seorang laki? dan hanja seorang wanita adalah per-
kawinan jang se-baik2nja, untuk kerukunan dan keba-
hagiaan rumah-tangga.

lain memakai dasar monogami, konsep PKI men-
tjantumkan sebagai dasar perkawinan djuga inti dari-
pada pasal 16 Piagam Halk® Manusia PBB. Seperti di-
ketahui, maka pasal 16 Piagam Hak2 Manusia PBB itu
berbunji sbb. :

Pasal 16 ajat 1: Orang2 Dewasa baik laki2 maupun
perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, ke~
warganegaraan atau agama berhak untuk mentjari djo-
doh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempu-
ujai hak jang sama dalam soal perkawinan dan dikala
pertjeraian, .

Ajat 2: Perkawinan harus dilakukan hanja dengan
tjara suka sama suka dari kedua mempelai,

Ajat 3: Keluarga adalah kesatuan jang sewadjarnja
serta bersifat pokok dari masjarakat dan berhak men-
dapat perlindungan dari masjarakat dan negara.

Pasal 16 Piagam Hak? Manusia PBB tsb. adalah se-
suai dengan tuntutan kaum wanita dan diperlukan un-
tuk membrantas perkawinan setjara paksa, pertjeraian
se-wenang? dll. Dengan djelas sekali pasal 16 Piagam
PBB itu mentjantumkan persamaan hak antara suami
isteri sebagai dasar perkawinan jang harus mendapat
perlindungan oleh masjarakat dan negara. Oleh karena
itu adalah tidak ber-lebihZan djikalau pasal 16 Piagam
PBB tsh, pula didjadikan dasar perkawinan bangsa kita.

Sekarang kami akan mengupas tentang beberapa hal
selandjutnja sbb, :

Tentang sahnja perkawinan
Pada usul inisiatif Nj, Sumari dkk. (PNI) maka ten-
9



o S s ik B
: sal terdiri dari 3

kokr!)a dalam bagiarF:a ini d?éje’gsiaig 3ba]:at. Pada po-
kawinan jang dilangsungkan menurus ahwa tiap pe. |
agama/hukum adat jang tidak bertent. peraturan segyqy
sar? Negara adalah sah. Tiap perka'.\firnngan-denga." da-
sungkan tidak menurut peraturan sesuatu“ g s
adat jang tidak be $3ama/huke

g rtentangan dengan dasar? pe
adalah sah hilamana dilakukan dihadapan Kepala Ig):n
rah, dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan, Tia,;
warganegara jang kawin, menurut ketentuan2 diatas
%i:l;atze;tja;atk'an perkawinannja kepada Pegawsi
erkawinan.

Dalam usul jang disiapkan oleh fraksi PKI bagiaa
tentang sahnja perkawinan ini tidak diadakan tersen.
diri, Alasannja jalah karena pada bagian? dan pasl®
berikutnja sudah diadakan ketentuan2 tentang keha-
rusan pentjatatan perkawinan dan sudah diatur tentang
adanja bagian tersendiri jang menetapkan bahwa per-
kawinan menurut agama diatur dengan Undang? ter-
sendiri. Lagipula djika dalam bab jar;cg pertama sudah
dipakai dasar? monogami atau perkawinan tungg
mgl‘:a seharusnja ketentuan dasar itu setjara I«:onsekwtf
harus dipertahankan dalam pasal® berikutnja. Bagai-
manakah djikalau dasar monogami ifu dx‘kaburkan lagi
dengan adanja ’;efenﬁ;a'i, ‘;";13';9;3”"1‘ I‘:f;:la‘:”:x
menurut Agama Islam? Padahal Agama 3
bolehkan agania poligami ? Apakah dengan de“"ﬂ
pasal ini tidak bertentangan dengan dasar monog
diatas ? i diikalae

Kami berpendapat, bahwa adalah sebaiknja d] =
UU Perkawinan jang umum ini memakai 33::1' ':‘;ggi
gami, Disamping itu karena kita mendjund] kegnia'”’
kepertjajaan masing? agama, dan adanja Jiqami

el kinkan adanja pohd
bahwa agama Islam memung i Perkawin®
maka adalah sebaiknia bahwa a;cji‘zl Perkawinan "
Limat Islam tersendiri disamping ‘

agian tersenditi, ja-
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, .. :ang didalamnja akan mengatur soal2 poli-
mu?;;:’ [’(zn-gua;nja Undang? itu diundangkan ber-
9‘:32 dalam masjarakat dan masing? warganegara ber-
;:k menentukan sendiri dengan dasar UU mana dia

nelangsungkan perkawinannja.

3 Tentang sjarat®? perkawinan
Tentang sjarat? perkawinan, maka pada pokoknja
idak terdapat perbedaan pendapat jang prinsipiil antara
umusan Nj. Sumari dkk (PNI) dengan konsep jang
direntjanakan oleh fraksi PKI. Jaitu:

|, Perkawinan harus didasarkan atas kemauan bu-
lat dari kedua belah pihak,

2. Ditentukan batas umur tertentu untuk perkawin~
an pertama jang harus mendapat persetudjuan dari
orangtuanja (PKI menentukan umur 23 tahun, sedang
PNI menentukan umur 21 tahun).

3. Djika terdapat perselisihan pendirian antara
orangtua dengan pihak? jang akan kawin, jang tidak
dapat ditjari penjelesaian oleh Pegawai Pendaftar
Perkawinan, maka Hakim Pengadilan Negeri jang

_memberi keputusan terachir dengan mengindahkan ke-
pentin%an pihak2 jang bersangkutan.

laht erkawinan hanja diizinkan, djika pihak laki te-

hmentjapai umur 18 tahun, dan pihak perempuan

:: h mentjapai umur 15 tahun. Penjimpangan dari ke-

ms‘;m(laltl:mrk:a;ja diperbolehkan dalam keadaan luar-

u keadaan mem j

akim pekngadilan Ncgeri?ksa) dengan persetudjuan

erkawinan dilarang antara dua orang jang ber-

‘;”aia’;uf:':;ah atau berhubungan semendag d’alagn ke~

Dal
g am konsep PKI ditambah ketentuan terlarang

U Tade 5
IQ‘:l gI:::ud. perkawinan antara dua orang jang ber-
antara arah dalam keturunan menjimpang, jaitu

saud,
tuang, dmara.‘ antara seorang dengan saudara orang-
antara seorang dengan saudara neneknja.

11
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6. Djanda perempuan boleh kawin sesud
- . h
::. lterlutung:'l d:ri putusnja perkawinan jang tzrklt?lg da.
ulu, atau djika ia ternjata sed hami
lahirkan anak. ; Rg Rl Sl ne
Dalam konsep Nj. Sumari dkk, (PNI) diadakan
bahan pasal jang menjatakan, bahwa blekas su?:;
isteri boleh kawin kembali hanja dua kali, ketjualj bila:
mana ada peraturan agama/adatnja masing2 jang me.

netapkan lain. Tentang ketentuan ini dalam ko
tidak diadakan. RER

Tentang melaksanakan (me.
langsungkan) dan  menjatat.
kan (mendaftarkan) perkawinas

Tentang hal ini antara rumusan Nj. Sumari dkk
(PNI) dengan konsep fraksi PKI djuga tidak terdapat
perbedaan? jang prinsipiil ketjuali disana-sini terdapat
rumusan? jang berlainan jang bersifat penegasan.

Pada pokoknja pendapat? dalam hal ini adalah sbb.:

1. Adanja keharusan untuk memberitahu tentang
perkawinan itu kepada Pegawai Pendaftar Perkawinat
dimana salahsatu pihak bertempattinggal, se-kurang?nji
10 hari sebelum perkawinan. Selandjutnja adanja ke-
tentvan bahwa Pegawai Pendaftar Perkawinan harus
mengumumkan perkawinan 7 hari sebelum perkawint
dilangsungkan. Dijika dalam waktu 7 hari tidak 2 :
jang memadjukan keberatan? maka Pegawai Penda :
Perkawinan memberitahu bahwa perkawinan dapat
langsungkan. sal janS

alam konsepsi PKI diadakan tambahan pa m’ i
menegaskan, bahwa beaja pendaftaran dan pengu™
: rift
an perkawinan diatur dengan Peraturan Pe”'wdkk
Hal ini tidak terdapat dalam RUU Nj. Sumari

2. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapa®
orang saksi. inat

3.g Tentang siapa Pegawai Pendaftar Perkauwi®

/

12



PR e e e e

PKI merumuskan, bahwa sebagai Pegawai Pendaftar
Perkawinan bertindak Kepala Daerah tingkat 11l atau
pedjabat jang setingkat dengan itu. ketjuali djika se-
bagai perketjualian disalah satu tempat dengan Per-
atgran Pemerintah ditundjuk pegawai tersendiri atau
pedjabat lain.

Dalam hal ini RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan
ingkat menjatakan, bahwa tentang Pegawai Pendaftar
sing ' g Feg
Perkawinan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah.

4. Tugas Pegawai Pendaftar Perkawinan jalah:
a, sclain mendaftar perkawinan tsb. djuga menjelidiki

apakah sjarat? perkawinan jang sudah ditentukan

diatas dipenuhi.

b. memeriksa surat? keterangan belum kawin, surat
t]erajb surat tidalzc sah perkawinan atau surat kemati-
an. Djika surat? itu hilang, atau tidak ada, maka
hal itu dapat diganti dengan keterangan dua orang
saksi, atau djika saksi2 tidak ada bisa dengan sum-
pah (pernjataan tertulis).

c mak menahan sementara atau tidak mendaftackan

awinan djika sjarat2 ite belum dipenuhi.

5. Dalam korgscp f’raksi PK! ditambahkan adanja
ketentuan untuk masing® pihak tentang kesehatannja,
dengan saling memberi keterangan diketahui oleh Pe-
ﬁﬁvai pl;;{zdaftar Perkawinan. Ketentuan ini dalam

tidak dirumuskan.

6. Djika Pegawai Pendaftar Perkawinan dengan
::gdia drﬁela:fgarh l:gas kewagiiban [s)eperti dintis.

ia di dij tan. a mereka

Jang meml;efin kcat:mnugai?a;als{la ;n:‘:‘st diil:‘ugkum pen-

jara se-lama2nja 1 tahun. Dan mereka jang memberi

:::npa'? dll, dapa;(t dikenakan hukuman menurut keten-
-ketentuan KUHP, .

P Bagi mereka jang sengadja melangsungkan per-

d“Wman dengan tidak mendaftarkan perkawinannja

apat hukuman 1 tahun dan perkawinan tsb. tidak di-
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anggap sah.
. Mereka jang hidup bersama sebagai suami-jster
dengan tidak melangsungkan perkawir?an ia:;"‘l::trm
didaftarkan kepada Pegawai Pendaftar Perkawin::
dapat dihukum pendjara se-lamaZnja 5 tahun,
Demikianlah tentang pokok pendapat? jang samg
atau ada perbedaan rumusan jang bersifat penegasan.
Selandjutnja ada lagi satu hal jang perlu mendapat
perhatian umum jalah tentang perdjandjian perkawinan,

Tentang perdjandjian perkawinas

Tentang perdjandjian perkawinan, konsep RULU PKI
menjatakan, bahwa:

1. Atas persetudjuan bersama pada waktu perks
winan kedua belah pihak dapat mengadakan perdjar-
djian tertulis dihadapan Pegawai Pendaftar Perkawinat.

2. Perdjandjian tsb. tidak sah bila melanggar batad
kesusilaan.

3. Perdjandjian tsb, dianggap sah sedjak perkawine

- an dilangsungkan.

Adapun formulasi RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) teor
tang hal ini agak berbeda jaitu : Tiap perkawinan hans
disertai penandatanganan surat perdjandjian perkawit

" an jang disetudjui oleh kedua belah pihak. Blanko pe
djandjian perkawinan oleh kantor pentjatat perkawind!
dilampirkan dalam Undang2. -

Tentang perbedaan pendapat bahwa perd)anfjl":
perkawinan itu harus ada atau dapat diadakan ole 1
duabelah pihak, kiranja perlu dipertimbangkan setja”
masak2. PKI Jebih menitikberatkan atas kemauan k;, A
belah pihak setjara demokratis, artinja: perdjan -1]
itu boleh diadakan atau tidak diadakan, hal itu SCP“W.
nja diserahkan kepada pihak masing? jang be,;a’;%li”
an, Sedangkan PNI menjatakan, bahwa_pf!rai(aau i
perkawinan itu adalah keharusan, jang dinjat

-~
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1am Undang?, djadi harus ditaati. Tentang perbedaan.
pendapat ini kami serahkan kepada umum untuk diper-~
timbangkan mana jang se-baik2nja,

Seterusnja djikalau kami mempeladjari blanko for-
mulic perdjandjian perkawinan jang dilampirkan dalam
RUU Nj. Sumari (PNI) maka disitu kami melihat be-
berapa pasal ketentuanZ,

. Mengenai Hidup bersama :

1. Selama perkawinan tidak akan melakukan per-
maduan,

2. Rumah-tangga mendjadi tanggungdjawab kedua
pihak,

3. Keduva pihak akan saling mendjaga kehormatan
satu sama lain dan seterusnja.

2. Mengenai Harta-Benda.

. Harta-Benda jang didapat sebelum perkawinan
tetap mendjadi milik masing2,

2. Harta-benda jang didapat selama perkawinan
adalah milik kedua pihak dan seterusnja.

3. Mengenai Anak-anak. '

. Anak? dari perkawinan ini adalah anak dari ke-
dva pihak bersama dan mendjadi tanggungdjawab ke-
dua pihak bersama, baik selama perkawinan maupun
sesudah putusnja perkawinan dan seterusnja,

4. Lain-lain.

Demikianlah antara lain blanko formulir jang ada
pada RUU PNI.

Adapun hal jang menarik perhatian kami jalah, bah-
Wa dibawah pasal? itu ada lagi keterangan2, jang an-
tara lain salahsatu berbunji sbb. : ..Bilamana tidak di-
fgd‘epa perlu salahsatu pasal atau lebih dapat di-

et , . : :

M“’ﬂingal keterangan ini, timbullah pertanjaan pada
am’:,bagaimana konsekwensinja Undang? perkawinan

i djika ada jang mau mentjoret pasal | mengenai Hi-
m"’; Bersama, jaitu jang memuat ketentuan ,tidak akan

tlakukan permaduan” 7 Dijika pasal pertama tentang
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permaduan ini ditjoret, maka dasar perkawinan tun
gal atau monogami jang ditentukan dalam Undang? ;?.
mendjadi tidak berarti lagi. Djuga pasal? lainnja dala;l
blanko formulir, jang sudah diatur dalam Undang? mi.
ialnja tentatllg dH;:tta-Senda dll,, djika itu ditjoret, ma.
a arti pasal? dalam Undang? tentan hal ini mendjadi
tidak berarti lagi. : S
Kami berpendapat, bahwa perdjandjian perkawinan
itu boleh dibikin, fetapi tidak boleh bertentangan dengan
pasal? dalam Undang®nja sendiri.

Tentang upatjara perkawinas

Tentang upatjara perkawinan ini dalam RUU N;j.
Sumari dkk. (PNI) tidak diatur, .sedang dalam konsep
PKI hal ini diatur dalam satu Bagian jang memuat
:;ll;erapa pasal tersendiri. Jaitu pada pokoknja jalab

1. Upatjara perkawinan dapat dilakukan menun!
kebiasaan adat masing2, dengan ketentuan bahwa ke
biasaan itu tidak menjukarkan bagi pelaksanaan per
kawinan, .

2. Kedua belah pihak boleh mengadakan pemberist
dengan ketentuan bahwa pemberian itu djangan s8%
pai memberatkan kedua belah pihak jang bersangkuta®
atau menjukarkan pelaksanaan perkawinan.

3. Di-daerah? dimana terdapat kebiasaan jang me%
beratkan, atau menjukarkan berlangsungnja pcrkawm::
Pemerintah atau Pemerintah setempat dapat meng®
tentang pembajaran atau pemberian itu, s

4. Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat :c:rik’
tarkan berlangsungnja perkawinan, dengan ti t
oleh soal pemberian. —

Kami berpendapat, bahwa upatjara Pefka“’;;t o
dapat diadakan menurut kepertjajaan atau 3
sing-masing, tetapi haruslah ditjegah hal? la’;‘ga o
beratkan atau menjukarkan pelaksanaan
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Hal ini petlu diatur, mengingat banjak sekali terdjadi
atau sering dialami adanja ketentuan2 pemberian? (ma-
bar) jang berat, sehingga tidak djarang terdjadi per-
kawinan itu sukar dilangsungkan atau tidak djadi di-
langsungkan. Sudah barangtentu hal ini adalah meru-
.gikan, karena membawa putusnja hubungan keduva be-
lah pihak jang semula sudah bermufakat untuk melang-
sungkan perkawinannja.

Dalam hal ini masjarakat haruslah didorong supaja
menghilangi hambatan itu, sehingga perkawinan dapat
lebik dipermudah lagi.

Tentang pernjataan batal perkawinan

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak
diatur, sedang dalam konsep PKI hal ini diatur dalam
Bagian berisi beberapa pasal tersendiri.
_ Seperti kita ketahui maka sering terdjadi perkawinan -
jang tidak wadjar, jaitu adanja penipuan atau paksaan.
Dalaxs hal ini kaum wanita jang sering mendjadi kor-
banlgta. Misalnja pada waktu akan kawin pihak laki2
menjatakan bahwa dia itu masih djedjaka, belum mem-
Punjai isteri atau anak2, akibatnja sigadis mau dikawin,

rena jakin bahwa suaminja tidak mempunijai isteci

i T“’_Pi setelah perkawinan itu dilangsungkan be-
dik:gah minggu atau beberapa bulan, maka penipuan itu
difka :'- fan' isterinja sedar akan penipuan tsb. Maka

5 m? ?h ed)ad:.an demikian, pihak jang ditipu (dalam

o] ipi l:ak wanita) perlu diberi hak untuk menjatakan

rula'l:“ ]a\vnnan. !-h.l jang kami sebutkan diatas itu

tnja b:: ,al'fi;‘“_'lontoh penipuan sadja, tetapi hake-
atay szsata]na ‘e :g!l:i:? kedjadian? penipuan? jang lain

th karena ity maka kami
rusla maka kami berpendapat, bahwa ha-
p;n]:tg:rm Undang? diatur adanja ketentuan tentang’

batal perkawinan djikalau ada kedjadian?

Pehipuan atay sesatan tsb,
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Dalam konsep PKI hal? jang bersangkutan dengs,
pernjataan batal perkawinan itu diatur pokok2nja ghp .

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatakan b,
tal perkawinan jang tidak memenuhi sjarat? sebagy
jang termaktub dalam Undang? (jaitu pasal2 jang me.
ngenai sjarat2 perkawinan).

2. Bila dilanggar pasal? jang mengenai sjarat? per.
kawinan itu, maka perkawinan dapat diputuskan ats
permintaan pihak jang dipaksa, ditipu atau didala
keadaan sesat.

Tuntutan dapat diadjukan dalam waktu 3 bulan se-
sudah bebas dari paksaan atau mengetahui penipua
atau sesatan,

3. Perkawinan jang dibatalkan atau diputuskan
sampai waktu pernjataan batalnja atau putusnja perks-
winan mempunjai akibat jang sama dengan akibat per
kawinan jang sah, Anak turunan dari wakty sebelus
perkawinan dibatalkan atay diputuskan mempunijai ke

ludukan seperti anak jang sah. Suami atau isteri jang
telah bertindak dengan maksud djahat dapat dihukue
unttk membajar ongkos? dan ganti kerugian kepads
pihak jang lain dan untuk memberi beaja pemeliharaan
kepada anak turunan tsh,

4. Bila dilanggar pasal jang menentukan laranga?
perkawinan antara dua orang jang berhubungan dareh
atau bethbUngan semenda dalam keturunan lJurus ata
keturunan menjimpang, maka perkawinan dapat dinj
takan tidak sah atas tuntutan salahsatu pihak at¥
orangtua atau wali atay kedjaksaan. o

Del_nil(ianlah ketentuan? tentang pernjataan bat
W&awinan. iﬂi

engingat dalam masjarakat kita seperti sekarang
sering terdjadi penipuang atau sesatang tsb., maka p¥
::l_ n’;ll:anja hal itu ditampung dalam Undang? Perk

Sekarang ini kam; akan mempersoalkan 3 P°k°:

masaalah, jajty - Tentang Hak dan Kewadjib®
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i Tentang Harta-Benda dalam Perka-
s?"‘:‘{'lsﬁa‘:’ 'I{T::angg Pertjeraian. Selain daripada
;I::kok itu perlu disini kami kemukaka_n. bahwa tentang
Perkawinan Tjampuran, jaitu perkawinan karena per-
bedaan hukum (perbedaan kewarga-negaraan) penda-
pat PKI maupun PNI adalah sama, {(ala.h hal itu perlu
diatur dalam Undang? tersendiri, Ketjuali itu djuga
tentang Warisan tidak terdapat perbedaan pendapat,
jalah bahwa Urusan Warisan diatur dalam Lindang2
tersendiri.

Adspun tentang Perkawinan menurut Agama, PKI
berpendapat bahwa hal itu perlu diatur dalam Undang?
tersendiri, Ketentuan ini dimasukkan dalam satu bagian
tertentu didalam Undang? Perkawinan. Mengenai hal
iai dalam RUU Nj. Sumari dkk (PNI1) tidak dirumus-
kan, Tentang soal ini tjukuplah kupasan kami pada
tulisan? kami jang terdahuly,

Tentang hak dan kewadjiban suami-isteri

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak
diatur, tetapi dalam konsep PKI hal ini diatur dalam
gian tersendiri, jang terdiri dari 5 pasal, jaitu :
Kedua suami-isteri memikul kewadjiban jang
r untuk menegakkan rumah-tangga jang mendjadi
sendi dasar bagi susunan masjarakat,
. 2: Kedua Suami-isteri mempunjai hak dan keduduk-
" jang sama dalam kehidupan rumah-tangga, pergaul-
b Up bersama dalam masjarakat, memilih pekerdja-.
n memasuki perkumpulan,
gaul bai'li “;uiu-':imi-isteri bsal(nga tjinta-mentjintai, ber-
. an memberi -batin j
By kepads iy eri bantuan lakir-batin jang

. Suamj.isteri 2
.: kebum]r:, n‘S:::l alile_kex-dja sama untuk penjelenggara-

tangga, sesuai dengan kedudukan
egimpuannja masingz. g
)

salahsaty pihak tidak memenuhi kewadijib-
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an tsb, diatas, maka atas tuntutan pihak jang lain, H,,
kim Pengadilan Negeri dapat menetapkan djumlah
beajaan rumah-tangga jang harus dipenuhi oleh pihat
jang patut memikul,

Demikianlah ketentuan? jang dimasukkan dalam U
dang-undang Perkawinan, menurut konsep PKI. K.
tentuan-ketentuan ity menurut pendapat kami perly di
tjantumkan dalam Undang2 Perkawinan, oleh karen
pada hakekatnja perkawinan adalah hubungan antan
suami-isteri. Djika hal ini tidak diatur dalam Undang?,
maka rasanja gandjil dan tidak lengkap. Apalagi bab-
wa sering terdjadi hubungan suami-isteri jang tidak
wadjar dan tidak saling menghargai. Terutama dalan
soal memikul kewadjiban pembeajaan  rumah-tangga,
sering terdjadi salahsatu pihak (dalam hal ini kebs
njakan adalah pihak lelaki) dengan sengadja melals-
kan kewadjiban tsb., sehingga akibatnja pihak isted
dan anak? mendjadi terlantar.

Sesuai dengan pasal 16 Piagam Hak2 Manusia PBB.
maka dasar persamaan hak dalam hubungan suami-
isteri peclu dirumuskan, Kepada masjarakat dimints
pendapatZnja apakah rumusan menurut konsep PKI ite
sudah tjukup mendjamin persamaan hak itu, ataukah

lum, Terutama dalam hal pergaulan hidup bersamé

lam masjarakat, memilih pekerdjaan dan mema
perkumpulan, dalam hal bekerdjasama untuk penjelend’
garaan kebutuhan rumah-tangga sesuaj dengan ked®

ukan dan kemampyannja masing? dan dalam hal pe®
3jaan rumah-tangga,

Tentang harta benda dalam perkawind!

Tentan harta-benda dafam peckawinan ini anta®
f:'é"p”,f}, L dan RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) knd;‘
oY, anjak perbedaa
nja adalah sbb.:P n pendapat. Adapun po

Harta-benda penibawaan dari masing? suds¥
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isteri dan harta-benda jang diperoleh masing? suami-
isteri sendiri sebagai hadiah atau warisan tetap men-
djadi miliknja masing2, Tentang hal ini PKI menam-
bahkan ketentuan : ..djika pada saat perkawinan didaf-
tar oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan atas permin-
taan pembawanja atan jang memperolehnja”.

2. Harta-benda jang diperoleh selama perkawinan
mendjadi milik bersama,

3. Masing? suami-isteri mempunjai hak sepenuhnja
untuk melakukan tindakan? hukum mengenai harta-
benda milik masing?2. ]

4. Mengenai harta-benda milik bersama jang pen-
ting, salahsatu pihak dapat bertindak hanja dengan per-
setudjuan pihak jang lain. .

5. Dalam perdjandjian tertulis pada waktu perka-
winan dapat diadakan peraturan jang menjimpang dari
azas? tsb,

6. Bilamana perkawinan putus, harta benda milik

bersama dibagi antara bekas suami-isteri, Dalam hal ini
rumusan PKI jalah : dibagi dua jang setara antara bekas
suami-isteri, sedang rumusan PNI jalah : dibagi setjara
adil antara bekas suami-isteri/anak/anak?2,
_ Kami berpendapat, bahwa istilah .dibagi setjara adil”
itu belum mendjamin sepenuhnja pelaksanaannja me-
nurut keadilan, Misalnja ada jang berpendapat, bahwa
adalah adil djika pihak bekas suami mendapat lebih ba-"
njak daripada pihak bekas isteri, atau sebaliknja. Oleh
arena itu perlu ditjari rumusan jang lebih positif men-
djamin keadilan itu, dan dalam hal ini kiranja rumusan
~dibagi dua jang setara” itu lebih tegas dan djelas ten-
ang hak masing? bekas suami-isteri tsb.

Tentang pertjeraian

(P%Jaik konsep PKI maupun RUU Nj. Sumari dkk.
tsh I) mentjantumkan ketentuan? tentang pertjeraian
» Galam Bab tersendiri jang memuat beberapa pasal
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jang berhubungan dengan persoalan itu.

Pada pokoknja ada persamaan pendapat shb, ;

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat memutuskay
pertjeraian atas permintaan pihak jang menderita, jang

“memadjukan alasan2 jang berikut :

1. “djika salahsatu pihak berzina, pemabok, pendju.
di, pemadat, atau melakukan kedjahatan jang serupa ity
jang sangat mengganggu keamanan.

2. djika salahsatu pihak meninggalkan pihak jang
lain tanpa persetudjuan dan alasan jang sah (PKI me-
nentukan batas waktu 1 tahun sedang PNI 6 bulan).

3. . djika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang
dihukum pendjara (PKI menentukan hukuman pendjs-
ra 3 tahun atau lebih sedang PNI menentukan 2 tahe
atau lebih),

4. djika salahsatu pihak melukai berat atau melaks
kan penganiajaan sebegitu rupa, jang dapat memba
hajakan djiwa pihak jang lain.

5. djika salahsatu pihak sakit ingatan (gila) ata
menderita penjakit jang membahajakan kesehatan p-
hak jang lain atau kesehatan keturunan atau salahsaté
pihak impoten (peluh), Mengenai hal ini PKI menas
babkan rumusan dengan ketentuan bahwa pertjerait
dalam hal? ini tidak mengakibatkan terlantarnja pildt
jansg sakit, b

- djika salahsatu pihak tidak memenuhi kc""ad.'.lk;
an pembeajaan rumah-tangga (PNI merumuskan : dji¥
suami sengadja tidak memberi nafkah kepada isterin?

selama wakty 3 bulan, sedang PKI merumuskan dj
keputusan Hakim Pengadilan Negeri tentang pemb®
jaan tidak dipenuhi).

7. djika antara kedua pihak terdapat perselisib®
jang tida'k mungkin didamajkan lagi. e e

Selandjutnja PKI merumuskan dalam satu pasal
tentuan shb, :

Hakim jang memberikan keputusan pertjeraian hart
menetapkan pula : )
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g. siapa dari kedua pihak jang mengurus anak® me-

b. Z’f:nlah sokongan Jjang diberikan oleh pihak laki®
kepada bekas isterinja. ) o

¢ djumlah beaja pemeliharaan jang haru_s dxbgnkan
olch ajah atau ibu kepada anak? jang tidak diurus-
nja sendiri.

Adapun dengan maksud jang sama PNI merumusz
kannja setjara lain, jang isinja lebih mendatail, jaitu al. :
s ditentukan kewadjiban bekas suami-isteri sesudah

bertjerai untuk memelihara anak2nja.

b. sesudah bertjerai anak jang masih menjusu turut
ibunja, sesudah disapih dan djika timbul perselisihan
dalam memelihara anak itu, maka Hakim Pengadilan
Negeri jang memutuskan. .

¢. kewadjiban ajah untuk membeajai anak jang dipe-
lihara oleh ibunja sesudah bertjerai, djumlah beaja

dan lamanja pertanggungandjawab tsb. dll.

Seterusnja baik PKI maupun PNI berpendapat, bah-
wa pertjeraian harus tertjatat pada Kantor Pentjatatan

erkawinan,

D_tmildad tiga pokok persoalan jang kami pandang
penting untuk diketahui se-luas?nja.

S!baqai tulisan terachir tentang masaalah Undang?

‘;ka“""a" jang kami sadjikan setjara ber-turut? ke-
pa d’ para pembatja, maka sekarang sampailah kami
2: a persoalan kedudukan anak2, Tentang anak? ini
a‘_ma&:l;‘pxsahkan dari masaalah perkawinan, dan oleh
o u maka seharusnja dalam Undang? Perkawin-
ruslah ‘:” pula tentang kedudukan anak2, Terutama ha-

n per s‘:t“" adanja djaminan hukum terhadap anak?,
ataupun a’:::"ug?k antara anak kandung, anak angkat

entang kedudukan anak? ini dalam RUU Nj. Su-

ma ~ .

da,;‘mdk;’j 2}3 NI) dinjatakan, bahwa hal ini akan diatur

PI?I ang? tersendiri. Sedangkan dalam konsep
hal ini diatur dalam BAB tersendiri, jang
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terdiri dari beberapa bagian dan pasal?, jaitu : Tepy,
Keturunan, Tentang engakaan. Pengangkatan dan
Pengesahan Anak, Tentang Kckuasaan Orangtua te.
hadap Anak dibawah Umur dan Tentang Perwalign,
Untuk diketahui prinsip2 jang dirumuskan dalan
" Bab, Bagian serta pasal2 tentang kedudukan anak? jy,
maka dibawah ini akan kami kupas beberapa persoala;

Tentang keturunas

Dalam Bagian ini dinjatakan bahwa :
1. Anak jang sah adalah anak jang dilahirkan dad
perkawinan jang memenuhi sjarat2 Undang? ini.

, 2. Seorang suami dapat menolak untuk mengaks
seorang anak jang dilahirkan oleh isterinja, apabila:
a. anak itu dilahirkan sebelum tjukup 180 hari sesudab

hari perkawinan.

b. suami dapat membuktikan, bahwa selama waktu 300
hari sampai 180 hari sebelum anak itu dilahirkan i
tidak mungkin berkumpul dengan isterinja.

¢ suami dapat membuktikan, bahwa isterinja telad
berzina dan anaknja itu akibat dari perginahan !

3. Tuntutan menolak anak tsh. harus dilakukan ds-
lam 3 bulan sesudah ja mengetahui tentang kelahira
anak itu. !

4. Anak jang dilahirkan sesudah 300 hari setelsl
perkawinan diputuskan adalah anak jang tidak 53” ke:
tjuali djika dapat dibuktikan, bahwa anak itu dari kav
dungan sebelum perkawinan diputuskan. -

Dari ketentuan?2 ¢sh. diatas, djelaslah bagi kita, b2
wa ada anak jang sah dan anak jang tidak sah mC““’,"'

Undang? Perkawinan, Sesungguknja masaalah kelah'fﬂ

an anak? jang tidak sah itu, adalah diluar kesalah?

sang anak. Adalah sangat menusuk perasaan bagi san:
anak djikalau ia besar dan mengerti akan perbuat®
tertjela dari orangtuanja, dan kepadanja diberi ."a’;
+anak djadah™ dalam bahasa Djawa, artinja anak fi¢?
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a itu perhubungan laki2 dan wanita se-
r:u?l;};t?sr:; diluapr Undang2 Perkawinan ini ber-
nsk mendapat hukuman sesuai dengan pasal? jang me-
muat sangsi hukum ‘terhadap perbuatan mereka itu, ja-
lah hukum pendjara 1 tahun sampai 5 tahun.

Tentang pengakuan, pengang-
katan dan pengesahan anak

Tentang pengakuan, anak, dinjatakan, bahwa anak
dituar perkawinan dapat diakui sebagai anaknja oleh
salakseorang atau kedua orangtua anak tsb. Ketentuan
inf menurut pendapat kami dapat dipergunakan untuk
memberi kedudukan hukum bagi anak itu, karena peng-
akuan anak jang dilahirkan diluar perkawinan dimung-
kinkan menurut pasal ini demi kepentingan anak.
ad&li;ngigtgat !bu jang melahirkan anak dalam hal ini
h:irh pihak jang sangat banjak pengorbanannja baik

:’aupu_n batin, maka adalah sepantasnja, bahwa
5;:3: ;ﬂn itu hanja dapat dilakukan dengan persetu-
ha u anak tsb, Djika ada perselisihan mengenai
j“g”;g;:“ai anak, maka Hakim Pengadilan Negeri
tenty dnlam"l:ni“? .k;Putus'an terachir. Sudah bam‘“ﬂ‘
Pertimbay, ‘ni kepentingan anak didjadikan dasar

980 jang sangat i

Tmtang peAgEaE gat penting.

Anak darj orang ?gi a(‘aln nnal.c, dinjatakan. bakwa:
anghag dengan pe n dapat diangkat mendjadi anak
Tentang pal il "';’“d!_‘{ﬂ." orangtua (wali) anak tsb.
gkaten anak sajay p o mkan, karena soal pe
Sjaraky adalah hal jap k asi

t Indones ' Jang tak asing dalam ma-

s'h"dinm]a :'la dan diterima baik oleh masja:aka:t
PeRgangLatan ttentukan, bahwa: Pen ak :
d anak tsb. diatas | -ngakuan dan
Pala Desa ap 4 wrus dilakukan diha-
o Kepala De s:’-‘ts%f.ang saksi serta didaftae-

al ini d‘p(l e ah kE"Ia u=an
}
lukan untuk menti g 9

n
kan dif .
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Dalam salahsatu pasal lagi dinjatakan, bahwa: Anst
jang dilahirkan diluar perkawinan dengan sendirin,
mendjadi anak jang sah, bila bapak dan ibu tsb, kay,
satu sama lain dan bila sebelum atau pada wakty m.
langsungkan perkawinan, mercka telah mengakui apg
tsb. sebagai anaknja. Pasal ini memungkinkan anak jan
tidak sah mendjadi sah dengan djalan perkawinan.

Tentang kewadjiban orangtua terhadap anak dim.
muskan sbb. : ‘

1. Kedua orangtua wadjib memelihara dan meuad:
dik anak? mereka dengan baik. .
2. Kewadjiban orangtua jang dimaksudkan itu bee
Jaku sampai se-kurang2nja anak tsb. mentjapai umur ¥
tahun, kewadjiban mana berlaku terus, meskipun per
kawinan antara kedua orangtua diputuskan. ,
3. Jang dimaksudkan dengan anak diatas, jalh: .
anak jang sah, anak jang diakui, anak jang diangk
dan anak tiri jang mendjadi tanggungannja.
Tentang kewadjiban anak terhadap orangtua dif®
muskan sbb. :
1. anak wadjib menghormati orangtua. ,
2. djika ia telah dewasa, ia wadjib memeliharz =*
nurut kemampuannja orangtua dan keluarga lain da
keturunan lurus keatas bila mereka memerlukan bant®
annja. o
3. jang dimaksud dengan orangtua adalah: baP:n'g
ibu, bapak/ibu jang mengakuinja, bapak/ibv ’nii
mengangkatnja dan bapak/ibu tiri jang memelihara”
Dari ketentuan pasal? itu kiranja sudah tjukup 2;::
diketahui, bahwa kewadjiban orangtua terhadaP.:-n i
maupun kewadjiban anak2 terhadap orangtua di 'laa e
dalam Undang? Perkawinan, Hal ini merupaka® and |
kah-langkah untuk mentjegah terdjadinja kese“"’-"auk,
wenangan orangtua terhadap anak?nja ataupun S :
nja dari anak terhadap orangtuanja.
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tua
- Tentang kekuasaan orang

terhadap anak &bawah umur

Dalam bagian ini ditjantumkan beberapa ketentuan

3 stiapal dan

. belum mentjapai umur 20 tahun da

wll;m ?:::meaggrada dibawah kekuasaan orangtuanja

clama orangtua tsb. dalam ikatan perkawinan .dan se-

lsma mereka tidak ditjabut atau dibebaskan dari kekua-

suzl.m}:)'mngma mewakili anak tsb. mengenai segala
tindakannja didalam dan diluar hukum.

3. Jang mendjalankan kekuasaan orangtua adalah
bapak dazn ibu ber-samaZ2,

i. Orangtua hanja dibolehkan memindahkan hak
atau menggadaikan barang tetap jang dimiliki anaknja
dengan kuasa Hakim Pengadilan Negeri,

5. Hakim Pengadilan Negeri dapat mentjabut hak
.k"a’“" orangtua atas permintaan keluarga atau ke-
i"k:lsf“" djika ja mendjalankan kelakuan? jang buruk

i

Dax:i pokok? ketentua
jang baik dari ora

Uenestrad Btmu:_L

Dalapy
‘ingnia:n::g‘ pokok ditjantumkan, pen-
2 ll‘ar'\(g. masih dibawah umur jang tidak ber-
e % Uasaan orangtua berada dibawah peng-
i enta;g‘ hak dan kekuasaan wali diatur
B e vlvials‘al jang berlaku bagi orangtua tsp,
i kekual dapat diadakan dikalangan keluarga
by, Dilks ada:.aan crangtua sebelum ia meningqal
'a perselisihan tentang penundjukan g\?ali

- RMaka
A akim P tis
|:m tetachiy B engadilan Negeri jang memberi pu-
e ahgunakan kekuasaan®

A wali menja]
" Maka ia dapat dikenakan hukuman'

n ini dapatish didjamin perla-
ngtua terhadap anaknja.

an ini setjara
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!
dan harus mengganti kerugian harta-benda jang dm:
babkan karenanja itu.

Demikianlah pokok? jang tertjantum dalam bab tm.‘
tang kedudukan anak dalam perkawinan. ‘

Dengan mengatur kedudukan anak dalam perkawis. |
an, maka persengketaan atau perselisihan tentang per. |
soalan anak jang sering terdjadi, dapat pula diselesai
kan, terutama dalam persoalan pengakuan, pengang.
katan dan pengesahan anak, kekuasaan orangtua ter
hadap anak dan perwalian.

Selandjutnja dalam konsep PKI djuga diatur tentang
perkawinan diluar negeri hal mana dalam RUU Nj

; Sumari dkk. tidak dirumuskan.

' Dalam peraturan peralihan ditjantumkan baik okh
konsep PKI maupun dalam RUU Nj. Sumari dkk
bahwa :

Segala perkawinan, pertjeraian dan segala sesuatn
jang berhubungan dengan perkawinan jang terdjadi st-
belum Undang? ini berlaku jang didjalankan- menurul
peraturan® jang lama adalah sah,

Ketentuan ini menurut pendapat kami perlu ditjan-
tumkan, untuk menghilangkan ke-raguZan dalam ma
sjarakat,

Demikianlah sumbangan kami dalam mengupas soal
pokok tentang materi Undang?2 Perkawinan. Mudah?an

tulisan kami ini memberi manfaat bagi para pembotjé
sekalian,

Sidang ke-ITt Peristiva Said Atamimi



Monogami sebagai dasar perkawinan
jang demokratis

BABAK KE-I =

Peris Pardede

Setiap orang ' patkan pekerdja-
dewasa mentji- an jang sesuai,
ta-tjitakan  dan dapat memeliha-
menginginkan ra anak?nja de-
satu rumah- ngan baik, dan
tangga dimana berdjuang ber-
suami dan isteri sama? untuk ke-
seling  mentjin- bahagiaan ke~
taj, saling meng- luarganja  dan
mmati, saling | CENEY masjarakat.
membantu  dan i o< V. - Betapa tinggi-
memperhatikan, 4. & i nja tjita? ini.

up rukun dan * il Ber-abad? lama-
rsaty, menda-
Uama kaum wanitanja, berdjuang untu
liita2 diatas mendjadi kenjataan. g
an'r_“?’Pi bagaimanakah sekarang keadaannja. kenjata-
nja

Kita sama2 menjaksikan keadaan jang sebenarnia
df’]’“' masjarakat indonesia sekarang, bahwa antars
Yita2 tersebut dengan kenjataan masih ada dIura‘::g
jang dalam, bahwa kebahagiaan berumgh-tan'ggakiw
¢hum dinikmati oleh sebagian besar dari RakiSt op

Mengapa 7 Kalau pertanjaan ini henca ki 'seggz.
ngan lengkap tentu harus dikemukakan sem

2 na
tja. Tetapi salahsatu seginja jarg P° ok jalah kare
29
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pengaruh sistim perkawinan feodal, lebih2 di-des;?
masih mendalam dan luas dalam masjarakat. kita,

Kekuasaan feodal jang ber-abad2 lamanja ditana),
air kita ini telah menanamkan sistimnja dalam perks.
winan sehingga berakar.

Dan adalah lebih mudah menggulingkan kekuasas:
politik feodal itu daripada menghapuskan pengaruh k.
biasaan dan adat-istiadatnja. .

Didalam satu masjarakat dimana kaum feodal sepn
nuhnja berkuasa, kita melihat tjara2 sistim perkawinae
nja sebagai berikut :

1. Perkawinan itu didasarkan bukan atas suka sam
suka, atas pilihan bebas siapa jang mendjadi temas:
nja sehidup-semati melainkan atas kemauwan da
paksaan orang tua atau keluarganja, Seringkali p
da waktu masih kanak? siwanita sudah dipertunang
kan dengan anak seorang jang lebih berpunja ata
jang kira2 sama,

2. Perkawinan dilakukan setjara djual-beli sehingp
siwanita dianggap sudah dibeli oleh pihak lelaki da
boleh berbuat sekehendaknja sadja.

3. Lain? kebiasaan feodal seperti: gadis? jang tels
mendjadi akil-balig ditahan dirumah (dipingit)
hingga tidak mendapat kesempatan untuk beladj*
disekolah, kawin dibawah umur, pertjeraian sV
nang-wenang, kawin banjak (veelwijferij) teruta®
dikalangan feodal, 5

Ketjuali itu sistim perkawinan feodal dipenga®’/
pula oleh ideologi feodal jang memandang tingg! kabh'
laki? dan memandang rendah kaum wanita, Anak eiﬂ‘
dianggap penerus nama keluarga jang berhak m%""un
warisan sedangkan anak wanita toh akan diambil %
oleh orang lain, sedangkan dalam perkawinan “’a‘:p
itu dianggap tjukup untuk dieksploitasi sadja ‘e“agag-

n sekedar untuk melahirkan anak atau diangg®P 4
bagai permainan atay hiburan jang boleh dilemp3® ”
dja kalau silelaki tidak lagi menjukainja. Perka™

2
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sematjam itu adalah satu perkawinan seperti apa jang
dicebut ,.dekat dimata tetapi djauh dihati".

Dalam masjarakat feodal itu kaum wanita tidak
mempunjai hak politik, hak ekonomi dan aktivitet so-
sial. Tetapi tiap? penindasan akan melahirkan perla-
wanan-perlawanan.

Demikianlah, sistim perkawinan feodal dan pandang-
an feodal jang menempatkan wanita dalam kedudukan
jang lebih rendah daripada kaum laki?, dan sebagainja
telah melahirkan perlawanan dari kaum wanita, mula?
dilakukan oleh perseorangan tetapi lama-kelamaan men-
djadi satu perlawanan jang teratur dengan membawa
semhojan2 ,untuk persamaan hak”, ,untuk emansipasi’ .

Mereka menuntut supaja sistim perkawinan feodal
dmfpuskan dan diganti dengan suvatu sistim perkawin-
an jang lebih demokratis, jang melarang kawin paksa,
pergundikan dan jang mendjamin hak sama bagi wa-
nita dengan kaum laki. Kepada Pemerintah dituntut
supaja diadakan satu peraturan perkawinan jang de-
“9"’:} tegas? memuat prinsip? perkawinan jang demo~

is.
Tuntutan adanja Undang? jang demokratis bukan
ru sekarang sadja. -
untutan, dari kaum wanita Indonesia untuk adanja
satu Undang2 Perkawinan jang demokratis bukan baru
sekarang sadja tetapi sudah mendjadi tuntutan sedjak
#aman pendjadjahan Belanda dulu.

R.aden Adjeng Kartini, jang oleh
g‘m diakui sebagai pelopor kemadjuan
etul betapa beratnja sistim perkawinan
he:;a“ sendiri hidup ditengah-tengahnja, |
2 2u sendiri berpoligami. Dalam suratnj

Agustus 1900 kepada Nona Zeehandelaa

erkata demikian : k

oAkt hendak, aku mesti menuntut kebebasar & .

A . rden arkah oleh-
+Aku hendak Stella, aku hendak terd€n9PrwL “op

Wu? Manakah aku akan menang. bil2 R
31

kaum wanita Indo-
wanita merasa
feodal karena
bahkan ajah
a- tertangga
r beliau,
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djuang ? Manakah aku akan mendapat, bila tiada ak,
mentjari 7 Tiada berdjuang tiada menang, aku aky,
berdjuang. Stella, aku akan merebut kemerdekaan. Ajy |
tiada gentar karena keberatan dan kesukaran, rasanj; |
tjukup kuatnja aku akan mengalahkan sekaliannj; |
00 casvesns R ‘

Mengenai soal2 perkawinan dalam surat kepads
Nona Zeehandelaar itu R.A, Kartini berkata begini:

,Allah mendjadikan wanita akan djadi teman lak
dan tudjuan hidupnja ialah bersuami. Benar, tidak akas
tersangkal dan dengan senang hati aku mengakui, bah-
wa bahagia wanita jang sebenarnja, berabad-abad ke
mudian daripada inipun demikian djuga, jalah: hidu |
ber-sama? dengan laki2 dengan damai dan selaras,

. Tetapi, betapa mungkin hidup ber-sama2 dengas
damai dan selaras, bila ‘aturan kawin kami demikian
seperti jang diuraikan itu 7 Tidak. untunglah tidak se-
tiap orang umat Islam beristeri empat, tetapi tiap orand
wanita jang kawin dalam dunia pergaulan hidup kam
tahu, bahwa bukan hanja dia sadja akan tetap men-
djadi isteri suaminja dan bahwa besok lusa suaminj
boleh membawa wanita lain mendjadi temannja puland
kerumah; menurut hukum Islam wanita itu isterinja jand |
sah djuga. Didaerah gupermen wanita hidupnja tid
seberat dan sesedih hidup sesamanja didaerah Sur-
karta dan Djokjakarta. Didaerah gupermen wanita 1
sudah merasa tjelaka dengan seorang, dua, tiga e®P? y

’

Karttnipun menuntut wndang?
perkawinan jang demokratis,




slir suaminja : disana didaerah Surakarta hampir tiada
seorang djuga lakiZ, jang isterinja hanja satu, dalam
kalangan bangsawan, terutama dalam lingkungan Su-
subunan, laki2 itu sampai lebih daripada 26 orang iste-

rinja.

,’.Bolehkah keadaan itu dibiarkan terus-menerus demi-
kisn itu Stella? Mereka itu sudah biasa akan keadaan
itu, wanita itu sungguh menderita dengan sangatnja.
Hampir semua wanita mengutuki laki? ini. Tetapi me-
njumpah dan mengutuki itu tidak ada sedikit djuga
faedabnja, kita harus berusaha memerangi. Marilah
wahai kaum wanita dan gadis, bangkitlah marilah ban-
tu-membanty, ber-sama2 giat mengubah keadaan jang
tak terderita itu'’, Demikian Raden Ad)cn% Kartini.

Saja disini mengemukakan pernjataan R.A. Kartini
itu adalah karena jakin sepenuhnja bahwa perasaan
jang dilahirkan itu adalah menggambarkan dan mewa-
kili perasaan dan tuntutan wanita Indonesia pada
umumnja,

_Pu!en' Djawa Barat, Raden Dewi Sartika ada)a!!
djuga pelopor kemadjuan wanita Indonesia jang seperti
halnja dengan R.A. Kartini djuga berdjuang untuk ada-
Mja satu peraturan perkawinan jang demokratis.

Begitu djuga, gerakan wanita Indonesia sedjak za-
man pendjadjahan Belanda terus-menerus berdjuang
untuk hal jang sama. 25

Kongres Perempuan Indonesia jong pertama (th' 3
Desember 1928) i Jogjakarta, jang dihadici oleh
Peckumpulan wanita, telah menetapkan sebagai atjard
Nkoknia :

1. soal kedudukan wanita dalam P“k“”'"?"iig
3 :"a: persamaan pendidikan wanita dan laki%

- tentang poligami. . 4 Dijuli
1 ongres Perempuan Indonesia keIl }(.za(l)’lfeduduk‘

935) di Djakarta djuga mempe ropsl anb tahuruf dan
 wanita menurut hukum Islam. soal bu

gainja, 13



Kongres Perempuan Indonesia ke-III (pada byl
Dijuli 1938) di Bandung antara lain membentuk Kamig
Perkawinan untuk merantjangkan peraturan perkawip.
an jang seadil-adilnja.

Kongres Perempuan jang ke-IV (pada bulan Dju
1941) di Semarang telah memutuskan antara lain mem.
bentuk Badan Kerdja untuk scal perkawinan menurat
hukum Islam.

Dizaman pendudukan Dijepangpun, walay dalag
bentuk? jang lebih tertutup, kaum wanita Indonesia 4.
dak berhenti memperdjuangkan tuntutannja.

Apakah revolusi Agustus 1945 djuga membawa pe-
ngaruh terhadap sistim perkawinan feodal dan kolonia!
itu ? Menurut pendapat kami, membawa pengaruh. Se-
bab tiap2 revolusi tidak hanja membawa perubahan po-
litik, tidak hanja menggulingkan kekuasaan jang lapuk.
tetapi ia djuga membawa perubahan2 dalam tjara ber-

pikir, pokoknja ia djuga membawa perubahan pada mx |

nusia itu sendiri, .

Dikalangan, kaum muda Indonesia sesudah revolus
Agustus 1945 sudah meluas pikiran? jang lebih demo-
kratis dalam soal? perkawinan, sudah tidak lagi meng:

anggap sesuai perkawinan tjara paksa oleh orangtud '

perkawinan setjara djual-beli, dan sebagainja, Adaput
dikalangan kaum tua pengaruh revolusi itu djauh kv
rang djika dibandingkan dengan pengaruhnja jang b2
dikalangan kaum muda.

Karena itu dengan mulai berkembangnja sistim %3
pitalisme, dengan datangnja berbagai pengaruh 02
luar dan terutama dengan adanja revolusi Agustus 4’_'
bagaimanapun djuga sistim perkawinan feodal itu b‘:
angsur? sudah berubah kearah sistim jang sedikit-diki
nja lebih demokratis,

Sekalipun begitu, pada pokoknja dapat kita .kazaki‘:

ahwa sistim perkawinan feodal itu tetap masih D€
pengaruh dikalangan Rakjat banjak, terutama di-desa™

al jang logis, sebab sisa? feodalisme masib kuat 8"
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kalangan kaum tani. Sisa2 feodalisme di-desa? adalah
dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam
pentuk sewatanah jang berudjud kerdja, dan dalam
pentuk hutang? jang menempatkan kaum tani dalam
kedudukan budak terhadap tuantanah.

Karena itu sisa2 sistim perkawinan feodal itu di-desa?
djuga masih mempunjai basis ekonomi seperti tersebut
diatas,

Jang terang belum mengalami perubahan selama ini
jalah peraturan? dan huwelijks ordonnantie? jang masih
merupakan warisan dari masjarakat kolonial dimana
masih digunakan kata? ,.inlander”, dan sebagainja. Kita
melikat adanja Burgerlijke Stand chusus bagi orang?
Eropa dan mereka jang dipersamakan, Burgerlijke
Stand chusus buat orang? Tionghoa, ada lagi Burger-
like Stand chusus untuk golongan Indonesia tertentu,
,2ada huwelijks ordonnantie bagi jang beragama Islam di
Djswa dan Madura terketjuali untuk Surakarta dan
Jogjakarta dimana berlaku vorstenlandsche huwelijks-
ordonnantie, ada huwelijks ordonnantie buitengewesten.,
ada huwelijks ordonnantie christeninlanders Java, Mi-
nzhasa en Ambonia, dan sebagainja.

Kenjataan2 diatas, masih berlakunja huwelijks ordon-
nantie-ordonnantie peninggalan kolonial, merupakan
kekuasaan? tambahan pendorong untuk rn'entiipt{ka"
suaty Undang? Perkawinan jang lebih demokratis jang
menghapuskan sistim perkawinan feodal. )

Dapatlah dimengerti betapa gembiranja Rakjat, hees
utama kaum wanita Indonesia, mendengarkan kepull;g'
. @ Menteri Agama Republik Indanesia pada tahun 1950,
jang membentuk satu Panitia Negara jan diberi t4g3%
untuk merantjangkan satu Undang? Perkawinan jang

ru, ’
Lebih2 sesudah melihat komposisi an ggota Panltl:

egara jang diketuai oleh Mg Teuku Hasan ."i';hfn.
mana djuga duduk tokoh? da maka
umat Kristen, tokoh? wanita dan
35
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kegembiraan bertambah karena jakin bahwa Panitiy

akan mampu merumuskan satu Undang? jang isinjy

mewakili perasaan? jang hidup daripada wanita Indo.

nesia chususnja Rakjat umumnja. Sajang bahwa hasi|

jang baik daripada Panitia Negara itu jang sudah s. |
lesai pada tahun 1952 tidak dipergunakan sebagaiman,
mestinja, artinja tidak diadjukan ke Dewan Perwakilse
Rakjat sebagai rantjangan Undang?2.

Sesudah menunggu ber-tahun2, sesudah melihat bak-
wa hasil Panitia Negara Mr Teuku Hasan tak kundjung
diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebagai ran-
tjangan Undang?, maka semakin terasa bagi kami perl-
nja ada usul inisiatif rantjangan Undang? Perkawinan
Karena itu fraksi Partai Komunis Indonesia dalam Par-
lemen merentjanakan satu rantjangan Undang? untok
nanti diadjukan sebagai usul inisiatif. Untuk itu_kami
lalu peladjari hasil karya Panitia Negara Mr Teuk
Hasan dan kesimpulan kami mengenai itu adalah bab-
wa isinja itu tjukup baik untuk didjadikan pegangas
pokok untuk satu rantjangan Undang? Perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan itu fraksi PKI memutuskan
mengutus dua orang anggotanja untuk menemui f‘
Teuku Hasan untuk meminta persetudjuan beliau d}"‘_’
hasil karyanja itu kami adjukan sebagai usul inisiat
kami dengan mengubahnja disana-sini, Persetudjuan i
kami peroleh dan Mr Teuku Hasan gembira sekali d)f":
hasil karya mereka jang dibuat dengan bersusah-paj?
itu diusahakan mendjadi satu Undang2. 5

Karena itu djauh sebelum rantjangan Undang? j2"
kita bitjarakan sekarang ini diadjukan ke Parlemen ot
fraksi saja sudah mempunjai satu rantjangan Unda"g“
Perkawinan jang isinja hasil Panitia Negara Mr Te G
Hasan dengan diubah disana-sini. Sajang, kami Waka,
itu belum berhasil menarik fraksi lain untuk ber-s2%® A
mengadjukan rantjangan Undang? itu sebagai usul P
siatif di Parlemen.

Sekarang timbul pertanjaan, bagaimanakah sika
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{raksi kami terhadap rantjangan Undang? Perkawinan
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawanZnja ?

Dapat saja njatakan bahwa kami setjara pokok®nja
menjetudjui dan menjambut dengan gembira rantjang-

an Undang2 Nj. Soemari dan kawan? ini karena ia te-
lsh memenuhi tuntutan kaum wanita Indonesia pada
ymumnja jang sudah sedjak pendjadjahan Belanda dulu
telah memperdjuangkan adanja Undang? Perkawinan
jang lebih demokratis. Ketjuali itu, persetudjuan kami
itu didasarkan atas kenjataan bahwa sesudah memban-
ding-bandingkan isi rantjangan Undang? ini dengan
rantjangan jang pernah dibuat oleh fraksi saja, maka
saja lihat ada banjok persamaannja, se-olah? ke-dua2-
nja dilahirkan dari satu kandungan, Karena itu jang
kami inginkan dari rantjangan Undang? ini hanjalah
supaja isinja jang baik itu lebih disempurnakan lagi.
Saja berpendapat bahwa rantjangan Undang? ini akan
lebih lengkap dan lebik sempurnalah djika isinja_djuga
ditambah dengan lain ketentuan, seperti pasal? jang
mengatur hak dan kewadjiban suami-isteri, jang meng-
atur upatjara perkawinan, jang mengatur tentang per-
njataan batal perkawinan, tentang kedudukan anak?
dan tentang perkawinan jang dilakukan diluar negeﬁ..v
Dengan lebih melengkapi dan menjempurnakan isi
rantjangan Undang? ini semakin dekatlah kita pada tu-
djuan bersama terutama daripada kaum wanita [ndone-
sia, jaitu untuk mentjiptakan suatu Undang? Perka'\.vm'
an jang demokratis disamping ndang? P":““f"::
umat Islam, jang menghapuskan sistim P
feodal warisan masjarakat lama dan mengga"."“'ae“ ,
ngan sistim perkawinan jang bebas dan_bahasm-:;wig-
hapuskan sisa2 ideologi feodal mengena so;ldptl' oty
an dan membentuk ideologi jang sunggub 'emzdalah
jang memandang kaum laki? dan kaum w:!: l::cndapat
$ama, agar dengan demikian Rape WH njai cumah-
kebebasan penuh dan seluruh Rakjat ““";p“d‘mana k-
tangga jang bahagia, satu rumah-tangg ;
3
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gembiraan tidak mendjadi beku disebabkan bebap s
hari2, dimana setiap anak jang lahir disambut dey an
gembira oleh orangtuanja, satu rumah-tangga jang
sungguh? berbahagia. .

Ada orang jang mengira bahwa adanja Undang?
Perkawinan jang demokratis hanja akan menguntung-
kan kaum wanita sadja. Dianggapnja bahwa sistim per-
kawinan feodal hanja merugikan pihak wanita sadja.

Hal ini tentu sadja tidak betul, Bahwa kaum wanita-
lah jang terutama dirugikan, itu betul. Tetapi kaum
lelaki djuga turut dirugikan. Adanja satu Undang?
Perkawinan jang demokratis — disamping Undang?
Perkawinan Umat Islam — seperti jang dimaksud oleh
rantjangan Undang? Perkawinan usul inisiatif Nj, Soe-
mari ini, jang isinja melarang kawin paksa oleh orang
tua sudah pasti tidak hanja akan menguntungkan kaum
wanita tetapi djuga bagi kaum JakiZ karena ia tidsk
akan dipaksa lagi mengawini seorang gadis jang tidak
disukainja melainkan akan bebas untuk memilih djodob-
nja sendiri. i :

Maka itu Undang?2 jang berisikan seperti usul inisia-
tif Nj. Scemari dan kawan2nja ini akan mengun‘uﬂgk‘_‘;‘
tidak hanja pihak wanita sadja tetapi djuga pihak lak®

Achirnja saja akan menjatakan pendapat tentand
bentuk daripada rantjangan Undang2 Perka\ginan_lﬂ"
Kami setudju bentuk rantjangan Undang? Perkawina?
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2nja ini sedjale®
dengan pikiran Panitia Mr Teuku Mohd Hasan. jand
didalam memori djawaban Pemerintah kepada Bahag"
an-bahagian menjatakan, bahwa : ,Panitia tersebut P;a
da tahun 1954 telah menjampaikan hasil?nja k‘? i
Pemerintah dalam- hal inj Kementerian - Agama, |
berupa : :

I. .Sebuah rantjangan Undang2? Perkawinan l"ﬂ
bersifat umum, jang dalam systimatik dan materi?)
terdapat beberapa persamaan dengan rantjand

ndang? usul inisiatif Nj. Soemari.
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3. Rantjangan Undang? Pernikahan Umat Islam, da-
lam bentuk lama jang kemudian mendjadi landasan
jusunan rantjangan Undang? ini”.
Selandjutnja tentang perlunja satu Undang? Perka-
winan jang bersifat umum, dalam memori djawaban itu
oleh Saudara Menteri Agama dikatakan sebagai ber-

ikut :
Sementara i
soalan rantjangan

tu dalam mengikuti perkembangan per-
Undang2 Perkawinan, Pemerintah
sangat tertarik oleh pikiran2 jang timbul dari kalangan
organisasi agama bahwa apabila nanti telah diperoleh
bentuk? jang kongkrit dalam penjusunan rantjangan
Undang2? Perkawinan bagi masing? golongan, dimana’
tentunja akan terdapat perbedaan dasar'dan ketentuan
hukum disana-sini, maka sejogianja sekali djalan perlu
ditampung pula tjara mengatur perkawinan daripada
orang? jang tunduk pada hukum jang berbeda itu. baik
jang disandarkan pada berbagai Undang? nanti mau-
pun bersandar pada kedudukan hukum perdata jang
ada, jakni Burgerlijk Wetboek™. )
Djadi diakui pula perlunja mengatur perkawinan
gi orang? jang tunduk pada hukum jang berbeda jang
bersandarkan pada berbagai Undang? maupun jang
bersandar pada Burgerlijk Wetboek. x
Adapun kekuatiran beberapa Gaudara pembitjard
jang terhormat, jang terdahulu dari saja, bahwa kaias
@a Undang? Perkawinan jang bersifat umﬂm‘lal“ ba-
njak penganut agama akan lari dan kawin setjara 5
z_a"ﬂ'undang Perkawinan jang umum it menurgtbrzb
iran saja adalah agak terlalu dibesar—bz?a"‘%"'k an
Storang jang kuat kepertjajaan 89_31”“1“ tcs i
ok hanja karena soal tjara pef awin
:;:ggananz dalam soal perk
n agamanja. ' ; enurut
Sedangkan \:ntuk memperkuat p“k“:::;k:&mk a
asar agama bisa dilakukan dengan ™ g2, hal ini
hukum? perkawinan menurut 2933 o 39

awinan jand i
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perlu supaja pelanggaran terhadap hukum agama
dilakukan oleh penganutnja dalam soal perkawinay iy
tidak sadja diantjam dengan hukuman diacherat tetapi
djuga selagi ia masih hidup didunia ini,

EBABAK KE-IT

Kami sudah mempeladjari keterangan dan pendapat
Pemerintah techadap rantjangan Undang2 Perkawina
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2, begitu djug
djawaban para pengusul inisiatif terhadap pemandang-
an umum jang kami kemukakan didalam babak pertama.

Kalau saja mesti melahickan perasaan terhadap kedua
djawaban itu maka dengan pendek saja menjataks
bahwa djawaban Pemerintah itu adalah agak menge-
tjewakan sedangkan djawaban para pengusul adalak
menjenangkan,

engapa saja katakan mengetjewakan ?

Karena Pemerintah dalam djawabannja, jaitu sesi-
dah mendjelaskan tentang pendiriannja terhadap mas
alah rantjangan Undang? Perkawinan setjara keselu-
ruhan lalu menjimpulkan :
~bahwa dengan menjesal Pemerintah tidak dapat
menempatkan rantjangan Undang2 Perkawina®
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan?2 pada temp
perundang-undangan jang sedang direntjanakes
oleh Pemerintah" 1ah

Saja melihat bahwa pendirian Pemerintah ini ?d.aa‘
tidak seluas seperti pendirian Pemerintah jang dinjat®
kan sebagai djawaban terhadap laporan Bahagian® x
petti jang saja kutip dalam pidato saja pada babak Pef
tama. :

Jakni pengakuan Pemerintah tentang perlunjd m‘;
nampung dan mengatur tjara perkawinan danp:aik
orang? jang tunduk pada hukum jang berbeda, ber-
jang disandarkan pada berbagai Undang? maupun
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sandar pada Burgerlijk Wetboek. Djuga tidak sesuai
dengan keterangan Pemerintah jang menjatakan : ,Ma-
ka kiranja materi daripada rantjangan Undang? usul
inisiatif Nj. Soemari itu, dengan perubahan? seperlunja
dapatlah didjadikan rantjangan Undang? jang bersifat
ymum termaksud". 7

Dipihak Jain saja sependirian dengan Pemerintah
jang menolak unifikasi hukum dalam perkawinan dan
karena itu harus ada ber-matjam2 hukum untuk meng-
aturnja, Hal ini dinjatakan oleh Pemerintah sebagai
berikut :

.Oleh karena Pemerintah beranggapan bahwa sung-
guhpun Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan,
dan oleh karenanja sedapat mungkin diadakan 'unifi-
kasi hukum' dalam berbagai lepangan, namun dengan
bertjermin kepada lambang negara "Bhinneka Tunggal
lka’, rasa kesadaran hukum serta rasa keadilan jang
bersandarkan kepada agama dan kepertjajaan serta
adat-istiadat jang telah berdjalan baik dalam masjara-
kat serta didjamin kelangsungannja oleh Undang? Da-
sar Sementara kita, patutlah kiranja mendapat perhatian
jang semestinja'’.

Djadi disatu pihak Pemerintsh, sesuai dengan "“‘;’
bang negara ,Bhinneka Tunggal ITka” merasa periu
mengadakan berbagai matjam Undang? Perkawinan
tetapi dipihak lain Pemerintah menolak untuk gen!n;:
patkan rantjangan Undang? Nj. Soemari danu :a: 7
frl’i:rk dalam rongka daripadz lI::c:rl:.»a“gai ragam Undang

awinan ‘jan clu diadakan ite.”

Karena itu). rgrdp:rong oleh keinginan dan.kte‘};!end::
untuk menjatukan pendapat antars Igfmse;:‘n;nri a

i tentang wadjarnja asul inisiatif NJ. b3 berusaha
wanZnja ini, kami telah dengan 5'-'"‘?9"' Pemerintab
dan mentjari sebab? daripada pcngiah::ian manaka
tu. Kami dalam hati bcrtan)a:u.-dang'z Perkawinaa
gerangan daripada rantjanga? "2 a jang tidak di-
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan?n} ”

-
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setudjui oleh Pemerintah 7" l
Dijawaban atas pertanjaan saja itu saja belum dayy |
menemukan dalam djawaban Pemerintah setjara dielg, |
mungkin karena djawaban diberikan setjara ringkas g. |
dja. Akan tetapi didalam pidato? daripada anggota!
jang terhormat pembitjara daripada fraksi2 Islam das
dalam pembitjaraan? informil saja lebih dapat menemy.
kan djawabannja. Jaitu penolakan daripada anggota? |
jang terhormat itu pada umumnja berpangkal pada du
hal: pertama, pada sifat umum daripada rantjanga: |
Undang? ini dan kedua, karena tidak sesuai dengas
pendirian anggota? jang terhormat itu jaitu pendirias |
bahwa suatu Undang? %trkawinan diperkenankan ha- |
nja djika ia berdasarkan hukum agama sadja.
Baiklah saja memulaj memberikan pendapat terhadsp
alasan jang pertama, Saja melihat bahwa apa jang d-
tanjakan oleh anggota jang terhormat Saudara Moersid
Idris, jaitu bagaimana pendapat Dewan Perwakilia
Rakijat tentang adanja Undang2? Perkawinan Nasionl
jang bersifat umum, oleh beberapa anggota jang te«
hormat telah didjawab dengan ,tidak setudju’.
Hal ini djuga nampak dalam pidato anggota jang ter
hormat Nj. Djunah Pardjaman jang didalam kesimptt
an pidato beliau berkata demikian : .
«Fraksi kami, Fraksi Masjumi menolak ‘rantjangat
Undang2? Njonja Soemari dan kawanZ?nja, apabila k::,
sepsi tersebut dimaksudkan untuk vmat Islam, 3un. |
tetapi apabila rantjangan Undang? itu berisikan it
dang-undang untuk perkawinan diluar umat Islam
lain soalnja”, "
Djadi rupa2nja jang ditolak adalah sifat Um_‘f’”"’;
artinja ,.umum™ dalam artian ..pokok’’ jaitu djika G
djuga menjangkut hukum pernikahan umat Islam. hal®
tapi kalau rantjangan Undang? ini hanja mengatvr
jang chusus sadja rupa?nja bisa sadja diterima. "
alau memang ity jang dimaksud dan kalau d{"?ja
menghapuskan sifat ymum dalam artian pokok darip
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;antjangan Undang? ini, Pemerintah dan_Sauc‘lara2 jang
terhormat dari fraksi2 Islam dapat menerima rantjangan
Undang? Perkawinan usul inisiatif Njonja Soemari dan
fawannja ini, maka Fraksi PKI menjatakan persetu-
djuannja sekaligus mengusulkan kepada Saudara? peng-
usul inisiatif supaja sifat umum dalam artian pokok
dalam rantjangan Undang? ini dihapuskan sadja. Se-
hingga rantjangan Undang? ini bersifat chusus sadja,
artinja chusus mengatur perkawinan jang bersifat tung-
gal dan mengatur hak sama bagi suami-isteri, diluar
Uxﬁ:ngz Perkawinan bagi umat %slam.

tuk itu setjara kongkrit kami usulkan supaja di-
hapuskan bahagian? atau pasal? jang mengandung’ sifat
umum l«;Ialam rantjangan Undang? ini, jakni:

I. Konsiderans, bahagian : ,,Menimbang" jang ber-
bunji : , Bahwa perlu adanja satu peralurang ux:um? jang
mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara In-
donesia, dengan tidak membedakan golongan dan suki
bangsa, dan tidak mengurangi hak tiap warganegara
untuk kawin menurut agamanja masing? sesuai dengan
d.“" negara : , Pantjasila”, supaja dihapuskan seluruh-
7ja, dan supaja diganti dengan suvatu perumusan baru
]?9 menjatakan kechususan daripada rantjangan Un-
nn_ga-undanq ini jaitu semata-mata mengatur perkawin-

n, ;i{’ :’;:;l;:t tunggal dan hak sama bagi suami-isteri
bunj :.E:'ah"‘di:izl; t:ali(.l\llemutuskan . ajat (1) jang ber-

ol an scgal.a peraturan tentang perka-

j supﬂjg“z:g:;z:l:\ad:r‘:es:a jang bgrtentangan dengan
eluruh 12 5 : . 1

fan 'h pasa supaja dihapuskan, jaitu pasal

\vininb.“bu"“ sebagai berikut : Tentang sahnja perka-

¥ Tiap perkawi
:.:"":“ sesua
a2k bert
ey en

Winan
ini"

nan jang dilangsungkan menurut per-
tu agama dan/atau hukum adat jang
tangan dengan dasar? negara adalah
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2. Tiap perkawinan jang dilangsungkan tidak menury
peraturan sesualu agama dan/atau hukum adat jan
tidak bertentangan dengan dasar? negara adalag
sah bilamana dilakukan dihadapan Kepala Daeral
dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan, g

3. Tiap warganegara jang kawin, baik menurut aja
(1) pasal 2 bahagian II maupun menurut ajat (2)
pasal 2 bahagian II, diharuskan mentjatatkan pec.
kawinannja kepada Kantor Pentjatat Perkawinan”,
4, Dan lain2 bahagian jang mungkin masih mem-

berikan kesan sifat umum dalam artian pokok.

'Dengan menghapuskan pasal 2 jang mengatur sah-
:‘Iiia kpg;tk:winan tidaklah berarti bahwa persoalannja

a mpung.

Sekalipun tidak ada pernjataan setjara tegas seperti
isi pasal 2 ini, tiap2 perkawinan jang diatur oleh Un-
dang-undang ini akan dengan sendirinja sah apabila
ia telah memenuhi semua sjarat? perkawinan sebagai-
mana ditetapkan oleh bahagian 1II dan IV daripada
tatgjangan Undang? ini.

engan menghilangkan bahagian2 jang kami
‘ll.:u‘]ikan 2diatas, gxgka sifat umi?narziarsi;’:i‘:i r’::gan;an
tia';y asgrg:::c;?;: ja “lgm!m dalamk hal berlaku Lllmgi se-
jang mau terikat dengan Undang
jang men:
Dan sifat nasionalni : i
japun tetap djuga. Sebab setiap Ur-
ek : juga. oe p
p:':e’a“k':g;"% !]"e'rka‘w'man jang dilahirkan oleh Dewd?
Ridry akjat ini dengan sendirinja djuga bersifét

Xy i ey
o L 8 e fang il penghors
begitu tidak lagi ada ;::;u;, pgndapat.kaml. dcnbgaZi
audara? jang"teche agi Pemerintah dan

Aidapin akosn ke dTat‘ untuk menolaknja. .
endaki supaja setia ali}?tu pzo ok pikil_-an jang """?r
eh, di winan
leh, djika didasark P Undang? Perka hanja
sebennint an pada salahsatu hukum agam®

ja sudah diba it2
ntah oleh kenjataan jang M
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hadapi selama ini. Kenjataan itu jalah bahwa hukum
kawinan jang berlaku sampai sekarang ber-matjam?2
dasar hukumnja, ada jang berdasarkan hukum adat dan
ada pula jang berdasarkan hukum perdata. Malahan
djuga hukum perkawinan jang sampai sekarang berlaku
untuk umat Kristen di Djawa-Madura, Minahasa dan
Amboina tidaklah berpangkal pada hukum agama Kris-
ten melainkan bersumber pada hukum perdata. Hal ini
tegas? dinjatakan oleh pasal 1 ordonnantie tersebut jang
berbunji sebagai berikut: ,,Undang2? menindjau perka-
winan hanja dalam hubungan2nja keperdataan'.
Mengenai hal ini Saudara V.B. Saka dari fraksi
Katholik memberikan pendjelasan sebagai berikut :
«Dalam pandangan Katholik, perkawinan itu adalah
soal kebathinan, soal agama, maka oleh karena itu men-
djadi hak kewadjiban Geredja untuk menjelenggara-
kannja, Oleh karena itu Geredjalah jang mengatur dan
menentukan sjarat? perkawinan, Namun, berhubung
perkawinan mempunjai akibat2 kemasjarakatan, oleh
karena itu akibat? itu adalah jang boleh, malahan harus
diatur, diberi ketentuan hukum (rechtszekerheid) oleh
"'gra- Djadi negara hanja mengatur akibat? perdata”.
emikian Saudara V. B. Saka.
Dengan keterangan? diatas itu saja kira bahwa alas-
an-alasan jang dikemukakan itu tidak usah didjadikan
asar untuk menolak rantjangan Undang? usul inisiatif
i- Soemari dan kawan2nja, sebab dihampir semua ne-
geri, disamping perkawinan diatur menurut hukum aga-
M3 djuga bisa diatur dengan bersumber pada hukum
Perdata. Jang saja maksud jalah dalam hal mengatur
S¢gi materiil dan segi formil daripada perkawinan.
juga untuk memenuhi keinginan anggota? jang ter-
Ofmat Saudara? dari Fraksi Parkindo untuk lebih
"emperkeras sjarat? jang memungkinkan pertjeraian
an karena itu perlu menindjau pasal 22, ajat 2 sub a
$/d g, kami djuga bisa setudju. Saja kira, isi pasal 22
fntjangan Undang? ini adalah diambil dari pasal 52
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Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiérs. Karens
itu kami tak keberatan djika isi pasal 22 rantjangag
Undang? ini lebih ditjotjokkan dan disamakan dengan
isi pasal 52 Huwelijks, Ordonnantie. Bunji pasal 52 Hy.
welijks Ordonnantie Christen-Indonesiérs Java, Mina.
hasaz en Amboina, adalah sebagai berikut :

Alasan? jang dapat menjebabkan pertjeraian adalah:
1. perzinahan,

2. djika salzhsatu pihak dengan sengadja meninggal-
kan jang lain tanpa persetudjuan bersama (kwaad-
willige verlating),

3. djika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang
dihukum pendjara 2 tahun atau lebih, jang didja-
tuhkan sesudah perkawinan berlangsung.

4. djika salahsatu pihak melakukan penjiksaan jang
dapat membahajakan djiwa pihak lain,

5. djika salahsatu pihak tjatjat atau menderita penjakit
jang menjebabkan suami tidak dapat melakukan ke-
wadjibannja,

6. djika antara kedua pihak terdapat perselisihan jang
tidak mungkin didamaikan Jagi (onheelbare twee
spalt tussen de echtgenoten).

Djadi kalau kita bandingkan isi pasal 52 Huwelijks
Ordonnantie Christen-Indonesiérs jang saja batjakan
diatas itu dengan isi pasal 22 rantjangan Undang? inh
maka perbedaan ity adalah pada adanja tambahan ﬂ’?"
an-alasan jang dapat menjebabkan pertjeraian jaité
prinsip? jang saja kira diambil dari hukum Islam. Jaitt
prinsip? seperti (a) djika salahsatu pihak pemabuk, b_“:
djudi, pemadat, (b) alasan kedua dalam ordonnantie’
~djika salahsatu pihak dengan sengadja meninggalka®
jang lain tanpa persetudjuan bersama", dalam rantjand’
an Undang? ini ditambah dengan batas waktu 6 buls™
() djika salahsatu pihak gila, (d) djika suami sengadi?
::dlak memberi nafkah kepada isteri selama wakty

ulan,

Itulah perbedaan?nja, Seperti saja njatakan diata®
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kami tidak keberatan djika isi pasal 22 rantjangan Un-
dang-undang lebih disesuaikan dengan isi pasal 52 Hu-
welijks Ordonnantie Christen-Indonesiérs tersebut, su-
paja alasan? jang dapat menjebabkan pertjeraian lebih
diperberat, sehingga dengan begitu kekekalan perka-
winan itu {duurzaamheid van het huwelijk) lebih ter-
pelihara. 2

Kalau diatas saja singgung tentang alasan? jang me-
mungkinkan pertjeraian, hal ini tidak berarti mengura-~
ngi pendirian agama Katholik dan Protestan tentang
pertjeraian, jaitu bahwa hanja kematian jang dapat
mentjeraikan suami dan isteri. Sebab sebagaimana saja
terangkan diatas, ordonnantie hanja melihat dari segi
hukum: Perdata sadja padahal hukum agama menetap-
kan lain,

Pada permulaan vraian ini saja katakan tentang rasa
jang menjenangkan kami atas djawaban para Saudara
pengusul inisiatif atas pandangan umum kami, sekali-
pun djawaban itu diberikan hanja setjara ringkas sadja,

udara Nj. Soemari jang terhormat menjambut pan-
dangan kami sebagai berikut :

+Atas sumbangan pikiran Saudara? jang terhormat
Ni. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, Peris Pardede, kami
mengutjapkan banjak terima kasih dan nanti pada wak-
tunja akan kita bahas bersama untuk menentukan lang-

h-langkah selandjutnja". .
MAdapun terhadap pandangan teman sefraksi saja Nj.
‘ udikdio, Saudara pengusul inisiatif Nj. Soepeni jang
ethormat menjambutnja sebagai berikut : , menjambut
‘s"':‘ﬂn beberapa anggota jang terhormat diantaranja

udara? Nj. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, jang me-

n;aad‘"\ia beberapa kekurangan dalam rantjangan
o ng? kita ini, karena tidak dimuat pasal? jang
N:Qf""f l?tmbatalan perkawinan, hak dan kewadjiban
ilamh-mm' dan kedudukan anak sudah tentu sangat

argakan dan para pengusul mempertimbangkan
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‘untuk pada waktunja merundingkan dengan Saudars
tersebut”’.

Dengan djawaban jang lojal ini, saja kira tidaklap
lagi perlu saja ulangi disini tentang hal atau bahagian?
jang kami anggap perlu dimasukkan didalam rantjangan
hndangz sebagai untuk lebih melengkapinja, jaitu haR
jang oleh Nj. Mudikdio dan saja sendiri sudah dike-
mukakan dalam pemandangan umum babak pertama.
Lebih-lebih dengan kesediaan jang dikemukakan oleh
Saudara Nj. Soepeni jang terhormat dalam penutup
djawaban beliau, jaitu kesediaan para pengusul untuk
dengan hati dan pikiran terbuka mempertimbangkan
dan merundingkan bersama semua usul? ketjuali usul?
jang menghendaki ditariknja kembali rantjangan Un
dang-undang ini, maka pada kesempatan jang didjan-
djikan itu sadjalah usul kongkrit kami itu kami akan
ketengahkan lagi, )

Karena itu, jang terutama hendak ditudju oleh uraian
kami dalam pandangan umum babak kedua ini adalah
pendirian daripada Saudara® anggota jang terhormat
dan Pemerintzh jang masih belum dapat menerima ran-
tjangan Undang? ini atau jang menerima tetapi ragy
agar sudilah menerimanja sebagai satu Undang? Per
kawinan, disamping Undang? Pernikahan Umat Isle®
dan lain2nja itu jang isinja chusus mengatur perkawinan
setjara tunggal dan hak sama bagi suami-isteri. Banjak
‘sudah a!agnz jang dikemukakan dalam sidang jang &
horn'\at ini untuk menjokong rantjangan Undang? Per

winan, usul inisiatif ini antara lain sebagai berikut:
1. Kenjataan bahwa kaum wanita Indonesia sudah ser

djak ber-puluh? tahun memperdjuangkan ada"?

satt Undang? Perkawinan jang demokratis jang
menghflpuskan pengaruh sistim perkawinan
ler-le!ﬂl}? di-desa? dimana pengaruh kebiasaan dan
adat-n§txadal feodal itu masih teba) sebagaiman 5%
ja vraikan dalam

eﬂaﬂ
ma jang laly, pemandangan umum babak P
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. Perlunja ada Undang? jang chusus mengatur per-
kawinan tunggal dan hak sama suvami-isteri, Dan
bahwa Undang? sematjam ini sudah ada djuga di-
negara? dimana penduduknja hampir seluruhnja
beragama Islam, jaitu seperti jang sudah didjalan-
kan di Tunisia dan Turki, sebagaimana didjelaskan
oleh anggota jang terhormat Nj. Soepeni.

3. Sesuai dengan kemadjuan masjarakat tentang per-
kawinan perlu mendapat saluran hal? jang sangat
dirasakan kebutuhannja jang tidak dapat tertam-
pung didalam aturan? hukum perkawinan jang ber-
laku, chususnja hukum perkawinan Islam, misalnja
monogami, perwalian ibu untuk anak2nja jang ma-
sih belum dewasa, adopsi dan sebagzinja, sebagai-
mana didjelaskan oleh anggota jang terhormat Mr.
Soeprapto.

. Perlunja ada penampungan bagi 14 djuta warga-
negara Indonesia, golongan kebathinan, jang seba-
gian diantaranja selama ini sudah melangsungkan
perkawinan setjara adat atau setjara aturan jang
dibuat oleh Papena (Panitia Perkawinan Nasional),
sebagaimana didjelaskan oleh anggota jang terhor-
mat K. ‘Werdojo. ’

Atas semua alasan? jang kami sebut diatas, kami

sungguh? mengharapkan kesediaan daripada Pemerin-

'3h supaja pada rantjangan Undang? Perkawinan usul

inisiatif Nj, Soemari dan kawanZnja ini sesudah ia lebih

disempurnakan, lebih dichususkan, diberilah tempat se-

%ai dengan tudjuannja, ’
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Djamin persamaan bak dalam perkawinan

Apabila orang

menjelami  ma- S50
sjarakat wanita, 7o
isi hati tiap? wa-
nita keseluruh- %
annja tanpa pe- °
ngetjualian dari %

semua golongan,
suku bangsa,
agama dan alir-
an, menghendaki
menuntut adanja
suatu  Undang?

Perkawinan, Ini |

adalah suatu ma-

nifestasi kebang-

kitan kaum wa-

*% nita, suatu per

njataan  bahwa

. djiwanja  tidak

statis, karena dia
tidak menghen-

daki lebih lams

bagi sesamanj

kaum wanita, Dia menuntut perubahan, perbaikan nasib.
Mengapa maka dia menggelora menuntut Pﬂb“m

nasib 7

Pertama, karena di
an kolonial Belanda
hasil revolusi ini, ¢
jang berlaku untu

Indonesia sedjak djaman djadjal-
sampai Negara Republik Indones?
idak ada satu Undang2 Perkawina
k umum jang sifatnja nasional

demokratis, sesuai dengan sifat? demokrasi dari ReP™
blik Indonesia ini. Tigak ada Unedn;?,gzas;an g sifat?
memberi djaminan hukum pada seluruh Rakjat didala®

perkawinan dengan ftiad
agama, suku banggsa dal: aling §

mala'arakat.

-bedaZkan golongaﬂ-
aliran jang terdapat

didala®

asjarakat Indonesia seolah-olah terpetiah-w’b
dengan adanja berbagai peraturan hukum perkawit
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Ada jang diatur dengan peraturan Staatsblad2, sebagi-
an lagi menetapi Hukum2? Adat dan sebagian hukum
agama, Keadaan demikian ini memang sesuai dengan
politik kolonialisme Belanda, karena Belanda tidak me-
" rasa perlu adanja sesvatu djaminan jang menguntung-
kan Rakjat dan jang menguntungkan wanita,

Makin tidak ada persatuan, makin kokoh kedudukan-~
nja; makin tidak ada kata sepakat, makin mudahlah
imperialisme meradjalela.

Demikianlah maka kita melihat di Indonesia seka-
rang berlaku matjam2 hukum perkawinan jang menurut
Ketua Mahkamah Agung Mr Wirjono Prodjodikoro

dalam bukunja :
wHukum Igerkawinan di Indonesia” dapat dibagi
dalam : ;

1. Hukum agama dan Adat bagi orang? Indonesia asli,
daa jang beragama Kristen dengan tambahan Or-
donansi il’erkawinan Kristen Staatsblad 1933 No. 74;

2. Orang? Arab dan lain? bangsa Timur Asing bukan _

Tionghoa, berlaku hukum adat mereka masingZ;

Burgerlijk Wetboek untuk orang? Eropa;

Orang? Tionghea tunduk pada Burgerlijk Wetboek

dengan sedikit pengetjualian (Staatsblad 1917

No, 129);

5. Perkawinan tjampuran diatur dengan Koninklijk
Besluit 29 December 1896 No. 23 — Stbl: 1898
No. 158. .

Kalau dilihat kenjataan sekarang ini, penggolongan?
dalam beberapa peraturan dan hukum? perkawinan itu
sudah tidak sesuat lagi, karena hampir seluruhnja orang
i2ng tunduk pada golongan? hukum dahulu itu, ketjuali ,

ngsa Eropa jang tetap memiliki kewarga-negaraan-

"ja dan mungkin sebagian apa jang dahulu disebut

orang? Tionghoa, sekarang adalah warganegara Indo-

nesia, Warganegara Indonesia jang mempunjai hak
$ama dan kedudukan sama dengan warganegara lainnja

Jang telah diatur dengan Undang2? No. 62 tahun 1938,
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Kesimpulanaja jalah, keanehan jang kita lihat dalag
penaklukan hukum dari satu kewarganegaraan pads
hukum jang ber-beda2, Bukanlah hal demikian ini harys
lekas diachiri, dimulai dengan hukum perkawinan?'

Tidaklah sudah tiba waktunja untuk membuat saty
Undang? Perkawinan jang nasional dan demokratis
jang berlaku untuk seluruh warganegara?

Kedua : keadaan dalam masjarakat,

Andaikata dengan berlakunja berbagai hukum per-
kawinan itu keadaan masjarakat tetap terpelihara baik,

tidak ada kepintjangan2, keluarga? hidup dalam sva- |
sana damai dan tenteram, tidak ada gadis? jang di- |

paksa kawin oleh orang tuanja diluar maunja; suami?
tidak mentjeraitkan isterinja jang tak bersalah, anak?

tidak terlantar karena ajahnja meninggalkan ibunja |

gara? isteri muda, hingga melupakan kewadjiban ter-
hadap isteri dan anak2nja, maka agaknja kaum wanita
tidak perlu mengadakan perdjuangan menuntut Un-
dang-undang Perkawinan. Tetapi apa jang kita libat
disekeliling kita berlainan, atjapkali bertentangan de-
ngan perdamajan dan ketenteraman itu.

K_lta. melihat dan hal ini bukanlah rahasia ataupus
k:d;ad?an jang djarang, bahwa kaum wanitalah jang
terbanjak berdiri dipihak jang kalah, dipihak jang d-

rugikan, mendjadi penderita, mungkin karena dia mach- |

luk jang lemah atay kuran S o die
. { g dapat berdiri sendiri
sctablas' endidikan jang di-beda2kan karena sisti®

" . 2 o
r:‘!’::I;::}:l: n{ang disusul oleh kapitalisme selama beratus”

: Organisasi? wanita t
jang menjedibkan, Bandjic pengaduan mengenai P&

lakuan se-wenang2 ; infé
orang terkatun;-gn:dge ttjeraian?, pengléwsran? (artin)

jukup mempunjai pengalem®® |

nafkah). k ditjerai dan djuga tidak dibest |

Tidak djarang organisas;
k fganisasi jtu b derd®
pengadilan untyk membela nasib w:t:i*;:ga;’aaﬂng meace
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rita itu, karena penjelesaian setjara damai tidak mung-
kin lagi.

Keag!aan sedemikian itu tidak berkurang sampai se-
karang, tidak menundjukkan tanda2 perbaikan; untuk
itu statistick dari Kementerian Agama jang suram.

Dan memang, bagaimanakah bisa tertjapai perbaikan
dimana segala sesuatu jang berhubungan dengan per-
kawinan, dengan penghidupan keluarga, belum diatur
dengan Undang??

Dimanakah ada manusia sempurna jang sonder
sanksi2 hukum akan tidak berbuat salah?

Dalam menghadapi perkara® suami-isteri, saja telah
kerapkali mendengar edjekan dari seorang suami de-
ngan kata? :

~Hukuman apa jang akan dapat dikenakan, pada
saja, karena saja kawin lagi” dan

wmeninggalkan isteri dan anak? Mana Undang?2
jang saja langgar 7"

Memang tepat apa jang dikatakan itu, karena se-
orang jang mentjuri dihukum karena melanggar fasal
sekian dari Kitab Undang? Hukum Pidana, menipu,
menganiaja, semuanja ada sanksinja.

Tetapi menipu isteri sendiri, merusak penghidupan
keluarga jang sekalipun membawa akibat maut, tidak
ada hukumannja,

Dijadi salahsatu djalan keluar jang penting dari ke-
sulitan ini, salahsatu djalan untuk menghilangkan, me-
ringankan penderitaan kaum wanita menudju kerumah-
tangga dan keluarga bahagia disamping pendidikan ke-
arah manusia susila adalah Undang? Perkawinan jang
mengatur hal? seperti :

3. bagaimana terdjadinja suatu perkawinan;

agaimana berlangsungnja perkawinan; dan

agaimana memutuskan suatu perkawinan,

12 ini perlu segera mendapatkan pengaturan untuk

Pegangan dan djaminan bagi keduabelah pihak.
jelaslah kiranja, bahwa perdjuangan wanita me-
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nuntut Undang? Perkawinan bukan gerakan jang tida} ‘
ar dan berdasar. |
ber:ta: dan dasarnja adalah masjarakat itu sendiri.
Disamping gerakan wanita itu sedjalan dengan ge.
rakan menuntut kemerdekaan tanah-air, maka setelah
wanita memulai organisasi?nja, maka tjiri chusus day
gerakannja adalsh menuntut perbaikan nasib baginja, |
menuntut hak? sama disemua lapangan termasuk hek
sama dalam rumah-tangga, sebagai suami-isteri, Un.
dang-undang Perkawinan jang demokratis,

Dia telah turut dalam perdjuangan kemerdekaan me-
lawan kolonialisme Belanda dan telah turut bechasi |
mengusirnja, Tetapi untuk dirinja sendiri, untuk ke
bahagiaan rumah-tangga dan kelvarga dia belum ber-
hasil. Keadaan seperti jang digambarkan Kartini masih
berlangsung dan karena itu ia berdjuang terus, menu-
tut satu Undang? Perkawinan jang demokratis, jang
fe’ndjamin hak sama, kedudukan hukum sama dalaz

eluarga, - )

Ini telah masuk atjara gerakan wanita, bukan sehat
dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tetap
telah bersamaan waktu dengan gerakan kemerdekaan
Rakjat. Dan salah faham kiranja, apabila atjara it
:k:;ll ditjabut dari programnja, apabila dia belum ber

asil.

Kareria itu, tidaklah mungkin dan tidaklah adil ki
nja apabila pada saat rantjangan Undang? Perkawind
itu telah ada di Parlemen dilemari-eskan.

Achimja kita akan membitjarakan djuga rantjang®
Undang? Perkawinan hari ini, sekalipun ‘agak ber"
an dengan impian kaum wanita semula, jang memvs
jangkan satu Undang? Perkawinan, seda'ngkan hari %
St akan menghadapi dua bush rantjangan Unda™d
Perkawinan. Terlepas
tentunja nanti akan d;
| inipun patut pula

gembira,
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Undang? Perkawinan Bng bagaimanakah jang di-
inginkan kaum wanita? Untuk mendjawab ini, maka
kami tak perlu menutupi kenjataan, bahwa ada dua
pendapat diantara kaum wanita sendiri, jaitu : pertama,
jang menghendaki adanja satu Undang2? Perkawinan
untuk seluruh warganegara jang sifatnja umum, nasio-
nal, jang dapat memberi tempat pada semua golongan
agama, suku bangsa dan aliran. Kedua, mereka jan
menginginkan diaturnja tiap agama dalam masing
Undang?. i ;

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam keinginan
mentjiptakan svatu’ Undang? Perkawinan, akan tetapi
dalam impian kaum wanita keluarga bahagia itu rupa-

~ nja sebagai berikut : g

Suami-isteri jang rukun dan damai, karena tiap hal
dibitjarakan bersama, tidak hanja menurut kehendak
satu pihak sadja, suami ataupun isteri. Pendidikan anak?
dirundingkan antara suami-isteri, pengeluaran guna-
kaja atas persetudjuan ber-sama? mendjalankan kewa-
djiban dan aktivitet sosial; kalau isteri mempunjai ke-
pandaian, diapun turut menambah mentjari nafkah.
Isteri tidak usah chawatir akan ditjeraikan tanpa alasan,
suami pertjaja akan kedjudjuran isterinja, Pendek kata,
kata sepakat karena perundingan, karena sama? mem-
punjai hak mengadjukan dan memutuskan persoalan
jang dihadapi, Satu rumah-tangga tidak ‘mengenal rasa
tjuriga-mentjurigai, bebas dari perasaan takut dan cha-
watir, perlakuan saling menghargai antara suami-isteri
serta anak?,

Dengan djalan apa kita bisa mendapatkan keadaan
jang demikian itu?

I?KI pada tahun 1957 telah merentjanakan seb_uah
rantjangan Undang? Perkawinan dengan pokok pikiran

sebagai berikut : )
Sgesluai lt.l‘e:g:m ajat 1 pasal 39 Undang? Dasar Se

mentara jang menjatakan : .
--Ktluarg:; bgerhak atas perlindungan oleh masjara
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kat dan Negara”, Ajat ini adalah ajat 1 da

16 Declaration of Human Rights d.!iri F’BBTi Pt
2. Hak sama bagi Wwarganegara jang ditjerminkan ol

setiap pasal dari Bagian V tentang : Hak? dan Ke.

bebasan Manusia.

Dasar tsb. diambil, karena PKI menaruh perhatiay
terhadap nasib Rakjat pekerdja pada umumnja dan s.
lalu berdiri didepan dalam pembelaannja, maka dengan
sendirinja menjadari keadaan kaum wanita jang sangat
menjedihkan itu, ’

Djuga kami mempunjai pengalaman jang disampai-
kan oleh para penderita pada organisasi kami untek
diselesaikan sedapat mungkin. Sudah sedjak lama keni
mempunjai pendapat jang menjokong tuntutan kaum
wanita untuk mendapatkan Undang? Perkawinan, Ti
dak henti?nja anggota? Partai Komunis Indonesia da
lam Paclemen menanjakan, memperingatkan, menuntul
Undang2? Perkawinan itu, sedjak Dewan Perwakilan
Rakjat Sementara sampai Dewan Perwakilan Rakjat
ini, Achirnja dalam tahun 1957 kami telah mempersiap-
kan suatu rentjana jang dasar?nja sebagai saja t
sebutkan tadi, - y

Mengapa kami mengambil fasal 39 ajat 1 dari Ur-
dang-undang Dasar Sementara dan fasal Hak? Az

anusia akan saja djelaskan dibawah ini, 5

Dari sebegitu banjak pengaduan jang pernah ka 3
terima, pelagjan‘ dan selesaikan, kami menarik kesi®
pulan, bahwa semua kedjadian jang pedih? itu di
kan karena tidak adanja hak dan kedudukan jang sa®
bagi suami-isteri dalam keluarga, | ini

Peraturan? jang ada belum mentjerminkan ha e
Mudah dimengerti, karena peraturan? dibuat d <l
djaman kolonial, Tetapi dimana sekarang keadaan
demikian rupa berubah. dimana Undang? Dasar
mentara telah memuat fasal2 Hak Azasi Ma“"s’%'-»d,k
sama untuk seluruh warganegara adalah mutlak. 1%
mungkin kita masih meneruskan perbedaan hak
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pangan apapun, demikian pula mengenai hak sama

antara perempuan dan laki dalam perkawinan sebagai

suami-isteri.

Maka oleh karena itu, soal jang penting harus diatur
jalah :

,l. Dasar sesuatu perkawinan (perkawinan antara ha-
nja seorang laki2 dan seorang perempuan);

2, Terdjadinja suatu perkawinan (sjarat2 untuk meng-
adakan hubungan perkawinan, kebebasan memilih
djodoh, kedewasaan dan lain2);

3. Berlangsungnja suatu perkawinan (hak? dan kewa-
djiban sebagai suami-isteri dalam keluarga);

4. Putusnja perkawinan (sjarat? jang diperlukan un-
tuk dapat memutuskan perkawinan);

5. Kedudukan suami-isteri sesudah pertjeraian (pem-
bagian guna-kaja, hak? dan kewadjiban? jang harus
dipikulnja terhadap anak? mereka) dengan penger-
:a]n bahwa hak sama itu ditjerminkan dalam semua

al,

Kalau hal2 ini sebagai tersebut dapat diatur sebaik-
baiknja dengan mengambil sebagai dasar fasal 16 dari
Pernjataan Hak2 Azasi Manusia dari Perserikatan
. Bangsa? maka pasti sedikitnja akan berkuranglah pen-

deritaan kaum wanita sebagai isteri, kalaupun tidak

jap samasekali. .

engenai pasal 16 Pernjataan Perserikatan Bangsa?

Ini sajang sekali tidak dimuat dalam Undang? Dasar

ementara Republik Indonesia, namun walaupun de-

o menurut hemat saja seharusnja intisarinja di-

Pakai dalam pembentukan satu Undang? Perkawinan
rena Republik Indonesia adalah anggota Perserikatan
Ngsa? dan sedikit banjak terikat dengan charter serta
clarationnja, 20
Sesuaj dengan keinginan kaum wanita jang sudah

Mengadjukan be—ramsg resolusi mengenai suatu Un-

ang-undang Perkawinan dengan isi jang demokratis,

Waka tepatlah kalau dalam pasal | dinjatakan hendak-
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nja djelas? dahulu prinsip? jang termuat dalam pasal 1
Pernjataan Perserikatan Bangsa?2 itu, karena djiwa dar
seluruh Undang? ini kelak adalah pasal | itu, pas
berikutnja merupakan penjaluran belaka.

Pokok? jang penting jang termaktub dalam pasal 1§
Piagam Pernjataan Perserikatan Bangsa2 dapat disin.
pulkan sebagai berikut:

1. sebelumnja atau waktu akan terdjadinja suatu h.
bungan perkawinan, ada kebebasan memilih djodoh
pada kedua belah pihak dengan tidak ditjampuri
oleh pihak ketiga; hak sama dalam menentukan
djodoh;

2. selama perkawinan berlangsung hak sama sebagai
suami-isteri dalam satu rumah-tangga, pendidika
anak, mendjalankan kewadjiban dan aktivitet sosial
mempergunakan penghasilan dan lain2 hal;

3. djika akan memutuskan perhubungan perkawinas.
bagi kedua belah pihak sama pula haknja untok

mengadjukan alasan? serta tuntutan?nja;

dan apabila putus tali perkawinan, suami-isteri men-

punjai kewadjiban2 jang sama dalam pemeliharaze

anak? mereka,

Setelah menguraikan pokek2 pikiran jang hidup d*

lam kalangan kaum wanita mengenai x‘ciam-idam*"’."k’a

jang indah tentang suatu Undang? Perkawinan, ma<
s3ja akan tjoba membahas materi dari rantjangan
inisiatif Saudara Soemari dan kawan2. "

Terhadap para pengusul saja menjatakan sambf’“
Fraksi Partai Komunis Indonesia atas usahanja e
amat berharga itu. Sesuaj dengan djerih-pajah ,anzg
telah ditjurahkan untuk merentjanakan suatu Undaﬂig'
hendaknja para pengusul tidak segan? menerima sara.'
untuk perbaikan Undang? itu, Maka oleh karenan®
saja. ingin mengadjukan usul? sebagai berikut: .

Saja jakin, bahwja para pengusu]pgun pada prinsiP" i’
tidak berbeda faham dengan saja, bahwa ,‘ang'd"“a
sudkannja dalam usul inisiatip itu ,hak sama’
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peckawinan bagi suami-isteri. Akan tetapi istilah de-
wikian tidak dipakai, entah sengadja entah tidak. Me-
purct hemat saja, djustru hak sama inilah jang men-
djadi pokok persoalan, jang mendjadi tuntutan kaum
wanita selama ini.

Karena itu adalah tepat, apabila hal itu ditegaskan,’
dimasukkan dalam pasal Undang?2 itu. Seperti halnja
sekarang ini, kurang dimengerti oleh kaum wanita, apa
sebenamja jang dikehendaki Undang? itu, dimana di-
letakkan hak samanja. é

Djuga kebebasan memilih djodoh, menentukan bakal
svami hendaknja ditjantumkan, karena inipun tidak lain
artinja dari hak sama,

Dalam djawabannja para pengusul tidak menjatakan
pendiriannja tentang hak sama itu jang telah diadjukan
dalam rapat? bagian.

Jang didjawab jalah, bahwa perkataan wanita dan
pria lebih terhormat dari perempuan dan lakiZ dan bah-
?a'a kebebasan memilih djodoh sudah ditjerminkan da-
pi:al':fsaj Il tentang . Kemauan bulat dari kedua belah

Saja tidak akan mem i
Wanita-pria, Iah2-perempu§:&;l::; jl:xennggelt:li?l? ti:tl:::ar!:
;’:‘a}erserah pada ahli bahasa dan didaerah mana kata?

ipergunakan, Jang penting jalah tentang hak sama

i inaxan, ]
::{.]‘ang Ingin saja mendengar pendirian para peng-

Selandjutnja ajat 1 dari i

pasal 2 dan pasal? lain jan
;’;ﬂgtzl‘ai hukum adat dan agama saja anggap u'dai
tang, 4 tjantumkan, karena menurut kenjataan seka-
P J. dimana tidak akan mungkin adanja satu Undang?
Winan dan dimana para pengusul sendiri dalam
Zd’.awaba"nia menjatakan penjesuaiannja dengan
ari satu Undang2 Perkawinan, maka tidaklah

dan“a]:;:nja di-singgung? perkawinan? menurut agama

Memg
i

fn halnja, apabila usul inisiatif ini dimaksudkan
59



sebagai satu Undang2 Pokok Perkawinan; djika tidak
maka mengatur atau mensahkan sesuatu perkawinag
jang akan diatur tersendiri dalam Undang2 Perkayjy,
an Umat Islam, tidak perlu lagi diatur disini,

Kemudian saja masih memandang perlu mempertin.
bangkan beberapa hal jang telah diadjukan, tetapi be-
lum dapat diterima oleh para pengusul, jaitu:

1. upatjara perkawinan;

2. mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri;
3. kedudukan anak; :

4. batalnja perkawinan,

Upatjara perkawinan adalah suatu hal jang sebenar-
nja bukan soal penting untuk melangsungkan svats
perkawinan. Akan tetapi kita semuanja menginsjafi
bahwa banjak kesulitan timbul karena upatjara ini, Ga-
galnja suatu perkawinan jang sudah memenuhi sjaragf
seperti kebebasan memilih djodoh, tjukup umur, ixia
orangtua dan lain2, karena sidjaka tak punja uang ur
tuk memenuhi upatjara jang ditentukan.

Kita tahu bahwa tiap daerah mempunjai upatjar
sendiri?, akan tetapi apakah itu bernama djudjuran di
Kalimantan, tukon di Djawa, hantaran di Sumaten
Utara ataukah penghibahan pada seorang suami (mar-
djapuit Minangkabau) sedikit banjak hal itu membe
ratkan bakal penganten. Terutama di-daerah? dimaf?
adat berlaku amat kuat, maka seperti saja uraikan &
atas, kegagalan perkawinan sering terdjadi.

Karena itu, maka hendaknja ada pembatasan dalas
hal? ini, tidak untuk mereka jang menghendaki tundt
pada Undang? menurut hukum agama atau peratur
adat, tetapi untuk jang ingin memakai Undang? j#
akan disahkan dari usul inisiatif ini.

Mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri : okt

Waktu Partai Komunis Indonesia merentjal o
Undang? Perkawinan, kami mengadakan pembitjor o
dengan Ketua Panitia Undang? Perkawinan, jaity S:
dara Teuku Hasan dan mendapat izin beliau Y7
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mengambil isi dari rentjana .jfmg telah bertahun-tahun
celesai dikerdjakan oleh panitia tersebut.

Kesempatan kami pakai dan banjak hal? jang baik
jang dimuat dalam rentjana itu, kami ambil.

lgak dan kewadjiban suami-isteri kami ambil dari
tentjana itu dan disana-sini diadakan perubahan untuk
memasukkan prinsip hak sama bagi suami-isteri. Bab
mengenai persoalan ini adalah amat berharga, karena
djustru hal ini merupakan keistimewaan pribadi bangsa
Indonesia, jakni filsafah bahwa perkawinan itu bukan-
lsh suatu verbintenis se-mata2, melainkan hal jang lebih
tinggi, lebih luhur sutji. Ini perbedaannja dengan Un-
dang-undang Perkawinan didunia Barat, dimana per-
kawinan termasuk dalam verbintenissen. Lagipula fil-
safah ini sudah dimuat dalam pasal 1| tentang dasar
perrkawinan, jang antara lain menjebutkan : ikatan
lahir bathin". Di-negara? Barat tidak sampai kesana
bunjinja pasal? Undang? Perkawinan itu.

Mengenai kedudukan anak2:

Para pengusul mendjawab, bahwa kedudukan anak?
termasuk dalam kekuasaan orangtua terhadap anak®
dibawah umur dan baiknja diatur dalam Undang? lain.

Saja memandang, bahwa paham demikian itu berarti
st-olah? me-misah?kan hal perkawinan dengan anak?,
au mendjadikan persoalan perkawinan tersendiri dan
Persoalan anak2, kekuasaan orangtua terhadapnja, per-
walian, pengangkatan dan sebagainja sendiri pula. Ka-

¥ memang demikian, maka paham itu kurang tepat,

"a perkawinan tak mungkin dipisahkan dari anak?,
ket Udjuan dari suatu perkawinan jang lazim adalah
m;;;:anan. hidup bersama antara dua suami-isteripun
S iciods akibat mempunjai keturunan, Suami-isteri
g anak2nja jtulah jang disebut keluarga. Adakala-
ml emang suami-isteri tak mempunjai anak diluar ke~

“aan mereka, tidak dengan kehendak sendiri.
diagy el djuga bersuami-isteri dibutuhkan sjarat? jang
¢ dengan Undang2, maka untuk anak?njapun se-
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lajaknja ada pula peraturan? demikian dan tempatnj,
didalam Undang? Perkawinan itu djuga.

Hukum perkawinan adalah hukum keluarga,

Lagipula mengatur materi anak? tersendiri kelak d,.
Jam Undang? lain akan memakan waktu lagi, sedane.
kan kita sekarang sudah menghadapi Undang? Perky.
winan, jang dapat kita buat se-lengkap2nja dengan t;.
dak usah menunggu lagi.

Mengenai batalnja perkawinan :

Dimana diadakan beberapa sjarat untuk melangsung-
kan perkawinan, sjarat jang ditetapkan dalam Undang?,
maka kelandjutannja adalah, apabila sjarat2 itu tidak
dipenuhi dengan sengadja ataupun tidak, ada antjaman?
hukuman. Antjaman? hukuman itu ada dalam rantjang-
an usul inisiatif ini, tetapi tidak diatur kelandjutan dari
hukuman itu, Bagaimanapun djuga kerasnja pengawas-
an oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan, tetapi dia tidek
bisa mentjegah adanja ,hal? jang lolos”. -

Terutama dimana kita tidak mempunjai Burgerlijke
Stand jang mengatur kelahiran, kematian, perka“'iﬂ?""
pertjeraian, tiap warganegara tidak ada surat kelahiras
dan bukti2 lain, tidak ada nama ketjil dan nama ke
luarga seperti orang? Barat maka mudah seorang ber
nama Amat, mengganti namanja dengan Ali setelah
pindah tempat,

Amat ditempat kediamannja lama beristeri dan be-
rumah, dikampungnja jang baru mengaku djed;.ad‘;‘
Tidak mungkin orang mengetahui hal ini, kalav ti
kebetulan, ‘

Kalau dia kawin lagi, karena memenuhi sjarat® t::
tapi kemudian isterinja dengan tak ter-sangka? merﬁp
tahui hal ini, apakah dengan dihukumnja Amat ok
akibat pula perkawinan itu batal, karena dia tu?
Pa?ai Undang? Ml::ogami ini? ‘s .

Nl satu persoalan jang sengadja dilakukan.

Kemudian, saja akangmenggalnbarkan Pelaksan:::
perkawinan tidak dengan miat djahat, tetapi ®
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ng.
lugegasang suami-isteri sudah melakukan perkawinan

dengan semua sjarat. Mereka hidup damai dan bahagia
dan kemudian mempunijai anak.

Entah bagaimana halnja, tetapi pada suatu hari di-
ketahui, bahwa isteri adalah kemenakan suami. Hal ini
tidak diketahui, karena ajah isteri itu sebagai saudara
suami jang tertua sudah meninggal diperantauan dan
anaknja diasuh dan dibesarkan orang lain.

Bagaimana suatu perkawinan jang demikian ini; per-
kawinan terlarang karena turunan darah? Bagaimana
anak mereka, kedudukan apa jang diperolehnja?

Djuga tentang kemauan bulat jang dipaksakan tidak
dapat dipastikan, bahwa kadang? tidak ada tjampur-
tangan pihak ketiga jang pada waktu dilangsungkannija
perkawinan tidak aiau belum diketahui, Hanja sesudah
beberapa waktu berdjalan, suami-isteri tidak serumah
dengan orangtuanja, maka pihak jang dibawah paksaan
menjatakan hal ini.

Dapatkah perkawinan ini dibatalkan atau tidak, ter-
utama kalau pihak jang dipaksa itu menderita?

alam rantjangan usul inisiatif ini ada sanksi hu-
hm.)an 1 (satu) tahun untuk pemBeritahuan palsu, te-
tapi akibat perkawinan tidak diatur,

Untuk menghindari sebanjak mungkin kekosonganZ,
sekalipun untuk hal? jang djarang terdjadi, maka se-
baiknja para pengusul mempertimbangkan tentang pem-
batalan perkawinan.

Hal ini dalam tiap hukum perkawinan diatur baik oleh

tkum Eropa, maupun hukum agama atau adat.

ntuk mengachiri uraian ini saja ingin meriwajatkan
di 2 apa jang telah ditjapai kaum wanita dalam per-

JUangannja menuntut emansipasi sekedar djangan ada

ah paham mengenai tuntutan kaum wanita dalam
Meaghadapi Undang? Perkawinan.

ada tanggal 22 ?)esember 1958, pergerakan wanita
jakan 30 tahun Kesatuan ‘Pergerakan Wanita se-
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tjara meriah diseluruh Indonesia.

Kalau kita tindjau hasil2 dari 30 tahun perdjuangay
itu, maka kita tidak boleh menjatakan ketjewa, walay.
pun belum pula dapat menjatakan kepuasan penuh, Da.
lam banjak hal hasil? itu -tampak djelas, terutama .
sudah revolusi ‘45 kita mentjatat kemadjuan? jang me.
lompat diberbagai lapangan.

Banjak tuntutan kaum wanita selama ini sudah men.
djadi kenjataan, banjak keinginan sudah terlaksana,
Kita melihat anak? perempuan membandjiri sekalah?,
dari Sekolah Rakjat, Sekolah Menengah Pertama, Se.
kolah Menengah Atas sampai fakultas?; hak sama di-
lapangan pendidikan tertjapai.

Kita sudah dapat menjatat 82 dokter wanita dari 645
djumlah dokter laki2 jang berarti = 12% =~ belum
memuaskan ~, tetapi tidak mengetjewakan. Sudah ada

12 orang wanita mendjadi apotheker atau 25% dari
djumlah apotheker laki? jang berdjumlah 62 orang.
Djurupendidik wanita berdjumlah 40% dan guru? se-
luruhnja, kuranglebih 20.000 orang.

Bidan? ada 1.836 orang, perawat 1.601, masih ku-
rang. tetapi banjak djuga sudah. :

Ahli hukum wanita jang tertjatat sebagai pegawd
Kementerian Kehakiman ada 60 orang, jang bekerdj
sebagai advokat dan sebagian administratief. Disam-
ping itu, hampir ditiap kementerian ada wanita 4
hukum, sedangkan pangkat Sekretaris Djenderal
Kabinet Perdana Menteri diisi oleh seorang ahli huku®
wanita pula, dan di Bandung, Semarang, Surabaja 3
wanita mendjadi advokat. Djadi mungkin djumlah %
muanja ada 100 orang. Di Djakarta sadja terdapa"
orang djaksa dari 4 orang djaksa muda wanila..S_ﬂ“”Ln
dalam alat? kekuasaan negara seperti kepolisian? isi
ada djuga wanitanja, jaitu 6 orang Inspektur I;oun‘

- Sekarang masih dalam pendidikan adalah wanita
tuk Brigadir Polisi, ing-

Dilapangan teknik kaum wanita tidak mau ket

64



lan; insinjur sudah ada 10 orang. Kaum wanita sudah
3 kali turut dalam pemilihan umum, pertama pada tang-
gal 29 September 1955 untuk Dewan Perwakilan Rak-
jat, tanggal 15 Desember 1955 untuk Konstituante dan
tahun 1957 untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

* diberbagai tempat (daerah).

Kita boleh bangga dengan hasil2nja; 5095 dari djum-
lsh pemilih adalah wanita, Jang mendjadi anggota De-
wan Perwakilan Rakjat ada 19 orang, Konstituante 35
orang, Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ada
anggota wanitanja, Satu diantaranja mendjadi Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Tijilatjap.

Djabatan dalam Badan Pembentuk Undang? jang
tertinggi jaitu Konstituante ditempati oleh seorang wa-
nita sebagai Wakil Ketua, suatu hal jang mendjundjung
deradjat kaum wanita.

Achir? ini seorang wanita sudah mempelopori dja-
batan-djabatan diplomatik dengan pengangkatannja
sebagai Duta di Belgia,

Hak sama dilapangan perburuhan tentang upah sama
dengan pekerdjaan sama bagi wanita dalam prinsipnja
sudah dilaksanakan dengan diratipikasinja Konvensi
100 International Labour Organization dan Konvensi
Hak? Politik Kaum Wanita sudah djuga disahkan di

arlemen,

Kami tidak menutup mata akan hasil? jang telah di-
Yiapai ini dalam berbagai Japangan penghidupan.

Nami menginsjafi benar kemadjuan2 itu dan men-
djadikannja dorongan untuk dengan spirit jang lebih

sar memperdjuangkan tuntutan? jang belum tertjapai.

*an tetapi djustru” karena diberbagai lapangan dapat

tjapai kemadjuan2, maka kami merasakan suatu ke~
anehan, syaty kedjanggalan, suatu suara sumbang, l?ah-
& dilapangan penghidupan kekeluargaan belum dida-

ak sama, tidak ada kemadjuan. Wanita sebagai
Pejawai, memegang djabatan umum, mendjadi dokter,
SMjur dan lain2 punja hak sama dengan teman? dja-
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batannja, untuk itu ada djaminan? hukumnja; Wanitg
sebagai isteri tidak punja hak sama dengan Sttaminja
tidak ada djaminan hukumnja; bukankah ini hal iangl
sumbang ?

Kalau seorang wanita diluar rumahnja mendapat per-
lakuan jang sama dengan teman? sedjawatnja, karess
kedudukan hukumnja diatur, dirumah dia dapat diper-
lakukan tidak sedjadjar oleh suami, karena tidak ads
djaminan hukum dalam keluarganja, Bagaimana wani.
ta-wanita ini dapat bekerdja dengan baik, dapat me.
nunaikan kewadjibannja dengan baik, kalau terus pi-
kirannja terganggu karena djaminan hukum dalam ru-
mah-tangga tidak ada?

Karena itu, maka hal jang paling penting sekarang
jalah membuat keluarga itu per-tama2 sumber ketente-
ramannja, sumber perdamaian, sumber kebahagiaan,

Kekurangan? dilapangan lain akan tidak begitu berat
menghadapinja, kalau keluarga tidak retak karena tak
ada keseimbangan, )

Biarpun dapur adakalanja tak berasap, periuk hampit
kosong, memakai kain dua djengkal, tak tjukup me
nutupi seluruh tubuh, namun berat sama dipikul, ringan
sama didjindjing, hidup akan dirasakan indah dan ber
guna,

Saja berseru pada segenap Saudara anggota Dewat
Perwakilan Rakjat jang terhormat, mengharapkan m#
rilah ber-sama? kita memikirkan dan mempertimbang”
kan soal ini untuk seterusnja ber-sama2 kita menghast
kan satu Undang? Perkawinan, demi untuk kepenting®"
keluarga, masjarakat dan tanah-air supaja kf‘“’“".”
kita mengetjap keluarga bahagia idam-idaman 17
orang jang djudjur,



Djamin hak anak? dalam perkawinan

"BABAK KE-I

nj. Oemi Sardjono —
‘se- ta Indone-
ke i e [ETSSNISERRRENIN s berdju-
wolusi - reso- ang tak hen-
losi jg. men- §& 0 C tinja  me-
dcsak.sege- B nuntut  di-
12 dibitjara- {7 {(Jerllté:;kax::;ia
kannja ran- . un-
e o B e g
tnngzp ‘in- 3 :J]a s;:mpai-
"ingln :e;: ‘ # lah sekarang
bandjiri me- pada kenja-
dja . De- 4 taan, seperti
wan Perwa- % embun pagi
kilan Rakjat , jg.h m}:ml:::

inf, setelah % sahi keg
ian tahun s “#0 sangan bu-
um wanj- mi, Tun-

Wan kaum wanita ternjata tak selama-lamanja dapat
diabaikan,
Baiklah kiranfa kita menjadari bahwa sel.an}a pem-
Yfaraan rantjangan Undang? Perkawinan ini. diluar
ng Dewan Perwakilan Rakjat ini ratusan ribu
UM wanita se-kurang2nja sekian prosen dari pemilih
Wan Perwakilan Rakjat ini, mengikuti dengan sepe-
. 1At pembitjaraan ini serta mempertaruhkan kep;;-
"jaannja akan berhasil atau tidaknja harapan mereka,
Rty ; adanja perlindungan hukum atas hak?nja sebagal
12%ma manysia jang dilahirkan sama didunia ini dida-
lam kehidupan keluarga,

bi
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Bagaimanapun djuga tidaklah dapat diabaikan §,
njataan jang bergolak dalam masjarakat sekarang i,
jaitu tuntutan jang mendesak dari kaum wanita m:
tang Undang2? Perkawinan jang demokratis, kacen;
memang kenjataannja kepentingan jang sederhana dag
sekian- hesar golongan fungsionil dalam masjarakat in
belum diperhatikan.

Saja merasa bersjukur bahwa banjak pembitjara jang
terdahulu pada hakekatnja sudah menjatakan bahwa
jang memerlukan segera adanja Undang? Perkawina
jang demokratis ini tidak kaum wanita sadja, tetapi dju-
ga kaum laki2, .

Pernjataan tersebut adalah mewakili aspirasi kedju-
djuran jang sesungguhnja. Keluarga adalah satu lem-
baga jang mendjadi sendi jang pokok dari masj-
rakat, maka pembangunan menudju masjarakat jasg
bahagia tidaklah dapat diwudjudkan apabila tidak di-
letakkan dasar? pembangunan keluarga jang sentaust
dan bahagia pula.

Kiranja tidak seorangpun menghendaki haridepaa
dari suatu perkawinan adalah ,neraka dalanf hidupna .
karenanja pembentukan suatu keluarga jang bahagi
tidaklah dapat didasarkan atas tindas-menindas Ol
jang satu terhadap jang lainnja, atau oleh paksaan dari
manapun djuga.

Maka djika kami menjatakan bahwa kaum wanit*
lah jang paling menderita didalam keadaan sekaraid
ini adalah konstatasi dari keadaan pada umumnjd an
keadaan ini harus ada perubahan. s

Silahkanlah menindjau dari dekat bagaiman?
nasib wanita? jang mendjadi korban kawin paks? -
mendjadi korban pertjerajan se-wenang?. =

Bahwa hanja dengan datangnja seputjuk surat tjee
sadja sudah dapat merubah kesemuanja; selurs pet-
kemarin jang gemilang, mendjadi hari gelap 12k
ketentuan,

Dan adakah sesuatu jang lebih menjedihkan
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anak? daripada nasib anak? jang tak tahu apa2, harus
mendjadi korban, harus kehilangan ketjintaan ‘dari sa~
|shsatu orangtuanja, atau mereka terpaksa harus me-~
mihak salahsatunja. Apalagi djika anak? itu harus di-
terlantarkan karena akibat pertjeraian se-wenang?.

Keadaan inilah jang mendorong wanita untuk ber-
djuang mengachiri kepintjangan dan ketidak-adilan
menudju lenjapnja diskriminasi2 jang menjebabkan di~
rendahkannja deradjat wanita,

Dalam hal inilah tampaknja kadang? perdjuangan
wanita harus feministisch, Walaupun djika diselami
tidaklah demikian halnja.

Disepandjang sedjarah ini, barangkali setua usia per-
gerakan emansipasi wanita Indonesia, dalam hal mem-
bela hak? mereka dilapangan kekeluargaan, maka pada
klimax inilah tampaknja mereka melakukan perdjuangan
jang paling sengit dalam melawan sexe diskriminasi.

imana sadja kaum wanita bitjara tentang Undang?
Perkawinan selalu kita dengar adanja kritik2 pedas di-
lantjarkan terhadap ketidak-adilan dalam perlakuan
terhadap kaum wanita didalam hubungan kehidupan
keluarga: tindakan se-wenang? kaum laki2 terhadap

um wanita, serta tentang keberantakan rumah-tangga
akibat permaduan?. Djuga tidaklah luput adanja kritik?
ttrhadap pandangan jang usang, perlakuan? jang kikir
tapi hakekatnja ,mendewi-tololkan" sang isteri (kalau
%aja boleh mengutip tulisan Bapak Ir Dr Sukarno da-

";’ bukunja ,.Sarinah™) sehingga tindakan mana meng-
n.a angi kemadjuan kaum wanita. Tetapi saja sepenuh-
ja dapat memahami bahwa apa jang mendjadi tuntut-
da k:‘“’“ wanita sekarang ini jang menghendaki Un-
“ang? Perkawinan jang demokratis adalah expressi
‘!:"lg wadjar dari perasaan seluruh kaum wanita jang
uﬂﬂ bebas dari tekanan feodalisme, kolonialisme. Ini
tine . 9¢djala-gedjala jang berlebih-lebihan seperti se-
mg.d'sa"gka. bahwa wanita Indonesia sekarang sudah

finggalkan kesetiaannja techadap perdjuangan eman-

69



sipasi revolusioner sehingga wanita berdjuang ungyy
wanita sadja,

Kaum wanita Indonesia dalam menghadapi masalah
ini tak dapat bersikap lain ketjuali harus tegas, karena
ini djustru mengenai perdjuangan prinsip jaitu sebagian
dari perdjuangan menjelesaikan revolusi nasional, per.
djuangan menghapuskan sisa? feodalisme dari masja-
rakat ini.

Kini 13 tahun revolusi sudah berlalu, Negara Repu-
blik Proklamasi sudah ada, tetapi Undang-undang Per.
kawinan jang berdasarkan monogami jang mendjamin
persamaan hak jang sesvai dengan djiwa proklamasi
belum ada,

Djauh sebelum diadjukan usul inisiatif Nj., Soemari-
dan kawan2, chalajak ramai mula2 meletakkan harapan-
nja atas kesungguhan Pemerintah? jang lampau dalam
menjatakan djandjinja akan segera menjampaikan ran-
tjangan Undang? Perkawinan kepada Dewan Perwa-
kilan Rakjat. Panitia ad hoc N.T.R. jang dibentuk oleb
Pemerintah pada tahun 1950, konon kabarnja panitia
ini djuga sudah menghasilkan rentjana? Undang? Per-
kawinan,

Setelah sekian tahun lamanja rantjangan Undang?
tersebut selesai tak terdengarlah nasibnja, barangkal
tidak lebih daripada mendjadi hiasan lemari es.

Demikianlah keadaan berlalu dengan tenangnja 5
perti tahun jang sudah? selalu tak ada jang baru tes
tang Undang2? Perkawinan,

Sedang dilain pihak masjarakat luar tidak dapat l;gf
menjembunjikan kenjataan jang bergolak, Pada bak®
katnja dalam keadaan sekarang tidak ada suatu 9‘;
longanpun jang merasa puas dengan situasi ini. H’“’,
buat beberapa golongan sekarang sudah ada Unda7d
dan peraturannja, akan tetapi dengan ordonans
jang sekarang berlakupun dan Undang-undang e
tahun 1946 jo Undang-undang 32 tahun 1954, Pcang
rintah sendiri dalam memori pendjelasannja ten!
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Undang-undang Perkawinan Islam mengakui, bahwa
sturan-peraturan ini tidak memetjahkan persoalan
luruh bangsa kita sesuai dengan perkembangan se-

s¢l g

tarang. karena belum didjaminnja ketentuan hukum

tethadap perkawinan? dengan segala seginja.

Kekosongan jang djanggal ini tidak boleh berlang-
sung lebih lama lagi. Dan kaum wanita jang ambil ba-
gian dalam perdjuangan kemerdekaan seharusnja me-
:ehlb djuga berhak merasakan adanja perubahan atas
nasibnja.
l“:ta:. dasa; orientasi tersebutlah, maka kami menjata-

menjambut dengan gembira dan menjatakan per-
setudjuan kami terhadap djiwa usul inisiatif rantjangan

IElndanzg-undang Perkawinan dari Nj. Soemari dan
awans,

Sekalipun mengenai beberapa bagian dari materi
rantjangan Undang?2 ini T i
nmr'zurga[:an :la i:in% 's:" l;iml pandang masih perlu di-

‘ isesuaikan,
ul(amih:?enqharapkan rantjangan Undang? ini dapat
adame.nu i keinginan kaum wanita jang menghendaki

nLa 'Undang% berdasar monogami serta persamaan

Fi ntara wanita dan laki2 dalam perkawinan, Un-

mig;:”:ang tersebut jang tidak .membedakan keper-~

seqi? rorgff?a. suku bangsa: dan tidak hanja mengatur

Rk ilnja sadia: tetapi djuga supaja memuat se~
M tentuan perlindungan hukum peckawinan.-

fngingat maksud dari Undang? tersebut tidak ha-
m":“!r_lgatur_ perkawinan untuk satu golongan, oleh
ndaz ';“ saja menjetudjui bahwa didalam rantjangan

8 tersebut didjamin tidak akan di-bedaZkan
Solongan suky ba dan k jaj d
Ping adan: ngsa dan kepertjajaan agama, ifam—

anng "i:,a. ]gnd«;ngz Eerkawinan Umat Islam jang

! kita bitjarakan.

t ah sekarang ’kami memasuki materi dari ran-
langan Undang? usul inisiatif ini.

Sesyy Sgenal konsiderans. =2

2 dengan pendirian kami tersebut diatas, jaitu
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bahwa pada tingkat sekarang ini, ide untuk memper.
tahankan kesatvan (keunifikasian) dalam petundang.
undangan perkawinan tidaklah sedemikian urgen, gy,
lebih tidak mungkin lagi keunifikasian seperti jang di.
maksud rantjangan Undang? ini. dengan mengingat
bahwa untuk golongan umat Islam harus ada Unday
Perkawinan tersendiri,

Dalam hal ini untuk menjesuaikan diri dengan rea.
litet baiklah konsiderans dari rantjangan Undang? ini
diubah sedemikian rupa, dan disampingnja ity kam
menghendaki pula agar rantjangan Undang? ini tidak
mengurangi djiwanja jang tidak hanja tidak membeda-
bedakan golongan, tetapi djuga tidak membeda-beda-
kan kepertjajaan. '

2. Tentang dasar perkawinan.

Dasar perkawinan menurut rantjangan Undang? ini
adalah perkawinan tunggal, jang dalam term populer-
nja disebut monogami. Satu segi dalam hal ini, ran-
tjangan Undang? ini menundjukkan ketegasannja, w3-
laupun dilain pasal kita djumpai masih adanja pints?
belakang jang terbuka, jang dalam hal ini kami dapat
menduga bahwa pengusul terpantjang pada pendirian-
nja tentang sistim adanja satu Undang? dan satu Per
tjatatan Perkawinan sadja,

Tentang dasar perkawinan ini perlulah kirania,m'
menindjau tentang arti perkawinan dipandang dari &
dut pentingnja meletakkan sendi2 jang kuat untuk pee
bangunan keluarga jang sentausa dan bahagia.

Hal ini menurut pendapat kami disamping dasar m;
nogami satuZnja djalan untuk mendjamin kelangsund :
kebahagiaan itu, djuga tudjuan perkawinan, bahwd p:
kawinan menurut pendapat kami bukanlah satu k°n»"m.
sadja seperti perdjandijian djual-beli dan dilain 5‘3'ngl
djuan jang pokok dari perkawinan menurut UM ,aw,-
im, jaitu bahwa kepentingan dari sudut bersuami-i an
sadja tidaklab tentu sudah mendjamin kelﬂngsu:‘igan
hidup berkeluarga jang bahagia. Sebaliknja, pesk®™

ng?
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jang didasarkan atas kepentingan hidup bersama sadja
tanpa memperhatikan segi pentingnja berketurunan ti-
dak pula mendjamin haridepan jang bahagia.

Maka kedua unsur ini sebaiknja tak dapat dipisah-
ken, Disamping itu djiwa dari pasal 16 Deklarasi Hak
Manusia jang mendjamin persamaan hak antara laki2
dan perempuan dan kebebasan memilih djodoh hendak-
Jsh mendjadi sendi bagi dasar perkawinan ini.

Dengan demikian dasar perkawinan itu ketjuali me-
negaskan prinsip monogami djuga harus memuat unsur
tudjuan perkawinan tentang hidup serumah-tangga ber-
sama, berketurunan, dan dengan dasar persamaan hak
antara laki2 dan perempuan serta kebebasan memilih
djodoh.

3. Tentang sjarat perkawinan.

Kami menghargai bahwa dalam rantjangan Undang2
ini ditjantumkan adanja sjarat? kemauan bulat dari ke-
dua belah pihak mempelai. Ini berartj bahwa perkawin-
2n-perkawinan paksa adalah bertentangan dengan Un-
dang-undang ini.

Pengalaman sedjarah jang terdjadi dengan peristiwa
Maesuri adalah satu kenjataan jang menjedihkan bah-
wa éinegeri kita belum dapat dihapuskan adanja sistim

Win paksa, apalagi dengan didjatuhkannja hukuman
§ bulan pendjara kepada kedua mempelai tersebut,

3esuri dengan kekasihnja. Undang? ini harus melin-

8! prinsip bebas memilih djodoh jang berarti harus
’:::' mengikis sisa feodalisme dari masjarakat se- '
9.
m::.ag’a tentang batas umur rantjangan Undang? ini

i utkan bahwa perkawinan pertama seorang pria
e g’amta jang belum mentjapai umur 21 tahun harus

g;”‘ persetudjuan dari orangtuanja. _—
batag "':e\lmur kami anggap terlalu muda, djika diambi

S kedewasaan itu umur 20 tahun, g
Rrak satu tahun setelah batas mentjapai umur itu
ah terlaly pendek, sehingga apakah pemuda-pemudi
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tersebut sudah mempunjai kemampuan untuk mengen.
dapkan segala sesuatu tanggungdjawab terutama da-
lam mempertimbangkan masalah perkawinan dengan
segala akibatZnja.

Apabila menurut Burgerlik Wetboek batas itu 3
tahun, maka bagi kita mungkin terlalu lama, baiklah
kiranja diambil 23 tahun sadja. .

Tentang izin dari orangtua, dengan ketentuan pu-
tusan pengadilan serta batas umur itu, memang dapat
ditampung agak dikurangi (ditjegah) kemungkinan be-
bagai kesulitan tentang tidak mendapat izin dari orang-
tua. °

Akan tetapi selama izin dari orangtua menurut Un-
dang-undang diperlukan, padahal orangtua sudah tidak
ada, perlulah Undang? menundjuk dari siapa me-
reka harus mendapatkan izin, Didalam hal ini ‘dengan
pendjelasan sadja kami anggap tjukup.

Mengenai persaksian jang dimaksud oleh ajat (4)
dari pasal 3 ini, sebetulnja dapat dimasukkan dalam
bidang pelaksanaan perkawinan, sehingga kiranja lebih
tepatlah apabila ajat (4) tersebut seluruhnja dipindah-
kan ke Bagian IV.

4. Tentang pernjataan batal perkawinan.

Kami tidak dapat memahami apa sebabnja d?'““’
rantjangan Undang?2 ini tidak diatur tentang pernjata-
an-pernjataan batalnja perkawinan, Padahal dalam
Bagian IV Undang? ini sudah memuat pokok? tentang
pelangsungan dan pentjatatan perkawinan. dan dalam
pendjelasan diakui bahwa perlunja perkawinan diumum-
kan agar supaja djika ada keberatan? masjarakat dapaf
mengadjukannja, dengan demikian supaja dapat d‘%’an
min kelangsungan perkawinan itu dengan terahﬂda
ketenangan. Akan tetapi bagaimanakah tjara menga jue
kannja, siapaZkah jang berhak itu tidaklah ditampy®]
ketentuan pelaksanaannja didalam rantjangan U‘!dangn
ini, Saja sangat menjetudjui apabila didalam xan'la“gi_
Undang? ini dimuat djuga pasal? jang mengatur ¢
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qang pernjataan batal dari suatu perkawinan. Ini sangat
oy diatur untuk memberikan kemungkinan kepada
pihak? jang merasa sesat atau dipaksa untuk dapat mem-
patalkan perkawinannja sebelum terlambat.

Untuk mentjegah pelanggaran atas pasal satu, dua
dan seterusnja.

Seimbang dengan itu djuga kepada seorang isteri
jang mengetahui suvaminja akan kawin lagi, atau pihak
Linnja jang merasa dirugikan supaja djuga mempunjai
lesempatan untuk menggagalkannija.

Techadap kedudukan anak keturunan dari suatu per-
kawinan jang dibatalkan hendaknja kepada anak ter-
ot didjamin kedudukan seperti anak dari perkawinan
jang sah. ‘

5. Tentang harta-benda perkawinan dan akibat?

m dari perkawinan.

Sebelum diadakan ketentuan mengenai harta-benda
dari perkawinan, semestinja Undang? ini menjelesaikan
djuga ka2 jang menjangkut berbagai akibat hukum

i perkawinan jang timbul. Antara lain misalnja ten-
tng hak? dan kewadjiban dari suami-isteri didalam
fumah-tangga. Dengan berpegang atas prinsip persama-
:’:}hak dan kewadjiban antara suami-isteri sebagai jang
d';}fhendaki oleh Rakjat banjak sekarang ini. Kewa-
ll An suami-isteri untuk bekerdjasama, saling memban-
Y, menjelenggarakan kebutuhan rumah-tangga. sesuai

1930 kedudukan dan kemampuan masing®. Dengan
tmikian anggapan bahwa wanita tidak bertanggung-
fawab terhadap rumah-tangga, sekalipun mereka be-
‘iara’aagu- djam sehari, lenjaplah disapu bersih dari ma-

ini, .
kg::;kian pula dilapangan harta-benda jang didapat

Piad‘_pada pokoknja penting sekali Undang? ini
l"mlmnjéli djiwa jang tegas mendjamin hak2? wanita
Wa seorang perempuan dengan perkawinan tidak

mendjadi kehilangan hak atau tak mendjadi diperlaku-
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kan seperti minderjarigen se

negeri, misalnja negeri Belan

Hanja satu hal, dalam rantjangan Undang? inj pag
17 menjatakan bahwa harta-benda pembawaan mg.
sing-masing tetap mendjadi milik masing2, sedang pa-
sal 18 menjebutkan salahsatu pihak dapat bertindak
terhadap harta-benda milik bersama atas persetudjuan
pihak lain !

Padahal harta-benda pembawaan tidak ada ketegas-
an harus didaftar lebih dulu. Dengan demikian seolah-
olah rantjangan Undang? ini tidak menghindarkan ke-
mungkinan salahsatu pihak jang bermaksud serakah
Rantjangan Undang? ini hendaknja dengan djelas me-
nentukan pemisahannja dalam hal harta-benda milik
sendiri dan hasil bersama. Maka djik: harta-benda mi-
lik sendiri itu tidak didaftar sebelumnja perkawinan di-
langsungkan, kemungkinan2 perselisihan jang t{mbﬂl
dikemudian tidak dapat ketentuan jang djelas. Disan-
ping itu terhadap keinginan keduabelah pibak jang
menghendaki tjampur kaja antara milik masing? d_tﬂga“
milik bersamapun djangan dihalang-halangi dndalal_!:
perdjandjian perkawinan, Oleh karena itu t.erhadal;: :;
lik masing? djika mereka menghendaki pemisahan ha :
didaftarkan lebih dulu sebelum perkawinan dilang
sungkan. Dan djika tidak ada pendaftaran harta_-bch’
milik masing? sebelum perkawinan, harta-benda I’:u ol
rus dianggap milik bersama jang berarti sesuda ‘?a %
kawinan salahsatu pihak tidak dapat meminta pem!
an harta-bendanja (scheiding van goederen). [ tss

Kami ingin mendapat pendjelasan dari pengustl @

ertanjaan sebagai berikut :

E. Djijka dalamg perdjandjian perkawinan ked“ab:’r:l:
pihak dengan menjimpang dari pasal 17 l‘{ef;p“
rantjangan Undang? mereka menghendaki l)anu
kaja atas harta-benda pembawaan, apakah mcd.“‘,
pasal 18 apabila salahsatu pihak atas persety leﬂ'
pihak lainnja bertindak terhadap harta-bend2 P

perti wanita dilain-laiy



bawaan tersebut diperkenankan. Dan apakah me-

reka djuga boleh bertindak terhadap semua barang

termasuk barang penting tak bergerak (onroerende
goederen) dan barang? hadiah?

b. Apa jang dimaksud oleh pasal' 20 dengan kalimat
Jharta milik bersama dibagi adil”, apakah adil ini
sudah mendjamin bahwa isteri berhak separuh atas
hasil usaha ber-sama2?

7. Tentang pertjeraian.

Dalam rantjangan Undang? ini sesuai dengan dasar
jang kami maksud diatas, harus dapat memberikan per-
lindungan terhadap pihak?2 jang selama ini paling men-
derita mendjadi korban karena adanja pertjeraian jang
se-wenang?, atau mendjadi korban balas dendam se-
bingga puluhan tahun tidak dapat menerima surat tjerai.
Untuk menghapus kepintjangan? ini, maka hak memin-
fa tjerai tidak boleh diberikan kepada salahsatu pihak
sadja misalnja kepada pihak laki2, Tetapi pertimbangan
dil2in segi memang perlu untuk mentjegah penjalah--
gunaan perkawinan, dengan membatasi pemutusan per-
kawinan setjara mudah dengan tanpa alasan2. Maka da-
sar ini, sjarat untuk memutuskan hubungan perkawinan
ity haruslah lengkap, dan hakim Pengadilan Negerilah
jang dapat membubarkan atau tidak perkawinan itu.
Alasan salahsatu pihak meninggalkan jang lain selama 6

ulan, seperti tertjantum dalam rantjangan- Undang? ini

mi anggap terlampau pendek, hal ini belum menam-
Pung kemungkinan kesulitan? keadaan jang tiba2 se- .
Perti halnja sekarang misalnja berhubung dengan
gangguan? keamanan di-mana2. Maka sepantasnjalah
falu tahun dan tidak 6 bulan.

“ Sﬂandiumia djuga dalam ajat c dari pasal 22 ran-

langan Undang? ini djika salahsatu pihak dihukum

Pendjara karena kedjahatan selama 2 tahun, belum pula

;"‘"diadl ukuran harus meninggalkan perkawinannja

ang dibina sedemikian luhurnja. Hukuman pendjara 2

un, kedjahatan ini tidak mesti mengenai kedjahatan
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jang berbahaja. Dan djustru untuk men
bahnja dendam mereka jang keluar dari pendjara dj.
mana Pemerintah sendiri belum bisa memberikan pe.
nampungannja, maka kemungkinan semudah ini, waksy
2 tahun tidak sesuai, hendaknja diperpandjang men-
djadi 3 tahun.

Disamping itu alasan suami tidak dapat memberi naf.
kah hendaknja dipechatikan dengan keadaan seka-
rang, dimana kemungkinan djuga kaum wanita sy
dah banjak jang mempunjai kedudukan ekonomis jang
kuat. Walaupun untuk sekarang sebagian besar wanita
masih hidup tergantung, Maka atas dasar tanggung-
djawab bersama alasan pertjeraian supaja didasarkaa
atas hal apabila salahsatu pihak tidak memenubi ke-
wadjibannja dalam menjelenggarakan kebutuhan rue
mah-tangga. Memang tidaklah salah bahwa dalam hal
ini dalam prakteknja pihak suamilah jang masih harus
memikul tanggungdjawab nafkah dalam rumah-tangga.
Tetapi terhadap kenjataan jang sedang tumbuh dijs-
.nganlah a priori memandang wanita selamanja akan
tergantung pada suami,

Tentang kekurangan dari rantjangan Undang? ini.

Sebagai kelengkapan dari Undang? Perkawinan se-
harusnja ia djangan hanja mengatur hal? jang P?k
atau hanja setengah dari seluruh isi hukum perkawina.
Karena nama rantjangan Undang? ini bukan hanja ra®
tiangan Undang? untuk pernikahan dan Peﬂie“’!"",'
Didalam rantjangan Undang2? Perkawinan ma?‘;“
jang timbul dari akibat perkawinan itu, seharusnj3
dapat ditunda dan hal2 mengenai keturunan sertd .
dudukan anak? supaja bisa diatur dalam rantlt"'gl :
Undang? ini. Demikian pula tentang kekuasaan orang
tua terhadap anak dibawah umur.

tiegah bertap.
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BABAK KE-II

Setelah mempeladjari djawaban para pengusul inisia-
if RUUL Perkawinan, Nj. Sumari dkk, atas peman-
dangan umum para anggota dalam babak ke-I itu, ter-
pjata kami menemukan unsur? positif jaity tentang ke-
sungguhZan dari para pengusul dalam mempertimbang-
kan keinginan masjarakat dan Dewan Perwakilan Rak-
jat ini. Kami menghargai atas goodwill dan toleransi
secta kesediaan para pengusul untuk menerima saran?
dan usul? dari para anggota Dewan Perwakilan Rakjat
ini, termasuk usul kami sendiri.

Jang sukar dimengerti adalah pendirian Pemerintah
tentang rantjangan Undang-undang usul inisiatif Nj.
Sumari, jaitu apa jang telah dinjatakan dalam djawab-
anja pada tanggal 17 jang lalu. Djawaban Pemerintah
jang disimpulkan dalam 5 pokok tentang sistim bagai-
mana jang hendak diatur oleh Pemerintah mengenai
perundang-undangan perkawinan ini, antara lain dalam
Salaman 3 dari djawaban itu dikemukakan bahwa .de-
gan menjesal Pemerintah tidak dapat menempatkan
ntjangan Undang? Perkawinan usul inisiatif Nj. Su-
mari dan kawan2nja pada tempat perundang-undangan
R1g sedang direntjanakan oleh Pemerintah”,

Padahal “didalam memori djawaban atas laporan

ngan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan

"d?“QZ Perkawinan umat Islam, pendirian sematjam
i tidaklah kita djumpai samasekali, dan kalau bolzh
tarik garis kesimpulan satusamalain sebenarnja saling

lentangan, Djawaban Pemerintah jang dikemukakan

™ halaman dua dari memori djawaban tersebut ber-

“ji sebagai berikut :
wUasar pikiran untuk mengatur satu rantjangan Un-
"S-ndang Perkawinan jang bersifat nasional serta
un, 2askan “unifikasi’ adalah sangat menarik perhati-

‘Maka Pemerintah dapat menjokong pandangan perlu

Nja suaty Undang? Perkawinan jang bersifat umum
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bagi seluruh warganegara golongan Indonesia diman,
ditentukan garis? besar perkawinan, mengatyr bebera
segi hukum - formil serta ketentuan administras; dari.
padanja, sehingga kelak semua pembuktian tentang per.
kawinan serta tindakan lain disekitar perkawinan dapat
memperaleh dasar? dan kekuvatan hukum jang sams,
dengan tidak usah menjinggung atau mengurangi nily
daripada hukum materiil dari perkawinan jang diatur
bagi masing? golongan. Maka kiranja materi daripada
rantjangan Undang? usul inisiatif Nj, Sumari dan ka-
wan-kawannja itu, dengan perubahan seperlunja, da-
patlah kiranja didjadikan rantjangan Undang? jang
bersifat umum termaksud”,

Demikianlah Pemerintah, Sudah tentu adanja dua
djawaban Pemerintah jang satusamalain bertentangan
itu sangat disesalkan, Maka kini timbullah keinginan
kami untuk mengadjukan pertanjaan tentang apa jang
dimaksud oleh Pemerintah sesungguhnja dalam me-
mori djawabannja atas laporan gabungan dari Bahs
gian-bahagian itu.

1. Dapatkah Pemerintah menerangkan sesunggub-
nja bagian? manakah dari rantjangan Undang? inisiatif
ini jang menimbulkan keberatan2 prinsipiil bagi Peme-
rintah 7 Dalam hal ini dari pihak pengusul sendiri 5%
dah mendjelaskan, bahwa atas dasar pertimbangan pen-
dirian para pembitjara anggota? Dewan Perwakilas
Rakjat dan pendirian Pemerintah tersebut dalam me
mori djawaban sudah bersedia akan mengadakan pe
’tgsahan-perubahan untuk disempurnakan dan disest®

n.

2. Djuga ingin kami mendapat djawaban deri E:P
merintah, bagaimana pendirian Pemerintah terhd A
keinginan Rakjat jang djuga merupakan golongan o
ketjil dalam masjarakat inj dan djuga golongan ’a,,.
taat kepada agama, jang menghendaki melakukan P&/
kawinan tidak setjara agama tetapi sctjara perdafd
pil). Hal ini didalam memori djawaban djuga dis®
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sdanja golongan tersebut. Perkawinan mana ‘harus ber-
dasarkan monogami dan persamaan hak, dan dengan
Undang® manakah mereka dapat melangsungkan per-
Jawinannja ?

Hal ini kami tanjakan mengingat Pemerintah dalam
djawabannja didalam kalimat pokok itu tidak menjing-
qung tentang kemungkinan ini,

3. Apabila rantjangan Undang? Usul Inisiatif ini
telah diadakan perubahan sedemikian rupa mendjadi
Urdang? Perkawinan jang chusus mengatur perkawin-
an tunggal berdasar persamaan hak antara wanita dan
laki?, sedjadjar dengan adanja Undang2? Perkawinan
Idam dan djika dikehendaki oleh golongan Kristen
djuga disamping Undang? Perkawinan Kristen, maka
bagaimanakah pendapat Pemerintah mengenai hal ini?

Hendaknja rantjangan Undang2 Usul Inisiatif ini
bukan mendjadi Undang? Pokok, bukan pula berkedu-
dukan lebih tinggi daripada Undang? Perkawinan untuk
golongan umat Islam. Kiranja Pemerintah djuga perlu
menindjau setjara mendalam bahwa kepentingan meng-
akan unifikasi Undang? jang mengatur kesatuan
dministrasi dan registrasi bagi setiap perkawinan, per-
Ueraian dan rudjuk, Undang? mana hanja mengatur/
femuat ketentuan? hukum formilnja sadja ini tidaklah

i pandang urgent sekarang ini, selama belum ad__a
ndang? Perkawinan jang mengatur hukum?® materiil
i perkawinan monogami dan perkawinan Islam itu
Tl

Terhadap rantjangan Undang? ini senditi, maka dji-
N mi menjetudjui usul inisiatif rdntjangan Undang?

i Sumari dan kawanZnija, ini tidak berarti bahwa kami
"enjetudjui adanja Ungdang? jang mentjantumkan atau
"9 berdasarkan perkawinan itu tidak sah atau per-
h“""aﬂ jang disebut perzinaan, seperti telah dikemu-

kan oleh salah seorang pembitjara kemarin, kamé
Pendapat Jain, Karena djustru rantjangan Undang
W adalah untuk mengatur sahnja perkawinan.
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Apakah buat orang? jang melakukan perkawinan dag
tunduk pada Undang? ini berarti mereka itu sudah ye.
njebal dari agamanja, tidak taat kepada agama, karen,
dalam Undang? ini pada pasal satu tentang definisi day
dasar perkawinan tidak ada ketentuan atas perintah
Tuhan, kami tidak berpendapat demikian,

Karena kiranja meninggalkan agama kejakinan jang
luhur tentu tidak semudah itu, dan satu hal jang njaa
jang sampai sekarang int djuga sudah dibuktikan, jaitu
bahwa golongan2 umat Kristen jang disamping mela-
kukan perkawinannja menurut Geredja sendiri, djuga
tunduk pada Undang2? Kristen, jalah Huwelijksordon-
nantie-Indonesiers jang sekarang ini masih berlaku.

Mengenai Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers
Java, Minahasa en Amboina, sekalipun didalam Un-
dang-undang itu tidak disebutkan ,.Perkawinan atas
perintah Tuhan" tetapi Saudara? dari golongan Kristen
djuga tidak berarti tidak mentaati agamanja. Seperti
kami ketahui didalam Huwelijksordonnantie Christen-
Indonesiers Staatsblad 1933, No. 74 didalam bab ten-
tang sjarat? materiil dalam pelaksanaan perkawinan.
tentang dasar perkawinan jang tersimpul dalam pasal
2 (dua) dari ordonnantie tersebut berbunji sebag
berikut : ;

.De man kan tegelijkertijd” slechts met een vrou:
de vrouw slechts met een man door het huwelijk ve
bonden zijn". .

Mengenai kedudukan rantjangan Undang? ini ks:n
bagaimana para pengusul sendiri sudah mendjelas
bahwa tidak ada maksud samasekali untuk merencd %
kan golongan agama dengan menempatkan :ant]aﬂﬂ.a_
Undang? ini lebih tinggi dan sebagainja, maka men a’,,
di terungkaplah segala kabut kechawatiran. Kepada P a5
pengusul kami mengharapkan agar supaja segera .
njampaikan kepada sidang ini nota perubahannj? atr
rantjangan Undang?2 usul inisiatif. Dengan ﬂ}‘."‘”’fmg
kan Undang? ini mendjadi Undang? Perkawina® |
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chusus mengatur perkawinan monogami atas dasar per-
emaan hak antara wanita dan laki2, maka akan lebih
menegaskan lagi pendirian dan maksud para pengusul,
dan kiranja tidak akan lagi menimbulkan prasangkaZ

Undang? Perkawinan Mondgami jang kami maksud
itv tentu sadja tidak akan mengurangi sifatnja jang
tidak akan mem-beda2kan golongan suku bangsa, aga-
ma dan kepertjajaan. Dengan dasar ini maka Lindang2
mi djuga memenuhi keinginan dari golongan kebathin-
an sebagaimana dikemukakan oleh anggota jang ter-
bormat, K. Werdojo bahwa golongan ini jang. ber-
pengikut tidak kurang dari 14 djuta, jang djuga mem-
punjai norma2 (ketentuan) sendiri dalam melakukan
perkawinan menurut kepertjajaannja, maka pengesahan
perkawinan ini perlu djuga diatur, Untuk tidak me-
njinggung segi kepertjajaan dan adat buat golongan?
tersebut jaitu bagi mereka jang menginginkan melaku-
kan perkawinan menurut Undang? ini, tapi tidak me-
ninggalkan ketentuan agamanja mengenai upatjara dan
hain?, maka hendaknja djuga ditampung ketentuan2
lentang pelangsungan upatjara perkawinan jang oleh
l!ndangz ini djuga diatur dan didjamin perlindungan-
nja,

Maka dengan membuka kemungkinan? buat golong-
a-golongan dan tidak membedakan suku bangsa, di-
mana [Undang? tidak mengurangi hak mereka untuk pe-
Jengsungan kawin setjara adat disamping sjarat? formil

uat Pel'lgesahan setjara hukum bagi perkawinan? adat
dan suky bangsa, kami berpendapat untuk perkawinan?
ersebut termasuk buat golongan Hindu-Bali kiranja
tiddk memerlukan kodifikasi lain daripada Undang? ini.

_“aka sekali lagi atas dasar pandangan tersebut, kon-
Siderans darg rantjangan Undang? ini hendaknja di-
Whah disesuaikan dengan sifat Undang? ini jang chusus
Mengatur perkawinan monogami (tunggal) sesuai de-
"92n maksyd rantjangan Undang? ini pasal 1. ) 7
aka dengan demikian konsiderans bagian Menim-
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bang, kalimat ,mengatur perkawinan untuk seluryl
Warganegara ........eeeees " dan djuga kalimat ,umqy"
perlu diadakan perubahan. :

Disamping itu mengenai diktum 2 jang berbunji ,me.
netapkan peraturan sebagai berikut : ,,Undang2 tentang
perkawinan”, harus djuga disesuaikan dengan prinsip
mengatur perkawinan tunggal” berdasar persamaan
hak antara wanita dan laki2.

Demikian pula selandjutnja, sesuai dengan konse-
kwensi mengubah konsiderans tersebut. maka pasal 2
dalam Bagian II hendaknja dihapuskan sadja, dan un-
tuk memberikan djaminan tentang pelangsungan per-
kawinan menurut adat, maka hendaknja diadakan pasal
jang mengatur tentang upatjara perkawinan. Dengan
menghilangkan pasal dua, djuga semua kalimat pada
pasal? jang menjebut ,adat dan agama” perlu djuga
dihapus. Adapun mengenai sahnja perkawinan, dengan
telah ditjantumkan pasal? jang mengatur sjarat? formit
jang harus dipenuhi buat pelaksanaan satu perkawinan,
maka disinilah sudah tertampung.

Selandjutnja kepada pihak-pihak jang memperta-
hankan perkawinan poligami, kami mengharapkan
toleransi dan pengertiannja, tentang keinginan dari-
pada anak tjutju (generasi) kita, hendaknja kepada
generasi kita pendukung angkatan jang akan _d"

- tang ini diberi kesempatan untuk membangunkan hld“_P
baru dengan haridepan jang tidak suram. Bahwa P°l".
gami menurut dasar adjaran agama jang sesungguh“j:
tidaklah seburuk seperti apa jang kini dalam prakt®
mendjadi kenjataan, tetapi kenjataan ini memang W’
njedihkan karena demikian banjak dan besarnja pe™
salah-gunaan itu maka hingga se-akan? gedjala ini 5
dah satu kenjataan bahwa poligami adalah identik 9
ngan ,merendahkan deradjat wanita”, identik deng®
keberantakan rumah-tangga, Ini bukanlah kesalah®’
kami, djika kami djuga dapat mendengar apa Pc"dm?[:
pemimpin2 Islam dan bahwa di-negara? Islam sendif
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sedah mengetjam dan meninggalkan peligami, meman-
dang poligami sesvatu jang buruk, seperti halnja pe-
mimpin-pemimpin Doria Sjafik, Nj. Siti Chadidjah dari
Turki, Sayed Amer Ali dari India, Tehir al Haddad
dan ibu Kartini sendiri,

Djika generasi jang muda menginginkan tidak ke-
tinggalan agamanja dan memperkenankan adanja per-"
kawinan jang berdasarkan poligami, maka hendaknija
mereka mengikuti djedjak dari eberapa tokoh? lslam
jang sudah progresif, Maka dengan ini kami sekali lagi
mengharapkan bahwa dengan rantjangan Undang? ini-
siatif Nj, Sumari dan kawanZnja inj setelah diadakan

perubahan, hendaknja bisa diterima dan disahkan se-
bagai Undang?,

Usdangz  pey.
bavinan  megti
“erdjamiy Jop.
Yehagiaan dan
Neridepay
Shakg !




Hukum perkawinan berdasar monogami perly

- distur dengan Undang: tersendir;

Soeprapto

BABAK KE.T

Dalam pendje- bentuk  kodifi-
lasan umum jang kasi. Djika de-
diberikan  oleh %7 ": ngan mengadju-
Pemerintah atas kan RUU ini
RUU"  tentang Pemerintah ber-
pernikahan um- maksud mening-
mat Islam dite- katkan  hukum
rangkan, bahwa Islam mengenai
hukum pernikah- pernikahan jang
an menurut Is- tidak tertulis it
lam jang be:laku mendjadi  ue-
di Indonesia me- Bomga vich * dang2 dari N_"
mang belum di- =~ 7 . gara Republik
salurkan dalam ) indonesia, maka
demikian ity merupakan usaha jang patut di?“ﬁ::
Sampai pada saat ini memang dirasakan sebagai S¥¥
hal jang tidak memuaskan, bahwa tentang hukum PE
nikahan ummat Islam ini kita tidak dapat m.e"dju";’;f:
dalam bentuk jang tertulis ketjuali para Alim .
jang dapat membatjanja dalam kitab2? Fikh. BahW:‘ hu-
njusunan ketentuan? tentang perkawinan xr_xenl““u dah
kum Islam adalah suatu pekerdjaan jang tida ﬂ:’a
djuga diakui oleh Pemerintah. Adalah patut m_ﬂ‘" Jari
penghargaan jang setinggi-tingginja djerih-p2ja Ta-
Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawml‘:"'Mo.
lag dan Rudjuk, jang dipimpin oleh Mr. Teu ".l per
hamad Hasan, jang telah memberikan buah has!
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gielidikannja berupa rantjangan undang? Pernikahan
Ummat Islam, jang setelah disempurnakan oleh Peme-
rintsh diadjukan sekarang pada DPR untuk merndapat-
kan pengesahan,

Untuk lengkapnja mungkin patutlah kiranja dikemu-
kakan disini, bahwa ketjuali Rantjangan Undang? Per-
okahan Ummat Islam tersebut tadi Panitya jang dipim-
pin oleh Mr, Teuku Mohamad Hasan termaksud djuga
telah memberikan sebagai bush hasil penjelidikannja
Rantjangan Undang-Undang Perkawinan jang bersifat'
smum. Walaupun tidak diakui setjara tegas oleh para
penandatangan usul inisiatif RUU Perkawinan dari
jang terhormat Nj, Sumari dkk., namun kiranja tidak
berkelebih-lebihan-bila dikemukakan disini, bahwa usul
inisiatif tersebut adalah Rantjangan Undang? Perka-
winan dari Panitia Mr, Teuku Mohamad Hasan, jang
teleh mengalami beberapa perubahan, Adalah mendjadi
suatu teka-teki mengapa Pemerintah tidak mengadjukan
sendivi buah hasil pekerdjaan Panitia tersebut dengan
beberapa perubahan jang dianggap perlu sebagai RUU
Apakah Pemerintah menganggap terlalu besar risikonja,
bla RUU Perkawinan jang bersifat umum itu diadju-
kan pada DPR ?

Kembali pada soal RULI tentang pernikahan wmmat
lslam inj, saja berpendapat dengan dikodifikasikan hu-
kum Islam mengenai perkawinan dalam Negara kita,
“aka masjarakat Indonesia akan madju selangkah, 36

igga bilamana ada keberatan? terhadap kodifikasi ini
mungkin karena tidak disadari adanja kebutuhan untuk
"emodernisasi masjarakat Indonesia. Masjarakat jang
Pimitif, kesukuan jang sempit, perekonomian jang agra:
", industri jang terbelakang dan kurang hubungan

"gan bangsa?2 asing, mungkin tjukup dikuasai der}gan
iuran? dan adat-istiadat jang tidak tertulis. Tetapi se-
bah, 1@ mentjapai kemerdekaan, telah banjak d’;“.“ 2

han-perubahan jang terdjadi dalam masjarakat, diusit-
" kaum pendjadjah dari Tanah Air kita, kekuasaan
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dipegang oleh kita sendiri, kemadjuan dalam pendidik.
an, kemadjuan dalam komunikasi dalam negeri dan ke.
luar negeri, dsb. sehingga mau tak mau kita harus me.
ninggalkan isolasi dan memasuki pergaulan antar-nega.
ra dan antar-bangsa jang djauh lebih luas dibanding
dengan dalam masa pendjadjahan.

Keadaan2? jang telah berubah ini harus diikuti oleh
pembentuk undang? dengan mengadakan saluran? hy.
kum untuk membina kemadjuan2 jang telah tertjapai,
mendorong pada rasa tanggung-djawab perseorangan
jang lebih besar. Sjarat jang pertama untuk hal ini
adalah mengusahakan, agar supaja putera dan puteri
Indonesia mengetahui hak dan kewadjibannja. Pada
masa sekarang hal demikian ini masih sering tidak di-
mungkinkan. Mitsalnja sadja dikalangan keluarga,
djika terdjadi kematian atas seorang ajah, siapakah jang
mendjadi wali atas anak? jang belum dewasa, ibukab,
kakek dari gadis ajahkah, djika kakek ini telah mening-
gal anak laki2 jang tertua, djika ini telah dewasa, kah?
Hakim pun tidak segera dapat mengetahui, karena ten-
tang hal ini harus diselidiki terlebih dahulu dalam adat
dan ditemukan aturannja jang berlaku, apakah dalam
hal ini Figh telah meresap dalam adat, tidak mudah
dapat diketahui. ;

Bahwa pengetahuan tentang Figh jang hanja tertulis
dalam kitab? Figh, terbatas dikalangan. Alim Ulama
sadja, kiranja tidak perlu pendjelasan lebih djaub. Dan
apa jang terdapat dalam kitab2 Figh masih belum tentt
dioper oleh/atau meresap dalam adat. Karena ti ;
adanja kepastian hukum inilah, maka banjak sekali ‘;(mn
ses perkara perdata bagi orang Indonesia merupad dak
suatu loteré. Dalam hal ini jang mendjadi soal tida¥
hanja penafsiran dari suatu aturan hukum sadja, zet?fj
djuga aturannja sendiri pun sering disangsikan b:l"
kunja, Karena ity dengan pengundangan hukum Isla®
mengenai perkawinan, jang dianggap telah m“esas
dalam hukum adat Indonesia bagi golongan jang D
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agama Islam, kami jakin kepastian hukum dalam la-

gan perkawinan akan lebih terdjamin. Dengan ada-
sja kodifikasi dalam hal ini Figh mengenai perkawinan
tidak hanja berlakw sebagai hukum Islam belaka, tetapi
diuga slebaggi hukum Negara RI, djadi sebagai hukum
nasional.

Sekarang jang mendjadi soal apakah disamping ada-
nja kodifikasi hukum pernikahan jang berdasar pada
tukum Agama, dalam hkal ini Agama Islam, masih
mungkin adanja kodifikasi dari hukum perkawinan jang
lain, tegasnja jang tidak mendesarkan pada hukum aga
ma? Pemerintah dalam memori djawabannja menjata-
kan, bahwa hal demikian memang mungkin dan sebagai
salahsatu  kenjataan disebut hukum perkawinan, jang
bersandar pada Burgerlilk Wetboek. Mungkin tidak se-
‘dikit orang jang menduga, bahkan kebanjakan orang
berpendapat, bahwa hukum perkawinan bagi golongan
Keristen-Indonesia, jang terkenal sebagai ,Huwelijks
ordonnantie Christen-Indonesiers op Java, Minahassa en
Amboina”  didasarkan pada hukum Agama Keristen/
Katolik. Tetapi djika kita membatja undang? tersebut
Pasal 1, maka dapatlah kiranja dikatakan, bahwa duga-
@ itu keliru, Pasal 1 tersebut berbuniji sebagai berikut :

«Undang2 menindjau perkawinan hanja dalam hu-

gan-hubungannja keperdataan.”

.Dlﬂdi djika demikian, maka disamping undang? per-
Maban ummat Islam jang berdasar pada Figh, tidak
;‘:ﬂk adanja kodifikasi undang? perkawinan lain jang
'dasac pada agama lain dari pada lslam, -
N ari sudut inilah saja melihat, bahwa usul inisiatif
"" $Umari dkk., djika didjadikan sebagai suatu kodi-
hluk dari hukum perkawinan disamping kodifikasi dari
e ™ Perkawinan jang berdasar pada Figh, tidak ber-
d:““san dengan pendirian Pemerintah. Kodifikasi
s": hukum perkawinan, jang dimaksudkan oleh N)-
kizg ari dkk. hendaknja tidak berwudjud unifikasi. Saja
Para pengusul djuga dapat menjadari, bahwa pada
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masa ini kita masili belum sampai pada taraf unifikag
hukum perkawinan. Sebaliknja saja berpendapat, bah.
wa adalah sewadjarnja pikiran2 jang sesuai dengan ke.
madjuan masjarakat tentang perkawinan mendapat sa.
luran hukum, apalagi bilamana diingat adanja hal? jang
sangat dirasakan kebutuhannja tidak dapat tertampung
dalam aturan? hukum perkawinan jang berlaku, chu-
susnja hukum perkawinan Islam, mitsalnja monogami,
perwalian ibu untuk anak®nja jang masih belum dewasa,
adopsi dsb.

Maka dari sebab itu dalam pokoknja usul inisiatif
Nj. Sumari dkk. kiranja dapat dirobah dimana perlu
untuk menampung hasrat? jang wadjar dan adil jang
hidup dalam masjarakat dan tidak untuk mendjadi un-
dang-undang jang bersifat unifikasi, tetapi sebagai hu-
kum perkawinan perdata, nistjaja dapat didukung oleh
Fraksi kami.

Kiranja sekarang adalah prematur untuk membitja-
rakan bagaimana bila nanti ada dua undang? perks-
winan, jang masing2 merupakan kodifikasi dan beriaky
untuk golongan justitiabel jang sama. Bagi mereka jarg
menindjau perkawinan hanja dalam hubungan? keper-
dataan, maka tjukuplah kiranja perkawinan itu dilang-
sungkan menurut undang? perkawinan perdata, jang
tidak berdasar pada hukum Islam, Bagi mereka ja5d
merasa kurang puas dan/atau menganggap perkawin
annja tidak sempurna, djika tidak dilangsung!““_mf'
nurut hukum Islam, tetapi mereka sebaliknja "‘9‘:
mengikuti ketentuan? tentang monogami, Pefwal,ia.n £
dsb., kiranja adalah tepat, bilamana dalam hal in! pe
kawinan dilaksanakan menurut hukum Islam. T';::;‘
untuk selandjutnja setelah perkawinan dila ine
menurut hukum Islam itu, supaja diadakan kemlmﬂi i
an untuk follow upnja. Hendaknja mengingat hadm,,
diadakan aturan dalam undang? perkawinan P‘“;on,n
bahwa suami dan isteri dapat mengadjukan perm® k se
pada Hakim Pengadilan Negeri, agar supaja unt
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padjutnja  bagi perkawinan mereka berlaku undang?

(kawinan-perdata. Hakim Pengadilan Negeri, setelah
wenjelidiki apakah sjarat? menurut perkawinan perdata
dpenubi, mengambil putusan menerima atau menolak
germohonan itu. Djika diterima, maka sedjak tanggal
petusan tersebut berlakulah hukum perkawinan perdata

i mereka,
h*uhadap pokok pikiran, bahwa untuk tiap? golong-
a1 pemeluk Agama harus diadakan undang? perkawin-
a1, jang didasarkan pada hukum agama masing?, kami
wrpendapat, bahwa hal itu masih memerlukan penje-
ldikan, dan tidak dapat diterima setjara 3 priori, Se-
bagaimana saja terangkan tadi hukum perkawinan jang
terlaku bagi ummat Keristen di Djawa-Madura, Mina-
hasa dan Ambon tidak berpangkal pada hukum aganiz,
ietapi bersumber pada hukum perdata dari, Burgelijk
Wetboek. Selain davipada itu terhadap pada pokok pi-
kran tadi dapatlah kiranja disini dikemukakan svatu
kenjataan, bahwa di Tengger, menurut pemberitaan
fai Kreemer dalam .Mededeelingen van wege het
Nederlandsche Zendinggenootschap 1883, perkawinan
Wperdataan. (burgelijk huwelijk) dilaksanakan oleh
mnghuly dan perkawinan geredja (kerkelijk huwelijk)
laksanakan oleh dukun.

Bahwa undang? perkawinan jang didasarkan pada
“kum Islam memang mempunjai hak hidup adalah soal
g tidak ada hubungannja dengan ide pengkotak-
“2kan golongan? menurut agama masing?, tetapi sad
19 mempunijai akar sosial jang mendalam,Dr. Snouck
:l'.QYOnje menjatakan dalam karangannja dalam ..De

ische Gids 1884," bahwa adalah sangat menarik pez-
W an bahwa hukum perkawinan dalam kalangan kaum

Wlimin di Indonesia lebih baik ditaatinja, diika di-
aga ngkan dengan negara? lain jong ada dibawah pe‘;
ol th Islam, Dapatlah kiranja dianggap. bahwa sedja
miu N tahun jang lalu aturan? Hukum Islam m;ﬂgc'

Perkawinan oleh bagian terbesar dari Rakjat Inco-
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nesia dianggap mengikat (sudah tentu bagi jang ber.
agama Islam) seperti halnja rakjat Belanda merasa ter.
ikat dengan Burgelijke Wetboek dalam hal perkawinay
Tetapi dalam hal ini lambat-laun berlaku perubahay
Apakah sebabnja?
. Terutama jang mendjadikan sebab adalah ekses2 jang
telah timbul sebagian karena keadaan kemasjarakatan,
sebagian karena mudahnja pertjeraian. permaduan dan
rendahnja deradjat wanita. Tentang hal ini kesalahan
tidak dapat dipikulkan pada hukum perkawinan Islam.
Dalam masjarakat feodal ekses? itu terdjadi karena ke-
sewenang-wenangan dari radja? den para pembesar
keradjaan dalam tjara mereka mengambil selir dan men-
tjeraikannja, jaitu mereka setjara formil tertib berpe-
gangan pada maximum isteri menurut hukum dengan
tiap kali mereka menghendaki selir baru, mereka men-
tjeraikan untuk sementara waktu salah seorang dar
" selirnja. Di Priangan menurut keterangan Holle dalam
. Tijdschrift van Indische Taal-Land-en volkenkunde
dl. XV1I, hlm 561 dahulu terdapat penjalah-gunaan ke-
kuasaan oleh bupati2 dan pendjabat? lainnja untuk
mengambil (njanggrah) anak? perawan dari orang
ketjil. Untuk mentjegah djangan sampai anak? mereka
disanggrah, maka bapak? tani mengawinkan anak?nje
jang tjantik? dengan lelaki2 jang sudah tua dari desa-
nja, Dengan demikian dapat kiranja ditarik kcsimPU'i‘"
bahwa poligami dalam hal ini dipergunakan sebagai 2 ’
untuk melawan poligami (dari kaum feodal). A
. Adalah kurang tepat, djika diadakan begity sadjs
larangan poligami tanpa menjelidiki dasarZnja dala®
masjarakat. .
Adalah lebih tepat kiranja, djika poligami me.nuﬂ!_
hukum Islam diperbatasi atau diperberat sjarat?aja o
samping pula menjalurkan idee tentang monogam! ang
ngan diadakannja undang? perkawinan perdatd, jhan
sedjadjar kedudukannja dengan undang? P‘m‘kakau
ummat Islam. Djadi dua undang? tersebut merupd
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fodifikasi dan undang? nasional pula.
Mengenai RUU Pernikahan ummat Islam ini pecke-
nznkﬂnlah saja mengad‘j"‘kan beberapa hal sebaga[

ut. -
hg;,.gan didjadikannja undang? ketentuan mengenaf
perkawinan dari Figh ini saja jakin, bahwa pengertian
dhelajak ramai teatang hukum perkawinan Islam akan
wriambah besar, sehingga penjalah-gunaan hak lebih
pedah ditjegah atau dilawan. i

Bahwa kedudukan wanita dalam perkawinan tidak
«bagai objek dari suatu transaksi, kiranja tjukup djelas
éGlm pembajaran mahar, jang dibajarkan kepadanja
¢ tidak pada walinja. Djuga pihak wanita sendiri jang
éapat menentukan apakah mahar dibajar tunaj atau di-
hutang. -

Dalam rantjangan undang? ini djuga djelas kebe-
bisan wanita dalam menguasai harta pembawaannja,
#ag tetap mendjadi hak miliknja sendiri. Tetapi perlu
fianja diadakan ketentuan untuk mendjamin kepastian,

wa barang? itu adalah barang? pembawaannja, jang
ek dapat disangkal kebenarannja.

Untuk memberikan kebebasan kembali pada isteri,

i dimadu menurut RUU diadakan aturan menge-
" @ik talag, Ta'lik talaq adalah lebih tepat djika
kan setelah dilangsungkan perkawinan dan tidak
Waktu akan nikah, karena ta'lik talag adalah bu-
" Statu persetudjuan mengenai sjarat perkawinan,
[etapi suatu kesanggupan setjara unilateral dari
| pada isterinja untuk tidak melakukan sesuatu,
ssalnja bermadu, Ditindjau dari su:ut inilah.‘kmﬁ::
berbeda dengan perdjandjian pernika
l""‘ins harta-benda dang kek:jaan dalam P"-m‘kf’ha“'

narnja lebih, banjak menjangkut kepentingan
tiongr g8, jang akan mengadakan hubungan per-
sy 220 dengan mereka, agar pihak ketiga merge

o tent, 9 g i-isteri
Majy . ang kedudukan dari harta-benda suam wisins

3 itu perdjandjian ini harus diadakan sebelum
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pernikahan.

Tentang chulu?, sjiqaq dan fasach
pada isteri sebagai imbangan terhadap ta
saja berpendapat, bahwa imbangan itu tidak sempurna
Terhadap alasan? untuk mendjatuhkan talaq ity ister
tidak diberi kesempatan untuk membuktikan tidak be.
narnja alasan? tersebut, djika perlu dihadapan Penga.
dilan Agama. Maka dari sebab itu djika tidak ada ke-
tentuan, bahwa jang menentukan alasan itu bukanlah
suami sendiri, selalu akan timbul ketidak-adlan ter-
hadap sang isteri.

Dalam RUU ini djuga ditjantumkan suatu ketentuan
mengenai pertunangan, jang saia kira tidak berasal dar
Figh. Tentang pertunangan ini dapat dikemukakan,
bahwa hal ini dikenal di Djawa dan Sumatera. Veth
menjebut adanja pertunangan ini di Djawa dengan di-
sertai suatu pemberian jang dinamakan . paningset
(Java dl. Ip. 346). Van den Berg dalam Encyclopaedic
v. Ned. Indig, dI. II, hlm. 557 menjebutkan adanja
pemberian jang berhubungan dengan pertunangan di
Sumatera Selatan. Djika pertunangan itu dibatalkan
oleh pihak laki?, maka pemberian itu tetap me'l‘\dl:l‘?'
milik pihak perempuan, tetapi djika pembatalasl itu k"
lakukan oleh pihak perempuan atau keluarganja. ma :
pihak lelaki mendapat kembali pemberiannja dengd
lipat dua. Perlu dikemukakan .disini, bahwa pcmtﬂ;':r”
itu (paningset, tukon atau hantaran) adalah tida n
masuk mahar, Dalam RUU tidak disebutkan tcntang
kemungkinan adanja pemberian tersebut dan bagaima

eraturannja. :
F Mengenii sjarat? untuk permaduan, jang ‘3{9‘“932
menurut RUU ini adalah persetudjuan dari nstﬂ;ang
jang pertama. Tidak djelas djika nntuk pernikahan dar:
ketiga dan keempat perlu diadakan persetudjuan atau
isteri pertama, kedua dan ketiga satu per salutsew.
bersama-sama. Bagaimana tjaranja pembﬂ'a“,?emkan
djuan itu, apakah harus setjara terang jang dinj2
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dengan surat atau dengan disaksikan oleh sekurangnja
dua orang tidak djelas dikemukakan dalam undang?2,
Apakah djika tinggal diam sadja dapat dianggap se-
bagai menjetudjui?

Sekianlah pandangan saja tentang RUU Pernikahan
Umat Islam sebelumnja memasuki detai]2 dari materi-
nja sambil menunggu djawaban Pemerintah,

Perkenankanlah saja sekarang memberikan pandang-
an pada RUU usul inisiatif Nj. Sumari dkk. :

Pasal | ajat | jang berbunji:

«Perkawinan jalah ikatan lahir-bathin antara seorang
wanita dan seorang pria, jang dimaksud untuk hidup
berkeluarga, dan harus dilangsungkan menurut aturan?
jng ditetapkan dalam Undang2" Aturan ini menun-
djukkan, bahwa jang mendjagi dasar untuk melang-
sungkan perkawinan adalah aturan undang?, tetapi ajat
mi kurang djelas menentukan, bahwa hubungan? se-
landjutnja antara suami dan isteri dalam pernikahan
djuga didasarkan pada aturan dari undang?, Dalam
pada jtu patut ditjatat, bahwa menurut istilah ikatan

ir-bathin, selain daripada hubungan? keperdataan
ing ditimbulkan oleh perkawinan, djika ditindjau dari
wadut kepentingan kemasjarakatan, pun hubungan? ke-
bchanian jang berdasarkan pada Agama atau keper-
iBj2an sudah tertjakup semuanja dalam ajat (1) itu

i sebab itu kiranja tidak perlu dikuatirkan, bahwa

Winan menurut aturan hukum ini menutup pintu

i suami isteri untuk melakukan ik;(adah iligamaﬂfﬂ-

" mengakui sepenuhnja adanja kemungkinan un-
“k dengan djalan l:;,amaJmemperkuat ikatan bathin
Hamj jgter;,

Pasal 1 ajat (2) berbunii:
-D Perkawinan adalah perkawinan tunggal.
sai"'"fan ini bisa ditafsirkan, bahwa perkawinan-tuny-
mn:_ta“ monogami menurut undang? hﬂniallahb_dalsﬁ

af &;P“iﬂ sadja, tetapi didalam beberapa hal bisa
" Perketjualian. Ketjuali daripada itu istilah per-
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kawinan-tunggal itu masih harus di
rumusan undang? untuk mendjamin
jang pasti. Dalam hubungan ini patutlah kiranja saja
menundjukkan adanja aturan2 dari undang? jang meng-
atur perkawinan-tunggal seperti Burgerlijn  Wetboek
pasal 27 dan Huwelijks-ordonnantie Christen-Indone-
siers Java, Minahasa, Amboina pasal 2 jang berbuuji:
wlelaki pada saat jang sama hanja dapat terikat dengan
seorang wanita, wanita dengan seorang lelaki, karena
perkawinan. Djika RUU ini dimaksudkzn ketjuali untuk
memberikan saluran pada hasrat jang hidup dalam ma-
sjarakat untuk mentjapai perkawinan monogami djuga
sedapat mungkin menampung kebutuhan dari beberapa
golongan jang sekarang sudah mempunjai saluran me-

* nurut B'W. dan huwelijks-ordonnantie Christen-Indone-
siers tersebut, maka kiranja adalah baik. djika aturan?
dalam RUU ini sedapat mungkin disesuaikan dengan
aturan? dari undang? jang telah ada tersebut. Hal ini
djuga akan memudahkan pelaksanaannja berhubung
telah adanja jurisprudensi tentang aturanZ jang b“".
sangkutan.

Selain daripada itu adalah tidak mustahil, bahwa me-
reka jang sampai sekarang ini tunduk pada B.W., He-
welijks-ordonnantie Christen-Indonesiers dan !‘“"‘;"
adat jang berdasarkan pada monogami, bila RUU ini da-
pat menampung kebutuhan golongan? tersebut menST“;
perkawinan, kemudian menganggap tidak perlu k,'agu
mempunjai undang? masing? sendiri dan bila demi ,:’
halnja perundang-undangan mengenai per'faw"‘:
tunggal dapatlah dipersatukan atau singkatnja un &
perkawinan-tunggal tjukuplah kita mempunjai 5:,.“
undang? sadja. Dengan demikian dalam Negara o
berlakulah dua undang? nasional, jang berlaku un
seluruh Indonesia, mengenai perkawinan, jaitu und:;g_
tentang pernikahan ummat Islam dan undang? perka® i
an perdata jang berlaku bagi golongan2 jang “{end.’:‘k
djung tinggi dasar monogami. Dalam pada itu kita tid@™
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gkan menutup mata terhadap pada kemungkinan masih
diperlakukannja undang? jang berlaku lokal tentang
perkawinan baik jang berdasarkan monogami maupun
poligami mengingat pada keadaan jang istimewa di-
suatu atau beberapa daerah,

Adalah sangat disesalkan, bahwa RUU jang diadju-
kan oleh jth. Nj. Sumari dkk. itu tidak memuat ke-
tentwan? tentang hak dan kewadjiban suami-isteri. Se-
baliknja dalam RUU itu ada aturan? jang mewadjibkan
kedua belah pihak mengadakan perdjandjian perkawin-
an. Hal ini melemahkan ikatan perkawinan jang dimak-
sudkan dalam pasal 1 ajat (1), ikatan jang deradjat-
nja lebih tinggi daripada ikatan? hukum biasa, jang
berdasarkan pada aturan? hukum perdata mengenai ke-
kajaan (vermogensrecht). Perkawinan adalah ikatan,
jang bersandar pada aturan? hukum perdata, tetapi ber-
hubung fungsinja jang penting dalam masjarakat dan

©gara, karena menjangkut 2:pendngan2 jang lebih
besar nilainja daripada kekajaan, dalam hal ini soal da-
lam bidang keluarga, maka perkawinan mempunjai tjo-
12k publik-rechtelijk, jang berarti, bahwa tidaklah wa-
djar, bilamana mengenai hak dan kewadjiban jang ber-

aan dengan perkawinan diserahkan sadja pada pi-
hak-pihak jang berkepentingan dalam perkawinan.
AturanZ tentang hak dan kewadjiban suami-isteri ha-
nuslah bersifat mengikat (dwingend) dan tidak boleh

'awar-tawar, Sebagai tjontoh kita dapat menundjuk

pasal 45-49 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-
Indonesiers dan pasal 103-118 B'W. Djustru dalam
Perkawinan sangat dibutubkan adanja ketegasan ten-
g hak dan kewadjiban, agar supaja dapat dihilang-
®n keragu-raguan dalam menghadapi masalah? jang
tmby) da)am perkawinan, jang karena tidak adanja
l"~’5’astian hukum dapat mengakibatkan keretalsan‘pcr-
Kawinan, Dan bukankah karena banjaknja terdjadi ian
v9dahnja terdjadi pertjeraian itu jang mendorong ke-

“atan? jang ada dalam masjarakat untuk mentjapai
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adanja perkawinan-tunggal ?

Dalam hubungan ini saja ingin memperingatkan pyl,
bahwa kekalnja ikatan perkawinan jang hendak ditja..
pai dengan RUU ini setjara tak sadar dilonggarkan
sendiri oleh RUU ini dengan mentjantumkan .bcgizu
banjaknja alasan? untuk pertjeraian. Saja katakan se-
tjara tak sadar, karena mungkin disebabkan oleh karena
hasratnja jang bernjala-njala untuk mentjapai tudjuan-
nja para pengusul telah mentjantumkan sebagai alasan?
untuk pertjeraian dalam pasal 22 ajat (2) alasan? jang
lazimnja dimasukkan dalam ta'lik talaqg, jaitu:

1. karena pemabok, pendjudi, pemadat;

2. djika meninggalkan jang lain selama 6 bulan:

3. djika suami sengadja tidak memberi nafakah pada

isteri selama waktu tiga bulan,

Alasan? dalam ta'lik talag adalah sesuai dengan per-
kawinan jang mengakui poligami, jaitu untuk memba-
tasi alau mentjegah suami dalam menggunakan haknja
untuk beristeri lebih dari seorang. Djika alasan-alasan
dalam ta'lik talaq itu dioper sebagai alasan-alasan
untuk pertjeraian dalam sistim perkawinan-tunggal.
maka hal itu merupakan kontradiksi jang tidak dapat
didamaikan, karena perkawinan-tunggal bertudjuan
agar supaja ikatan perkawinan mendjadi kekal, tidak
mudah diputuskan, tetapi dengan begitu banjaknja
alasan pertjeraian, jang disebut dalam RULU, mak.a
pintu? untuk melikwidasi perkawinan seakan-akan di-
perbanjak. Kiranja dapat dipakai sebagai bandingan
pasal 52 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-lndm‘_':
siers tersebut diatas, jang tidak begitu banjak mtﬂ)“
butkan alasan? seperti RUU ini, tetapi toh sudah me
lebihi apa jang disebut dalam pasal 209 B.W. i

Selain dari itu sangat disajangkan, bahwa dal2
RUL ini tidak tertampung hal? jang sangat dirasé .
kebutuhannja dalam masjarakat, tetapi tidak mcmPg
njai dasar hukum jang djelas, seperti kekuasaan ong
tua terhadap anak jang masih belum dewasa, tentd
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perwalian, tentang pengakuan, pengesahan dan adopsi
anak. Djuga berhubung dengan adanja perhubungan
mteenasional jang lebih luas sedjak kita mentjapai ke-
merdekaan, sehingga banjak orang Indonesia jang ka-
rena pekerdjaannja bcrtempat-tinggal diluar Negeri
selama waktu jang agak lama dan adanja kemungkinan
dirasakan sebagai keperluan untuk melakukan perka-
winan diluar Negeri, maka perlu kiranja diadakan voor-
siening untuk perkawinan diluar Negeri.

Achirnja saja berkesimpulan, bahwa RUU ini seba-_

gaimana telah saja kemukakan tadi dapat didukung
oleh Fraksi kami, asal sadja diadakan perubahan? se-
peclunja. agar supaja dapat tertampung pikiran? jang
hidup dalam masjarakat mengenai perkawinan tunggal
dan hal2 jang berkenaan dengan-itu, sehingga RUU ini
merupakan suatu kodifikasi dari hukum keluarga, se-
;'i:iak-tidakuja baglan jang terpenting dari hukum ke-
arga,

BABAK KB-II

Dalam djawaban Pemerintah terhadap pemandangan
‘mum babak pertama atas rantjangan Undang? Per-
Winan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan? dan
untjangan Undang? Pernikahan -Ummat Islam oleh
emerintah telah dinjatakan, bahwa Pemerintah tidak
Pal menempatkan rantjangan Undang? Perkawinan
Usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2 pada tempat per-
"“d'fls-undangan jang sedang direntjanakan oleh
tmerintah, \ .
jika pernjataan Pemerintah tersebut tadi dapat di-
::‘“‘an sebagai penolakan térhadap rantjangan Un—
“"d-undang tersebut tadi, maka tidak kelirulah kira-
za. djtka saja menganggap penolakan tersebut didasac-
be: atas dasar2 jang ?ormil. djelasnja ditindjau da‘;
tuknja, mengingat pada bentuk rantjangan I,Im!img2
Sl inigiag;f tersebut, jaitu karena rantjangan Undang
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usul inisiatif itu dianggapnja bersifat umum
rupakan suatu unifikasi, jang meliputi tidak hanja ad.
ministrasi dan registrasi sadja, tetapi djuga mengaty
hukum materiil mengenai perkawinan jang mendjad;
dasar pokok bagi semua perkawinan,

Berhubung dengan itu sckarang harus ada ketegasan,
agar supaja perkataan umum jang dipergunakan oleh
para pengusul inisiatif tidak menimbulkan keraguan
dari pihak manapun. Dalam hubungan ini perlu dipec-
mgatkan, bahwa perkataan umum itu masih diperguna-
kan oleh Nj. Soemari jang terhormat dalam djawaban-
nja atas pandangan umum babak pertama sebagai ber-
ikut:  Mudah-mudahan para anggota Dewan Perwa-
kilan Rakjat jang terhormat akan sependapat dengan
para pengusul dan Pemerintah, sehingga dengan demi-
kian kita dapat mendasarkan pikiran kita pada pentjip-
taan suatu Undang2? Perkawinan Nasional jang bersifat
umum”,

Dijika seandainja benar telah ada persesuaian pen-
dapat antara Pemerintah dan para pengusul, saja kira
tidak pada tempatnja, djika Pemerintah menolak ran-
tjiangan Undang2 usul inisjatif tersebur, Tetapi jang se-
benarnja adalah berlainan sekali Menurut idee dai
Pemerintah jang ternjata dalam djawabannja terhadap
pemandangan umum babak pertama hanja hal? jang ber;
sifat administrasi dan registrasi, begitu pula ket:ntu:n
formil sadja seperti pemberitahuan, pentjatatan, u’?
sebagainja jang mungkin mendapat tempat dalam "!
dang-undang jang bersifat umum. Padahal .menuﬂ:'
rantjangan Undang?2 usul injsiatif Nj. Soemari jang t® A
hormat hal2 mengenai ketentuan materiil, seperti .b:h:.
umur, izin orangtua, akibat? perkawinan mengenai | am
ta-benda, hak dan kewadjiban suami-isteri (mes!"pl)
dalam hal ini hanja diatur dalam suatu pgrdiandzl"“:,g'
djuga diatur dalam Undang? disamping ketentuan? j2
bersifat formil,

Saja tidak jakin, bahwa para pengusul akan mengt”
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! aagi rantjangannja sebegitu rupa, sehingga mendjadi

Undang? jang berisi ketentuan? jang formil dan menge-
uai administrasi dan registrasi sadja, Dalam pada itu
aia dapat mengerti pula, bahwa bilamana dalam kon-
gderans rantjangan Undang? disebutkan, bahwa perlu
sanja suatu peraturan umum jang mengatur perkawin-
a untuk seluruh warganegara Indonesia dan ketentuan
eperti tersebut dalam pasal 3 ajat 3 rantjangan Un-
dang-undang jang mewadjibkan tiap warganegara, jang
kawin baik menurut peraturan agama atau hukum adat
maupun menurut Undang2 Perkawinan lain untuk men-
titatkan perkawinannja kepada pegawai kantor pen-
tiptatan perkawinan, rantjangan Undang? usul inisiatif
ini menimbulkan kesan, se-olah? rantjangan Undang?
ini hendak menguasai segala Undang?2 Perkawinan jang
chusus, jang didasarkan pada golongan agama dan hu-
fum jang berlaku dan hal inilah jang mungkin menim-
talkan salah faham.

Adalah sangat menggembirakan, bahwa para peng-
wul dalam djawabannja atas pemandangan umum babak
mrtama berpendirian jang tidak kaku dalam memper-
t3hankan wsul inisiatif ini dan mengandung semua pi-
bak, baik, pihak jang menolak maupun jang mcndukqu

ngan sjarat atau tanpa sjarat, begitu pula jang masih

um menentukan pendiriannja, untuk mengadjukan
tsuj2 Pemgahan dan tambahan. —
aras dengan pendirian para pengusul tadi patut-

ll'b kiranja sajga m?ﬁgharapkﬁn pada Pemerintah, bah‘.
¥ Pemerintah tidak akan menutup kemungkinan bagi
"ntjangan Undang? usul inisiatif, jang setelah diubah

N disesuaikan dengan kebutuhan jang sangat di‘rasa-
- alam masjarakat, untuk mendapat tempat disam-
;:9. kodifikasi jang lain, dalam hal ini Undang® Per-

:""3“ Umat Islam. Bilamana Pcmerintai; berpenda-

‘bahwa akan dirasakan sebagai tekanan? jang berat
dam?mal kejakinan dan kepertjajaan beragama :llna

ahwa umat Islam menganggap perkawinan tida
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dapat dipisahkan daripada peribadatan, maka dapat
pula Pemerintah membajangkan akan dirasakan sebagai
tekanan? jang berat pula, bagi golongan? dalam ma.-
sjarakat jang menghendaki diadakannja penampungan
hasrat untuk mentjapai persamaan deradjat antara Jaki2
dan perempuan dalam perkawinan jang berdasar pada
monogami dalam bentuk Undang?, bila Pemerintah me.-
njampingkan hasrat tersebut jang diperdjuangkan de-
ngan penuh kejakinan atas dasar keadilan dan peri-
kemgnusiaan.

Bahwa hukum perkawinan tidak mesti didasarkan
pada agama telah diakui pula oleh Pemerintah dengan
menjebut adanja hukum perkawinan jang diatur dalam
Burgerlijk ‘Wetboek. Tetapi tidak hukum perkawinan
dari Burgerlifk Wetboek sadja jang tidak didasarkan
pada agama, tetapi djuga Ordonansi Perkawinan Kris-
ten Indonesia tidak berdasarkan pada agama seperts
ternjata dari pasal | jang berbunji: ,Undang? menin-
djau perkawinan hanja dalam hubunganZnja keperda-
taan”. Dengan mengingat kenjataan2? tadi, maka tidak
perlu kiranja dichawatirkan, bahwa Undang2? Perka-
winan, jang tidak didasarkan pada sesvatu agama, se-
perti jang diusulkan oleh Saudara Nj. Soemari dan ka-
wan-kawan jang terhormat tidak bertentangan dengan
Undang? Dasar Sementara, karena hukum perkawinan
tersebut mempunjai sifat dan bentuk jang sama dengan
hukum dari Burgerliijk Wethoek dan dari Ordonansi
Perkawinan Kristen Indonesia, jang diakui sah dan ti-
dak bertentangan dengan Undang? Dasar Sementara
olech Pemerintah;

. Kami berpendapat, bahwa rantjangan Undang? usul
inisiatif ini dalam bentuk dan isinja dapat disesuaikan
dengan hukum dari Burgerlijk Wetboek dan Ordonansi
Perkawinan Kristen Indonesia, jang semuanja berdasar-
kan pada perkawinan monogami, Dari sebab itu bi!a'
mana sifat?nja jang umum divbah, maka tepatlah bila
Saudara Sendakh jang terhormat, mengatakan bahwa
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Undang® ini bersifat chusus, jaitu sebagai Undang?
jng mengatur perkawinan monogami bagi orang? In-
donesia, jang tidak mungkin menggunakan hukum Bur-
gerlifk Wetboek atau Ordonansi Perkawinan Kristen
Indonesia. Berhubung dengan ini sudah teranglah, bah-
wa tidak ada maksud kiranja dari pihak para pengusul
antuk menaklukkan perkawinan menurut svatu agama
kpade peraturan? dari Undang? jang diusulkan itu.
Perubahan® jang kiranja dapat menjempurnakan ran-
tiangan Undang? itu patut disambut oleh semua pihak
dengan sebaik-baiknja, £

Dalam djawabannja Pemerintah menjatakan sepen-
dapat dengan saja, bahwa rantjangan Undang? Perni«
kahan Umat lslam jang diadjukan pada Dewan Per-
wakilan Rakjat ini dimaksudkan sebagai suatu kodifi-
kasi daripada hukum Figh mengenai perkawinan jang
berlaku bagi golongan Islam di Indonesia.

Berhubung dengan jang dimaksudkan oleh Pemerin-
tsh adalah mengadakan suatu kodifikasi, maka adalah
lebih tepat kiranja, bilamana didalam bagian mengingat,
ketjuali pasal2 dari Undang? Dasar Sementara 1an_g
telah disebutkan dalam rantjangan Undang? djuga di-
sebut pasal kodifikasi, jaitu pasal 102 Undang? Dasar

entara.

Pasal 102 Undang? Dasar Sementara berbunji se-

ai berikut : .

~Hukum perdata dan hukum dagang. hukum pidana
5pil maupun pidana militer, hukum atjara perdata dan

um atjara pidana, susunan dan kekuasaan penga-
dilan diatur dengan Undang? dalam kitab? hukum L.el-t
Yiuali djika peng-undang? menganggap perlu o
Rengatur beberapa hal dalam Undang? tersendiri”.

arena rantjangan Undang? ini mengatur P,"k"‘;m:
i, maka materinja termasuk hukum keluarga, jang '.“‘
82 termasuk hukum perdata. Karena pada dewasa l:“
Masih belum mungkin dikitabkan hukum ?crdata k:t;
lhel‘"“hannja. maka rantjangan Uindang? ini merupa
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suatu hal jang menurut pasal 102 Undang? Dasar Se.
mentara oleh peng-undang? dapat dianggap perlu di.
ketjualikan dan karena itu diatur dalam Undang? ter.
sendiri.

Adalah sangat bidjaksana, bilamana Pemerintah da-
lam menghadapi rantjangan Undang? Perkawinan usul
inisiatif Nj. Soemari tidak berpendirian setjara mutlak
menolak, tetapi dapat merasakan pula kebutuhannja
dalam masjarakat dan karenanja dapat menganggap
perlu untuk mengatur hukum perkawinan jang berdasar
pada monogami dalam Undang? tersendiri.

Berhubung dengan hal ini adalah kurang tepat dan
karenanja tidak adil, bilamana salahsatu dari dua ran-
tjangan Undang? itu ditolak oleh Pemerintah atau De-
wan Perwakilan Rakjat,

Bilamana dalam masa pendjadjahan berdasar pada
pasal 131 LS. bagi orang Indonesia diberi kemungkinan
untuk mendapat hukum jang berasal dari Kitab Un-
dang-undang Hukum Perdata, jang diubah seperlunja,
djika dirasakan kebutuhannja dalam masjarakat, maka
demikian itu dapatlah kita anggap sebagai suatu hal
jang berdasar pada pikiran jang madju. Djanganlak
hendaknja pikiran jang madju ini dilenjapkan dalam
mass Indonesia telah merdeka.

Tidak perlu kiranja saja tegaskan disini, bahwa men-
djadi kewadjiban daripada peng-undang? jang bai
untuk mengikuti perkembangan? dalam masjarakat un
tuk dapat memberikan Undang? jang dibutuhkan oleh
masjarakat dan adalah kurang bidjaksana untuk meng”
adakan tekanan terhadap perkembangan jang wadjar
d.an mengabaikan kebutuhan masjarakat dalam Pembc‘
rian hukum jang lajak,

Mengenai rantjangan Undang2? Pernikahan Umat
Islam ini perkenankanlah saja mengadjukan beberap?
pertanjaan sebagai berikut ; 2

1. Berhubung dengan pasal 6 menentukan sjarat
jang harus dipenuhi untuk dapat mendjadi wali, ™2
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saja ingin menanjaka
wali orang h jakan apakah untuk
Z Bersl}cen:;‘:ls 32:;9:"“1:1 Islam ?u dapat mendjadi
kahan jang dilar. ' peraturan mengenai ;
istillah? jang disd;a:tgdﬂ; ;‘:;‘:1 ;nenanjflf:: ag:g:
alam pasal 11 sub b d I itu sudah ¢ ;
Sl T A
1ja turunan itu kebawah gandjil, hanja Jazim-
;sulah jang lain, ump:,,;af,\j';akaz."da_k dapat dia;:k:n
ur;s keatas atau kluhumia"sa h:iging menvinakae
P Apakah dalam pasal 1 .
tik, karena disitu di sub c tidak ada
ialt disebutkan sebagat beri salah
z alian semenda (musaharah) i Bt Hasd
ngan ibu nenek dan turunan | antara seorang Jaki®
:\ontara ibu dan nenek apak‘;hu:?;aimmﬁadm o
ma. seharusnja ada
4. Mengenai
i pasal 16
t:h ta'lik talaq termasuk p(:rgc;!“a:gi‘a meniajalan. sps-
a disini, Dalam dj jandjian jang dimaksud-
d alam djawaban Pemerintah
d:“ﬂan umum babak pertama, P I e g
dn"gﬂn saja, bahwa ta'lik tal;q g:l:rm(ah sepeadapat
)l:an mengenai sjarat perkawinan, :ll‘ta;uat:':ap'ud]“-
A :ggupan setjara unilateral dari svami aj: ;ua‘t’:
pakah dasarnja, bahwa menurut 116 B adil i
jang dimaksudkan dal et g
vaktu idiab am pasal itu boleh diadakan pada
. jab qabul dan sesudah akad nikah?
belly engenai nusjus dalam pasal 39 bukanlah se-
ia t::;‘cl; h.*»uami memutuskan untuk mendjatubkan talak
‘“etin,‘a; dahuly harus memberikan peringatan pd a
:’; Mengcnai pasal 44 sesual dengan djawaban
perk:nmah atas pemandangan umum abak pertama
R d}aan .'.akan" seharusnja dihilangkan, sehingga
= dah,:?i talik talaq pada waktu nikeh atav waktu se-
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7. Mengenai pasal 61 ajat (3) apakah umur 18 ta.
hun itu adalah batas untuk kedewasaan, artinja bila
anak telah mentjapai umur 18 tahun, maka ia itu telah
dewasa ?
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Pilihannja . ..... Undang? Perkawinait juny demokratis



Tjegah perkawinan paksa dan
pertjeraian sewenang-wenang

nj. Sundari

Sebelum  saja dari fraksi par-
memulai dengan - . 7 tai2 Islam dalam
pandangan Dewan  Perwa-
umum saja ter- .- kilan Rakjat jang
hadap rantjang- . - terhormat  ini,
an Undang-un- % bahwa saja ikut-
dang Pernikah- | serta dalam per-
an Umat Islam f musjawaratan

jang diadiukauk tentang ran-
oleh Pemerintah “ Ljangan Un-

mi terlebih da- 5 i 14 dang? Pernikah-
N i § 7 an Umat Islam,

hlu saja  me-
minta . maaf ke- R o%4¢ meskipun  saja
rada  Saudara2 bukan. seorang
jang ahli dalam hukum-hukum agama Islam. Maksud
saja untuk turut berbitjara dalam kesempatan ini bu-
kan sekali-kali untuk turutserta memberikan tafsiran
eda ajat-ajat al Qur'an dalam hal pernikahan; hal
i saja serahkan kepada Saudara Menteri Agama dan
pera alim-ulama. Jang saja harapkan jalah, djikalau ada
Yesatuan tafsiran, supajo dapat dikedifikasikan dan hal
Mt sekarang sudah dilakukan oleh Saudara Menteri
'\92ma dengan mengadjukan rantjangan Undang? Pef-
tikahan ini, Kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia
Benghargai tindakan Saudara Menteri Agama._ Ke-
‘ali ity sajapun terdorong oleh rasa tanggungdjawab
Hja terhadap para pemilih saja jang sebagian 'ter_bcsar
alah pemeluk? agama Islam. Djadi kalau saja seka-
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l'ang turu
. ¢ berki
nja A erbit
. sadja, karenj:'a hanjalah ak
® masjacaket faag i) i
bahagia jarakat, jen endjumpai nai akibat2.
sebagai aa,;rg idalam hid?xpml::u"dika:; 'Lcniataa"“ P
Olet Be s keawrln. o iukkan kucaiignja ke.
. eme paksa d tangga.. 2=
:ie_n Agamarirt::la:h sendiri, dal;:::np;meraia" s::‘\:aera lain
s ., Desoagal sl pethunia pes sa}“d"'ana‘f:'
, antara lai n telah di rsoalan? &
B. ; ain dite terseb
Ia"l’::l:g'( l2{]'8\\5;1 Bg::tgi;;“m;ndlril?;‘;u}lp:ltilf 2p¢meri:5
, 5 di Di ia :
ial.'lg ditimb:?kg:: :;.‘gas untuk jmg:‘_Dlla\va Tcng::p:;“i
TR den i e persoalan?
Fun’al tiara'kerdjaj'. anfﬁaz di-dacrah;nauPun pertje-
upakan pentingnja ken tjukup baik. M tersebut mem-
":i:a jang ada m\,:"kerdjasama d"n.ganereka tlclak; me-
ita, dimana 'sa anja djuga e organisasi w
a 3 enga A X 3~
:ieomng dari anégofaend'in % chetulan’ mendjadi il
ta Indonesia l?lmpmann'a‘ sai jadi salah-
Lk . Meskipun d ja. jaitu Gerakan W
dibi(;n mampu menjelesaika emikian, panitia> ursebz'
P pernikahan da n semua kesulitan? j s
fEln. karena meman n pertjeraian. Hal ini l?\ibada
e‘Oda]' jang san g masih terdapatnja si 2 = ‘Bb-
nikahan da gat berpengaruh pad sisa? pikiran
but bel n pertjeraian. Dis pada persoalan per-
elum dapat bekerdj samping itu paniti 2
Undang? j erdja berd IO
ng? jang disertai rdasarkan suatu pedoma
pelanggarnja sanksi2 hukuman terhad 2
Diadi g adap pard
jadi. alangkah baiknja, k )
’:_e'dalam rantjangan Und 3182“ pikiran?2 sisa feodalis-
ihilangkan, untuk mmd‘a::fg Pernikahan ini dapat
rumah-tangga. Sekalipun Jdc lr“k'kek“‘angm hidup Be-
tah, dalam hal ini Saudara M. ian, tindakan Pemerin-
mengadjukan rantjangan u ;:len Agama jang teld
Islam kepada Parlemen sud';, ng? Pernikahan Umat
madju. Hal jang dermibian 2 merupakan langkah jarg
l;(argaan dari chalajak ramai l?:n?tt flu’;nendapat pend
arena sebagai [ amd®kaum wanitanja-
agaimana telah diuraikan oleh teman? s&
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fabsi saja kawan? Njonja Mudigdio dan Peris Par-
dede, dalam pandangan umumnja terhadap usul inisia-
if Njonja Soemari dan kawan?, maka sedjak berpulith-
luh tahun kaum wanita Indonesia telah berdjuang
wtuk dapat mentjapai suatu Undang? Perkawinan jang
aendjamin  kebahagiaan keluarga. Kenjataan menun-
djukkan, bahwa masjarakat Indonesia selalu berkem-
kang kearah kemadjuan disegala lapangan. Oleh ka-
mna itu, suaty Pemerintah jang bidjaksana pasti tidak
stan mengabaikan perkembangan jang terdapat dida-
km masjarakatnja, bahkan akan menampungnja dengan

shak-baiknja. Karena itulah, saja tadi menjatakan

penghargaan saja atas usaha Saudara Menteri Agama

iing dengan mengadjukan rantjangan Undang? Perni-

tzhan Umat Islam ini telah melangkah positif, dengan

tlara mengkodifikasinja.

Dalam pembahasan rantjangan Undang? Pernikahan
Umat [slam ini, saja akan membatasi diri pada ekses?
Rng sampai sekarang kita djumpai didalam masjarakat
kita dan berdasarkan adjakan beberapa Saudara? ang-
9ta2 wanita jang terhormat dari Fraksi2 Nahdlatul
Wama dan Masjumi, supaja kita ber-sama2? mentjegah

jang merugikan, Mungkin apa jang saja kemuka-

kan, menurut tindjauan Pemerintah adalah kur.?ng lC.PaL
tttapi se-tidak2nja, saja kira, ketjuali pertanjaan jang
‘3ja adjukan, djuga beberapa bahan pemikiran 'dapat
djadikan bahan pertimbangan didalam pembitjaraan
"antjangan Undang2? Pernikahan ini dan dalam pelak-
“naannja nanti. Jang belakangan ini saja anggap sa-
"2t perlu, karena suatu Undang? adakalanja meng-
| ¥ami keseretan dalam pe]aksanaannja. bis_a tidak <_i|o
nakan sebagaimana mestinja, bisa matjet dan bisa
dibikin matjet, ; Undang?
jika kita mempeladjari isi dari rantjangan ggh
rnikahan ini, maka sebagian besar bagi saja d.su >
ukup djelas, meskipun menurut hemat .sa‘;aka:sana;
‘Ini masih dapat diperdjelas lagi. Dibawah ini akan saj



kemukak
akan beberapa
anggap masib perly mendamer e, 2nd 38l saja
ari Pemerintah. apat pendjelasan lebih nénff .
Mengenai Ketentuan Umum da jut
Dewasa ini kita melihat bm n Pernikahan,
Undang2 Pernikahan, be-beahwa meskipun belum ada
telah mengambil langkah? uxl;?\‘:l? Instans! Pemeriatah
soalan? sebagai akibat pernikah menjempurnakan pe:-
saja sebutkan diatas, ;gtu L:de_m_. Ketjuali seperti jang
bagai inisiatil dari I(cmcntexi*amn}\a £San BI, x.
langan Angkatan Perang tel ﬁ’é gama, djuga dika-
atdran-pesaturan ek gae 'al l:usahafian adanja pe:-
gitu djuga didalam kalan l.'lx,: x;(r an.a}<;ba:2 Clstas, G-
dengaran saja telah pulngdhdaekpdman o
Pesinsand (erichat M drot jorss an peraturan serupa.
dung hal? jang bertentangan ﬁ:::ran sa,a. tidak senpan-
perkawinan dan pernikahan iangan lf:mwranz o,
tetapi bahkan merupakan tam%ashea o _sudah o
terutama dalam pelaksanaannja. Diu:tar}:aenr;':nj‘f:: :‘atn
n.arik- jalah, perlunja ada keterangan tentang kesehatan
t‘;alon'suami maupun isteri. Adanja keterangan jang
emikian, menurut hemat saja adalah sangat baik, ka-
rena b}xkankah kita menginginkan adanja suatu masja-
rakat jang sehat 7 Hal ini dapat didjamin, djika ketu-
runan kita sehat djuga. Oleh karena itu, maka adalah
tepat, djika diantara sjarat? jang telah dikemukakan
didalam rantjangan Undang? Pernikahan jang kita i
tin:akan sekarang ini ditambahkan pasal, jang men
tjantumkan perlu adanja surat keterangan tentang ke-
sehatan, tjalon suami dan tjalon isteri, diika ada sjarat
J ]
ikahan untuk mengadd”

ditempat berlangsungnja perni
kannja. Surat keterangan tersebut tidak perlu diharus

kan dari seorang dokter, karena kenjataan kita seka-
rang kekurangan dokter, sehingga pelosok? tidak atat
belum mempunjai seorang dokter.

Sedangkan pernikahan tidak -hanja terdjadi dikota-
kota sadja dimana ada seorang dokter, tetapi djugd di-
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k? tanah-air kita. Untuk mendjaga djangan sam-
: surat keterangan jang dimaksudkan 'tidak meng-
hambat pernikahan, maka dapatlah surat_keterangan
rersebut diberikan oleh seorang mantri keschatan atau
dururawat jang berwenang. Sebagaimana kita telah
fiukup mengetahui, maka jang dimaksudkan dengan
¢hat, jalah jang tidak membahajakan keturunan se-
krdjutnja. Djadi bukan penjokit malaria misalnja. Dan
dika memang suatu penjakit jang berbahaja dapat di-
cbati, saja kira seteloah sembuh seseorang sudah dapat
atlandjutkan pernikahannja. Dengan adanja ketentuan
tersebut, ketjuali kita mendjamin keturunan jang sehat,
maka sekaligus memberikan didikan kepada Rakjat un-
tk lambat-laun mejakini apa pentingnja kesehatan,
Pasal 5 dalam rantjangan Undang? Pernikahan ini
menentukan, bahwa . Pernikahan dilangsungkan de-
2an persetudjuan keduabelah pihak jang bersangkut-
, W dan seterusnja............ ", Adanja pasal ini maka
ikan terhindaclah masjarakat dari kawin paksa, jang
mjak kita djumpai. Meskipun pasal inipun masih peclu
dindji nanti dalam pelaksanaannja. Hanja jang saja
alkan jalah, bahwa djiwa pasal ini kurang setjara
sekwen dipertahankan didalam pasal? berikutnja,
Yau dimana ada, hal ini adalah kurang djelas. Begitu
Uga alangkah tepatnja djika segi? pelaksanaannja da-
Mt dialur dalam ketentuan? selandjutnja. Kita bersama
kin bahwa kawin paksa itu tidak hanja akan mem-
in wanitanja itu mendjadi korban, tetapi djuga kaum
Mianja tidak terhindar dari penderitaan tersebut. Mes-.
Bun demikian, kebanjakan dari korban kawin paksa
#alah wanita, Dalam banjak hal mereka ufkl_k mem-
Punjai kebebasan untuk memilih bakal suaminja.
Hal inj sudah tenty bertentangan d.eng:m _Undangz
D&lar Semcn‘ara kita, jang mcndjam:t} ada'n]a_ persa-
Maan hak bagi semua warganegaranja, djadi djuga
ganegara jang terdiri dari kaum wamta..l?andangan
hwa seorang wanita tidak perlu mempunjai kebebas-
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an untuk menundjuk tia : .

wasa ini sudah m’erupék,:: ;‘::g:nh;dupnla, pada de.
suai dengan keadaan zamannja. S?sal‘z 1a.|;§ tidak .
menganggap wanita sebagai seteriich (:er ran feoda|
menempatkan wanita sede;adjar dengan img.'bahkm
kit ingatan. Wanita dianggap sebagagi ex?I:iazxng I B
tangga, dan kehendak laki2 sadjalah jaﬁ be T"l: r?imh-
rumah-tangga. Ketidak-samaan deradiatg da;ak::iuadlaf‘
an antara wanita dan laki2 dapar kita lihat did lu .
Inlandse Gemeente Ordonnantie, jang meuem‘;t'kaa“l
kaum wanita seperti saja sebut diatas, jaitu seba apiman:
kita djumpai dalam rumusnja, jang menjel;utk:?n, bah-
::;a';;ng tidak dapat dipilih mendjadi Kepala Desa
1. orang? jang sakit ingatan, ‘
2. jang masih dibawah umur, dan

3. perempuan.

Saja kira, Parlemen pilihan Rakjat ini tidak dapat
menjetudjui rumusan? jang didasarkan pada alasan?
jang diskriminatif tersebut,

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, saja usul-
kan, agar pasal 5 dari rantjangan Undang? ini, diubah
dengan beherapa perkataan, schingga ia tidak akan me-
nimbulkan keragu-raguan. Misalnja didalam ajat (n
pasal 5 tersebut tertjantum kalimat: ,bakal suami de-
ngan kemauannja jang tidak dipaksa dan bakal ’5“5;:
nja dengan izinnja", Tidakkah lebih sesuai djika ’
rumuskan sebagai berikut: ,bakal suami dgnBa'lu
isteri dengan kemauannja jang tidak dipaksa . B3

j i ja, jai i 2). jan berbunji *
d]pga ajat berikutnja, jaitu ajat ( Len;gag it

i hassie e atau sekurang-kurangnja ,Seals k-
tidak membantah dan seterusnja ......c..oeeeee o 'm:m'
rang dapat memahami istilah ,diam jang U S antik

bantah”. Saja kira Pemerintah tidak bermaksu fang

ifikasi tah asing.
mengkodifikasikan maksud dari pepa r 109 aha

ap diam sama dengan setudju. ad8
mne;g: nrggmrl,)antah" adalah sulit untuk ditemukan P
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seorang jang diam, Saja djuga tidak akan mengusulkan
redaksi ,diam dengan tersenjum gembira”, Tidak se-

bagi orangtuanja, misalnja sadja karena tidak dapat
membajar | hutang terpaksa masuk pendjara, Sebagai
tiontoh misalnja apa jang ditulis dalam tjeritera ,,Siti
Nurbaja”, sebuah tjerita, jang menggambarkan kenja-
taan-kenjataan jang sampai sekarang berlakuy, Banjak
diantara  kita mungkin belum lupa adanja kedjadian
jang terkenal dengan nama , Kediri Affair" pada waktu
saman pendjadjahan Belanda, dimana seorang wanita
mendjadi korban kawin paksa, mendjadi isteri entah
rapa dari seorang lintah darat, untuk dapat menje-
lamatkan keluarganja dari tjengkeraman jang kedj:.
Achirnja bukan kelvarga jang diselamatkan, tapi pe-
bjesalan jang timbul, karena hilangnja kebahagiaan
anggota keluarga. Berdasarkan pengalaman? tersebut,
maka istilah ,dengan diam” dalam pasal 5 tersebut,
masih tetap memberikan kemungkinan setjara hukum
Untuk adanja kawin paksa. Saja dapat mengerti, bahwa
Pemerintah dalam menjusun rantjangan Undang? ini
Mungkin dengan mempertimbangkan adanja kenjataan,
W& orang wanita malu untuk menjatakan kemauan-
;ja untuk kawin dengan seorang pemuda plhhannjz}.
€tapi sebaiknja hal jang demikian ini djangan didjadi-
kan ketentuan hukum jang dapat memberikan kesem-
Patan untuk maksud? jang tidak kita kehendaki, Oleh
'ena itu, apakah Pemerintah dapat menerima pertim-
9an saja, untuk menghapuskan sadja kalimat dalam
5 jang berbunji: ,atau seku.rang-kurangn;a de-

"930 diam jang tidak membantah” itu.
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Didalam rantjangan Undang? Pernikahan Umat
Islam ini tidak ada suatu ketentuan perlunja izin dari
orangtua, meskipun dalam ,,perwalian” hal ini telah ter-
tjakup. Jang saja maksudkan jalah, apakah tidak di-
mungkinkan, seorang pria atau wanita jang telah men-
tjapai umur tertentu, misalnja 23 tahun dapat mendja-
lankan pernikahan tanpa izin, tetapi telah memberitahu-
kannja kepada orangtuanja tentang maksud mereka.
Begitu djuga bagi mereka jang telah kawin untuk kedua
atau kesekian kalinja. Sedangkan bagi mereka jang ber-
umur kurang dari 23 tahun atau belum pernah kawin,
diharuskan ada izin dari orangtvanja. Pertimbangan ini
saja anggap perlu, karena bagi mereka jang telah ber-
umur 23 tahun atau jang pernah kawin, soal pernikahan
telah tjukup dimengerti dan tjukup matang untt.nk mem-
pertimbangkan baik serta buruknja tindakan jang di-
ambilnja.

Sebdbungan dengan masalah pcrwal_iamé dalam men-
djawab pertanjaan dalam rapat BahagianZ apakahd.?e:
orang ibu dapat didjadikan wali, Pemerintah s:g&_;f
laskan, bahwa hal itu akan mengakibatkan ter ;da' ma):
kawin paksa. Masalah kawin paksa, meaurut tu}b ;aute/
saja, tidak diakibatkan oleh paksaan s_eorar:igall u, *
tapi adalah akibat daripada sisa? feodalisme dalam l:‘”’a
nikahan, Djustru seorang ibu dcngall;hl;a:i:a ::;:ﬂgen‘
kepada aierin, Udi?k aka'n SUk:i misa:an kepada me-
derita dalam perkawinan jang dipa

- - jantum
rel;\/lengenai mahar atau xnaskawm.2 jian_g st:j?a;apat
dalam pasal 10 rantjangan Undang n;ad o einsip-

hargai pendirian Pemerintah, jang intang
s 7 SISO T didjadikan perint
nia tidak menjetudjui maskawin didjac hang ads
d,alam pernikahan. Mengenai masalah ini memmgmg‘
ber-matjam? tafsiran. Sementara 9°1°n93“m hargaan
ap, bahwa hal tersebut merupakan suatu d’; a% i
?erh'adap seorang wanita. Disamping pen Pa
kalangan kaum wanita sendiri, menganggap
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maskawin merupakan penghinaan bagi dirinja, se-olah2
dirinja jang diperdagangkan. Pendapat ini djustru di-
perkuat karena tidak djarang maskawin ini ditetapkan
dengan terlebih dulu ada tawar-menawar, Dibeberapa
daerah, persoalan maskawin ini dipertahankan didalam
hukum adatnja. Sesuai dengan maksud untuk meng-
hilangkan peraturan? adat jang dapat merugikan Rak-
jat. jang dapat menghambat kémadjuan Rakjat, maka
sebaiknja maskawin ini diperbolehkan hanja dalam arti
jang symboliek sadja. Dibeberapa daerah masalah ma-
bar ini dapat membawa akibat jang luas, Misalnja se-
orang pemuda dan seorang pemudi telah bersepakat

untuk hidup ber-sama? sebagai suami-isteri, Tetapi ka-

rena sipemuda tidak mampu untuk membajar mahar jang

diadjukan oleh orangtua sigadis, maka terpaksalah per-

kawinan itu sampai ber-tahun2 lamanja di-tunda2.

Pada umumnja pemuda? kita sekarang ini, pendapat-
annja tidak dapat melampaui ketentuan Peraturan Gadji
Pegawai. Karena itu, sulitlah untuk dapat mentjukupi
permintaan jang terlalu tinggi dan jang dilvar batas
kemampuan * keluarga. Apalagi djika disamping mas-

win jang ditentukan, misalnja berdjumlah 200 ring-
git, sitjalon suami harus menjiapkan pula uang kontan
Rp. 10.000.— kambing hidup 10 ekor, kelapa 500 buah,
beras biasa 500 kg, beras ketan 100 kg. telor ajam (bu-
kan telor asin) 4.000 bidji, belum lagi min;a.k. kopi,
susu, mentega, limun dan Jain? lagi. Keadaan jang de-
mikian ini, seperti jang kita lihat misalnja d:b}zberap_a
daerah di Nusa Tenggara, mengakibatkan apa jang di-
enal dengan istilah ,melarikan”, Sesuatu jang sesung-
Suhnja tidak perlu terdjadi dan tentunja bukan jang "
dikehendaki oleh setiap orangtua jang bidjaksana, Hal
jang demikian ini sebaiknja dibindarkan dengan men-
tari djalan keluar jang sebaik-baiknja, jaitu _dengan
menjesuaikan kebiasaan adat dengan keadaan jang te-
lah berubah madju. Fraksi PKI dapat menjetudjui pen-
apat Pemerintah, supaja djumlah maskawin ditentu-
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kan oleh Kepala Daerah setempat dengan mendengar-
kan pertimbangan Kantor Urusan Agama sctem'pa(,
Djuga ,lampiran” dari maskawin tersebut, seperti jang
saja sebut diatas, hendaknja tidak terlepas dari pertim-
bangan jang berwadjib. Dalam menentukan djumlah
maskawin sebaiknja dipertimbangkan pula kemampuan
dari jang bersangkutan. Schubungan dengan pertim-
bangan diatas, maka ketentuan dalam pasal 10 ajar (2)
jang berbunji: ,Maskawin dapat dibajar dengan tunai
atau dihutang dan seterusnja .......... " menurut hemat
saja, istilah |, dihutang” sebaiknja dihapuskan sadja.
Ada baiknja kalau pernikahan? itu tidak menambak be-
ban, baik bagi mempelai maupun bagi keluarganja. Saja
kira apa jang disarankan diatas akan dapat merupakan
djalan kelvar dari kesulitan, Sx‘z}x:ana mahar dapat men-
djadi perintang dalam pernikahan,

’Scsu‘:i deng:n uraian diatas jang menekan}tan betapa
pentingnja djaminan kebebasan bagi lfedua t):llonsm:m:
pelai, saja menjambut dengan gembira pasal 1 ra:“
tjangan Undang? Pernikahan Umat Islam, jang mer

uk adanja perdjandjian bagi ke-
berikan kesempatan unt jap ek
dua belah pihak tjalon mempelai. Apalagi dihv :,f;an-
dengan akad nikah. Saja jakin, bahwa suatukP <l
djian jang dibikin sebelum akad nikah u':nt}t: a ::ih i
meskipun perdjandjian setelah ak§d m(l;al mkeadam
saupaikan, sps e peml?uata"":jaditx:‘ijztor:nzmsuami ka-
kan, misalnja untuk menjetud; i Mool
::ir:xe]agi. Maka )ilu ada baiknja, kalau perd:ja“di;::;: ¢ ‘.
sebut, baik sebelum maupun sesudah aka 'hnak i %23
buat dengan sukarela, tanpa tekanan dari e djandjl
un. Sanksi2 hukuman terhadap pelanggars lagi dari-
st telah dibuat, sebaiknja lebih diperberat Mt
jorg tertiantum dalam pasal 63 ranl) N
pads sps Jeng : djuga terhadap tiaP
Undang? Perkawinan ini. Begitu djug

terhadap pasal? lain. ks
peg:kgagri?gn sa;ipailah saja pada persoali;ni pse;;!; o
lebih dari seorang. Dalam pembahasan in
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pormati saran Pemerintah untuk tidak menjinggung
insip? hukum ja testi

prinsip jang testjantum dalam agama Islam.

Tetapi izinkanlah saja mengemukakan beberapa peng-

alaman jang kurang baik tentang pernikahan lebih dari

seorang.

' Orang? Komunis pada prinsipnja tidak menjetudjui
poligami, karena pengalaman menundjukkan, bahwa
pernikahan lebih dari seorang membikin soal tjinta, ka-
sih dan sajang sukar dibagi setjara adil dalam prakeek.
Djarang sekali masalah ini berdjalan dengan tenang
dan tenteram. Adalah sulit untuk menemokan seorang
wanita jang dengan perasaan sukarela Jahir maupun
bathin menjetudjui suvaminja beristeri lagi, tidak dja-
rang seorang isteri karena dihadapkan pada suatu fait
accompli terpaksa menjetudjui suaminja kawin lagi
Dalam keadaan struktur ekonomi seperti sekarang ini,
dimana hidup seorang wanita banjak tergantung kepada
seorang suami, maka poligami dengan mudah bisa di-
paksakan, Kerapkali seorang isteri terpaksa menjetu-
djui suaminja kawin lagi karena djika dia tidak menje-
tudjui, akibatnja jalah pertjeraian, jang membikin peng-
hidupannja terlantar. Keadaan masjarakat Indonesia
sekarang ini, dengan sempitnja lapangan kerdja. apa.lagl

gi seorang wanita jang masih mengalami bermatjam-
matjam diskriminasi, belum semua lapangan pekerdjaan
stka menerima pekerdja wanita. Hal ini mem!’:ul'(m se-
otang isteri tergantung hidupnja kepada suaminja. Se-
tiap isteri tidak suka dimadu. Dijika kita mengaf.inkan
angket pasti majoritetnja tidak menjetudjui ia dnmad.u
eh suaminja. Masalah kawin lebih dari_seorang di-
anggap oleh sebagian pembitjara dalam Parlemen se- -
gai pintu darurat. Djadi bukan pintu jang normal
Untuk menjelesaikan keadaan jang pintjang didalam
Masjarakat, Pemerintah dalam pendjelasannja mentjan-
tymkan, bahwa ,.sesungguhnja Agama Islam ber?endi-
flan membatasi djumlah isteri sampai se-kurang?nja, se-
ingga menudju kepada adanja seorang lakiZ meng-
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awini seorang isteri’

Saja hargai
SRy gai prinsip ini
prinsip ini da P ini, _dan alangkah baikpij
Pecnibalinn. mgat}(ﬁ:;crmmkan pula dalt;z;“'mﬁx. djika
bangsa jang erat. D menghendaki adanj o
a 4 . Dengan pe ja persatua
ntara wanita dengan permaduan, bukan per n
petjahan, Wanita jan wanita jang ditjapai teta siamau
hati timbul, bahkan tidg ksatu membentji jang la';n P
hial;—perkelahian, ak djarang sampai pada perkel]l:_
isamping itu dj
il sechnn T ;ugzj}uzxgmaksa seorang suami jang se-
Yion ini tidak Tixs diban’tml.a nLend)adl pembohong, saja
djadi koru ah, babkan ada kalanja &
ptor sekaligus, untuk | foria
butuhannija, Intlah bebcrépan:? dapat mentjukupi ke-
kan, bahwa pernikahan lebih lg.m"h jang mesiggsmbar-
suatu jang tidak dapat dian T o 1
hidsupan pernikahan jang smggzgnm;ﬁg:imungkan o
aja dapat menjetudjui o
menckdiks siarat’b’,jal:;“g(zr:at:gg Pemerintah jang
mungkinan. Sudah ba ; gm‘pcmbalasan s
: rangtentu Pemerintah hendaknja
cll.la]?im n.:;'nahzmj::1 tidak hanja terbatas pada rantjangan
ndang? ini sadja, tetapi dengan usaha? lain j lebih
kongkrit. Gl g
Adanja pasal 21 dalam rantjan i i
1] gan Undang? ini, jang
bgrbun]n : ..!’emi'kahan permaduan dapat ditjegah. dji
dibuat perdjandjian tertulis, bahwa laki2 tidak akan me-
lakukap-.perkawinan dengan isteri jang kedua dan se-
terusnja’ memang dapat mentjegah adanja permaduan.

Meskipun hal ini dapat mendjadi agak lunak dengan
adanja pasal 21 ajat (2) jang memungkinkan pemba-
a usulkan adani

talannja. Dalam pasal 21 ajat (1) saj
but dibikin ole

tambahan, supaja perdjandjian terse !
tjalon suami-isteri ber-samaZ dimuka Pegawai P_cngz'

tat Nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksuleblh

ngan demikian maka perdjandjian tersebut akan
kuat kedudukannja. alah, su

Selain itu jang penting J !
paja kemungkinan ini didjamin dalam pelaksanaaﬂﬂl"‘
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sehingga dengan djalan inipun maksud Pemerintah akan
tertjapai djuga.

Begitu pula pelaksanaan pasal 17 rantjangan Un-
dang-undang jang berbunji: ,Untuk dapat melakukan
pernikahan dengan isteri jang kedua, dan seterusnja
jang ketiga dan keempat, seorang laki? harus mendapat
persetudjuan lebih dahulu dari isterinja jang pertama
dan seterusnja serta sanggup berdjandji dengan tertulis
akan memenuhi sjarat? sebagai berikut dan seterus-
| AR RN ". Untuk mendjamin agar persetudjuan
tersebut merupakan perbuatan jang tidak dipaksa, maka
sebaiknja djika persetudjuan tersebut dibikin oleh isteri
jang bersangkutan dihadapan dan dikvatkan oleh dua
orang saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah.

Dengan demikian, maka tidak akan terulang praktek?
jang sekarang lazim terdjadi, jaitu dimana isteri tinggal
menjetudjui sadja karena dalam keadaan terpaksa atau
tertekan. .

Pelanggaran terhadap pasal ini sebagaimana kita ba-
tja didalam pasal 20 mengandung sanksi? hukuman jang
sangat lunak, jaitu dengan pembajaran nafagah, kiswah
dan ganti kerugian sadja. Apa tidak sebaiknja djuga
disertai atau diganti dengan hukuman badan?

Demikianlah pendapat kami tentang pernikahan lebih
dari seorang. y

gian terachir dari pandangan umum saja ini akan
f3ja tudjukan pada persoalan jang menjangkut hak dan

wadjiban suami-isteri. y

Dalam bab 11 ini kita melihat adanja djaminan jang
simbang bagi seorang isteri dengan suaminja, sebagai-
Mana tertjantum dalam pasal 24 ajat (2) c.!arl rantjang-
1 Undang?2 ini, Istilah ,seimbang” disini memang sa-
Igat diplomatis. Seperti djuga kalau kita mempeladjari

djawaban Pemerintah terhadap laporan Gabungan

ahagian2 jang menguraikan setjara Pa“d.jang “f!’a'
lentang penilaian kedudukan wanita achirnja mernjim-
Pdkan  bahwa ada perbedaan antara wanita dan laki2".
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Dan dengan adanja perbedaan itu, berbeda pula ha.
dan 'ke\vadjiban masing2. Saja tidak menql‘:arap:::
supaja Pemerintah, djuga masjarakat Indonesia, mem-
benlfan kedudukan jang berlebih-lebihan kepada kaum
wanitanja. Pandangan jang feministisch pada saat se-
karang, dimana perdjuangan emansipasi wanita sudah
merupakan bagian daripada perdjuangan Rakjat selu-
ruhnja, sudah djauh dibelakang kita. Tetapi adalgh su-
dah pada tempatnja djuga masjarakat Indonesia merubah
pandangannja terutama terhadap kaum wanitanja dan
dapat menghargai pula apa jang mendjadi hak2nja se-
bagai seorang wargdnegara jang ikut menentukan nasib
tanah-air serta bangsanja: Wanita Indanesia telah
mendapat hak2nja dalam pemilihan2, schingga dapat
duduk dalam Dewan? Perwakilan Rakjat Daerah, De-
wan-dewan Pemerintah Daerah, bahkan ada jang men-
djadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, men-
djadi anggota? Konstituante, Parlemen, bahkan bela-
kangan ini seorang duta wanifa telah diangkat pula.
Kenjataan menundjukkan, bahwa mereka mampu pula
mendjalankan tugas2nja, seperti jang kita lihat di Par-
lemen kita ini. Memang masih ada pula peraturan? jang
diskriminatif terhadapnja, seperti misalnja sadja, pe-
nundjukkan suami jang berhak menerima pensiun tidak
mendjadi hak bagi kaum wanita anggota Parlemen.
meskipun kemampuannja toch belum tentu kalah dengan
teman2nja laki2. Djadi djika kaum wanita telah men-
dapatkan hakZnja dalam kehidupan masjarakat, maka
kiranja adalah lajak pula djika kaum wanita didalam
perkawinan didjamin pula hak2nja. sebagaimana jang
mendjadi hak bagi teman hidupnja jang kebetulan 'ada‘:
lah warganegara laki2. Mengenai hnk? demokrasi mmi
salnja, jang mendjamin seorang isteri maupun ;"';ik-
untuk dengan bebas memilih pekerdjaan atau pen |me-
an jang disukainja, Pemerintah dalam d[awabanznjs s
nundjuk pada pasal® 28 dan 30 dari Elndang e
Sementara kita. Alangkah baiknja, djika perum
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dari pasai? tersebut, djika Pemerintah toch dapat me-
njetudjui. ditjantumkan sadja didalam rantjangan Un-
dang-undang Pemikahan inj.

Begitu djuga mengenai hal2 jang penting jang di-
hadapi oleh suami-isteri didalam hidup berumah-tangga,
hendaknja pemetjahannja diputuskan oleh suami-istes
ber-sama?, karena kedua suami-isterilah jang mempu-
njai tanggungdjawabnja bersama didalam rumah-tang-
ga. Hal ini perlu saja kemukakan, karena tidak djaran
terdjadi seorang memutuskan sesuatu dengan tida
mengadjak isterinja berunding.

Tentang pertjeraian, ternjata saja sependirian dengan
Pemerintah, jaitu, bahwa pada prinsipnja kita tidak me-
njetudjui adunja pertjeraian. Memang sebaiknja sese-
orang itu kawin tidak kemudian untuk bertjerai dike-
mudian hari. Meskipun demikian, masalah pertjeraian
ternjata sulit untuk ditjegah, selama sebab2 jang dapat
menimbulkan pertjeraian belum lenjap. Meskipun de-
mikian perlulah kita hindari pertjeraian jang bersifat
se-wenang?, jang mengakibatkan timbulnja penderitaan
anzk? dan jang ditjeraikan, Tiap pertjeraian lazimnja
membawa penderitaan? baru didalam masjarakat kita.
Anak bisa terlantar, terutama pendidikannja, seorang
wanita bisa terlantar dalam kebutuban hidupnja. Oleh

renanja meskipun masalah anak sudah ada djaminan
dalam rantjangan Undang? ini, tetapi sebaiknja djuga
masalah wanita jang ditjeraikan mendapat perhatian.
Saja kira Pemerintah akan sependapat dengan saja,
djika kepada suami jang mentjeraikan isterinja, tidak
#tas kemauan isterinja, diharuskan memberikan bamuqn
nafkah sepantasnja kepada bekas isterinja, tidak hanja
| dalam iddah sadja, tetapi selama dia membutuhkan atau

Selama dia belum kawin lagi. Ketjuali djika pertjeraian
tadi adalah kewauan siisteri sendiri. Dan hendaknja hal
jang demikian ini berlaku pula bagi isteri jang telah di-
talag tiga,
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BABAK KE-IT

Dalam
dua ini in |(icsemPa(an .pandgngan umum babak ke.
11 Ingin saja menjampaikan utjap: ;
Fraksi Partai Komunis Indonesia at::sp;e’;ht:t?a!?xapkagh
:;mtah terhadap pendapat saja tentang rantjangan eﬁ.;:
ang-undang Pernikahan Umat Islam dalam pandangan
:’;Ul:ndbabak pertama, walaupun djawaban Pemerintah
ax dapat saja anggap tjukup memuaskan, karena se-
bagian blesaf daripada usul? jang saja kemukakan tidak
d-jnp.at diterima oleh Pemerintah. Sebagian pula tidak
didjawab. Dalam hal ini, dapatkah saja menganggap
sikap ,.diam tidak membantah” dari Pemerintah dalam
hal ini Mcnferi Agama, ini sama dengan ., menjetudjui”
‘s._e;)ter:?haln;a dalam Undang? Pernikazhan usul Peme-
intah 7

Terhadap beberapa persoalan telah diberikan pen-
djelasan, jang dianggap oleh Pemerintah mungkin telah
mejakinkan. Saja sangat menghargai sikap Pemerintah,
jang dapat menerima saran saja mengenai pentingnja
surat keterangan tentang kesehatan sebelum melang-
sungkan pernikahan. Meskipun Pemerintah dalam me-
nerima saran tersebut dengan sjarat tidak untuk ditjan-
tumkan dalam rantjangan Undang? Pernikahan jang
diadjukan, tetapi ditjantumkan dalam Undang? jang
pokok jang akan mengurus administrasi dan registrasi
dari semua perkawinan menurut agama dan kejakinan
jang berkembang di Indonesia. Meskipun sampai S€
karang kenjataannja rantjangan Undang? jang_d}mﬂk'
sudkan belum ada, tetapi baiklah dalam hal ini saja
pertjaja, bahwa Pemexiintah :li)m benar2 memperhatic
kan pentingnja persoalan tersebut.

Utjapan terima kasih saja kepada Pemerintah Kaz:
sekarang ini terpaksa saja sertal pula depgall: rmc'
penjesalan, bahwa pada umumnja g
nolak apa jang telah saja kemukakan .dalaml ;;o'
dangan umum babak pertama. Semula saja berhard:
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bahwa Pemerintah jang sampai sekarang menundjuk-
kan langkah? jang madju, akan menerima usyl2 saja itu.
Tetapi setelah saja mempeladjari setjara mendalam dja-
wabannja, harapan saja tersebut mendjadi suram. Apa
jang saja kemukakan dalam pidato saja jang lampau,
terutama mendasarkan pada perikemanusiaan, djaminan
hak serta kewadjiban warganegara Republik Indonesia
jang telah merdeka, dimara hak? demokrasi terdjamin.
Samasekali tidak saja sangka, bahwa Pewmerintah, da-
lam hal ini Menteri Agama akan menolaknja. Sikap

. menolak ..zonder meer” dari Pemerintah bisa dikatakan

kurang bidjaksana, kurang mendjamin hak? demokrasi,
dan membedakan warganegara jang satu dengan jang
lain. Suatu Pemerintah jang bidjaksana, pasti tidak akan
mengabaikan perkembangan jang terdapat dalam ma-
sjarakat, tetapi akan menampung perubahan? pandang-
an itu dengan se-balk?nja. Bukankah demikian jang kita
harapkan, pada waktu kita ber-sama? mengangkat sen-
djata dalam tahun 19457
Kini telah tiba saatnja, untuk menjempurnakan isi
dari kemerdekaan jang telah kita perdjuangkan dengan
prgorbanan jang tidak ada bandingnja. Perundang-
ndangan jang kita bikin hendaknja disesuaikan dengan
peckembangan masjarakat kita. Hal ini telah tjukup saja
kemukakan dalam kesempatan? jang terdahulu., Ada
Pendapat jang mengatakan, babwa Pemerintah kita bu-
suatu pemerintah feodal, dimana divtamzkan Un-
g2 untuk mendjamin kedudukan kaum feodal, per-
Undang-undangan jang mentjerminkan kepentingan ka-
Um feodal, Tetapi dalam masalah perkawinan in‘i banjak
| jang terdjalin dengan persoalan? jang lazim men-
i2di kebiasaan feodal. Dalam masjarakat (eodal'la'h,_
kaum wanitanja tidak mendapat djaminan sedikit-
Pun. Wanita tidak dianggap manusia jang berhak_ h.idug
®0agaimana manusia biasa, Meskipun dengan istilah?
G merupakan kata? jang dihias. seperti: me_n_ghor_—
3, menghargai, melindungi, mentjintai, menjajangi.
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Kata2 jang sesungguhnja hanja untuk menina-bebokan
sadja, Saja belum melupakan kata? jang begitu digemari
oleh pendjadjah Belanda jang dalam bahasa Djawa
berbunji : ,,Sing sapa ngalah unggul wekasane"”, jang
berarti : ,Siapa mengalah, achimja akan mendapat ke-
menangan’’. Diusahakan agar Rakjat Indonesia djangan
memberontak untuk melepaskan diri dari keadaan ter-
djadjah,” makaitu, dikembangkanlah kebudajaan jaug
bersifat menina-bobokan itu.

Saja jakin, Pemerintzh kita adalah Pemerintah jang
didukung oleh Parlemen pilihan Rakjat, jang sudah
pasti tidak menghendaki Rakjatnja dinina-bobokan.
Pemevintah kita adalah semestinja Pemerintah jang
menghendaki kemadjuan Rakjatnja dalam segala bi-
dangnja, Dalam istilah Rakjat ini sudah pasti bukan
hanja Rakjat jang terdiri dari kaum pria sadja. tetapi
tentunja didalamnja dimaksudkan djuga Rakjatnja jang
terdiri dari kaum wanita. Djadi, djika Pemerintah meng-
hendaki kemadjuan Rakjatnja, tentu djuga didalamnja
termasuk kemadjuan kaum wanitanja. Ketjuali kalau
Pemerintah berpendapat. bahwg kemadjuan dapat di-
tjapai tanpa kaum wanitanja. Karena itu dapat dime-
ngerti, bahwa scbagian besar dari kaum wanita Indo-
nesia menghendaki adanja ketentuan dalam Undang?
Perkawinan pada umumnija jang lebih demokratis.

Kami kaum Komunis jakin bahwa kemadjuan sesuatu
bangsa dimanapun didunia ini, tidak akan dapat ter-
tiapai djika tidak mendapat dukungan dari segenap
Rakjatnja. Kami kaum Komunis tidak memandang ada-
nja perbedaan dalam hak serta kewadjibannja bagi se-
mua orang, baik dia wanita maupun laki-laki. Siaps
.gmg mampu mengerdjakan maka dialah jang bcfhak;

erdasarkan ini maka kamipun tidak dapat menjetudjui
sesuatu perdjuangan jang hanja untuk memenangkan
satu pihak, pihak pria atau pihak wanita sadja. Adalah
djuga mendjadi tjita? bangsa Indonesia, untuk men-
tjapai kemenangan bagi keseluruhan Rakjatnja, wanita
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gavpun pria. Dan untuk ini perlu dibimbing dan di-
wrong, agar ke-duaZnja madju dengan pesat,
Mzka adalah tidak salah kiranja, djika dalam pan-
fmgan umum saja pada babak pertama titikberat dari
mbitjaraan saja adalah, bagaimana agar kenjataan
ang demikian ini tertjermin pula didalam rantjangan
Undang? jang zkan merupakan Undang? Nasional,
Pemerintah telah memutuskan, untuk kembali pada
lsdang2 Dasar 1945, Dalam Undang2 Dasar 1945 kita’
wrtjantum adanja persamaan hak bagi semua wargane-
gara. Dus tidak boleh dalam hal ini ada pengetjualian,
misalnja, ketjuali warganegara jang terdiri dari kaum
vanita. Djika Pemerintah sendiri jang mengadjak, ma-
ka sebaiknja Pemerintah puldlah jang mempeloporinja.
Dan apa kerugian jang akan diderita oleh Pemerintah
dike djuga kepada kaum wanita diberi hak jang lajak
shagai warganegara ? Oleh karena itu saja tidak me-
sgerti apa sebabnja Pemerintah tidak dapat menerima
aman daja jang saja adjukan terhadap pasal 5 ran-
iingan Undang-undang Pernikahan Umat Islam. Per-
han jang saja adjukan pada pasal tersebut sama-
®kali tidak membawa kerugian bagi sesuatu pihak.
Apakah Pemerintah dalam hal ini memang sen.gadjet
n3u mempertahankan kedudukan jang lebih tinggi bagl
=lahsaty pihak ? Dalam penolakannja Pemerintah tidak
sengadjukan alasan jang masuk akal atau jang tegas.
aja kutip djawaban Pemerintah jang antara lain
tbunji: ,Dalam pada itu kemadjuan dalam pendi-
kan pada dewasa ini tentu akan memberikan penga-
Wh terhadap tumbuhnja kepribadian dari para gadis?
kelak, sehingga tidak hanja dengan menganggl“k‘
n kepala’, sebagaimana dinjatakan oleh anggota jang
tethormat Nj, Sutijah Surya Hadi, bahkan para gadis
kelak dengan tjara jang lebih teges terang? me-
Wnta yntuk dinikahkan dengan pemuda idamannjaz.
falu akan terbuka djalan dengan rantjangan Undang
" untuk mentjapai perkawinan jang bahagia sesual de-
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ng;z tjita2nja",
emang benar, bagi is i A
akan dialami kesukaren? Temsg P9 Somikian int tidak
memperhatikan pula bahwa sampai sekar.!m Wi
banjak gadis2 kita jang berad gpun masih
p . : jang berada dalam tekanan. Kiranja
Fmerlntah tidak akan membantah kebenaran, bahwa
df Indonesia ini masih terdapat sisa2 feodalisme, se.
hingga masalah kawin paksa bukan scsuatu jang tabu
di Indonesia. Bagi seorang, baik pria maupun wanita,
jang berada dalam tekanan, tidak mungkin akan dapat
mengemukakan pendiriannja dengan tcéas dan terang?,
Tetapi dengan dibukanja kemungkinan bahwa ,diam
jang tidak membantah™ sudah berarti . tidak menolak",
maka akan terbukalah pula kesempatan adanja kawin
paksa, Mengenai beberapa tjontoh jang saja ambil dari
buku ,,Siti Nurbaja” Pemerintah mengemukakan, bah-
WA, )5y qesinestise njata perkawinan terscbut adalah suvatu
akibat dari suatu sebab jang lama terdjadi sebelum itu,
jalah akibat sempitnja pandangan dalam hidup dan
akibat kebodohan seorang ajah jang tidak dapat me-
nempatkan dirinja sebagai ajah jang bertanggungdija-
wab"”, demikian Pemerintah. Saja kira Pemerintah mem-
batja pula tjontoh lain jang saja ambil jaitu ,Kedir
Affair”, sesuatu jang terdjadi djauh sesudah buku ,.Siti
Nurbaja” ditulis, jaitu kira2 dalam tahun 1940. Dan
pertjajakah Pemerintah, bahwa sampai detik inipun ma-
sjarakat kita masih belum bersih dari orang? tua —
tidak hanja ajah? — jang sempit dalam pandanga.“,h_"
dupnija dan jang tentu tidak dapat menempatkan dirinja
sebagai jang bertanggungdjawab. i
Apalagi orang? tua jang dalam keadaan sekarang l‘a
mau ,henjesuaikan hidupnja dengan keadaan'® katanj i.
jang achirnja mudah terlibat dalam hutang dan kO;"Psat'
Ini kesemuanja masih tetap merupakan hal? jang ‘?ga
dengan mudah menimbulkan adanja kawin Pf’ksa' 2 di
segan? ,mendjual”’ anak gadisnja. Apalagi dl.dl;sa s
mana lintah darat masih meradjalela, karena Fem
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h belum mampu mengatasi dengan memberikan pin-
giaman djangka pandjang, murah dan mudah kepada
Rakjat tani. Keadaan jang demikian inilah jang harus
tita hadapi. Dan kalau Pemerintah mau objektif, ber-
tanggungdjawab atas kebahagiaan Rakjatnja jang bec-
djuta2, maka sudah sepantasnja Rakjat mendapat pec-
lindungan, terutama para gadis2nja dengan mendjamin
keselamatan mereka, terhindar dari kawin paksa. Dan
menurut Saudara Mardjohan jang terhormat dalam
pidatonja kemarin, maka kawin paksa tidak dikehen-
daki oleh hukum Islam. Berdasarkan hal? tersebut di-
ataslah, maka apa jang dikemukakan oleh Pemerintah
dalam djawabannja jang tidak mentjerminkan peneri-
maan atas perubahan jang saja usulkan, belum dapat
mejakinkan fraksi saja, Fraksi Partai Komunis Indo-
nesia dan kami tetap pertjaja, bahwa djika kalimat jang
tertjantum dalam pasal 5 tersebut tetap demikian, maka
Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak melihat terdja-
minnja gadis? kita terhindar dari bahaja kawin paksa.
Dalam mendjawab pandangan saja mengenai ke-
tentvan izin bagi seorang djedjaka atau gadis jang
may kawin, Pemerintah menganggep, bahwa hal
tersebut tidak perlu ada ketentuan, karena rantjang-
an Undang? Pernikahan Umat Islam bahkan telah men-
djamin seorang pemuda atau gadis, asal masing? telah
mentjapai umur 18 dan 15 tzhun, dapat bebas melaku-
n perkawinan tanpa izin, karena djika seorang gadis
dlas kemauannja sendiri hendak menikah, sedangkan
walinja enggan untuk bertindak sebagai wali nikah,
maka wali hakim dapat menikahkannja sesudah batas
Waktu tertentu, Dalam djawaban selandjutnja Peme-
tintah mengemukakan : ..T!etapi patut disajangkan, apa-
bila terdjadi suatu pernikahan seorang laki2 tanpa izin
‘:frli‘ orangtuanja atau seorang wanita tidak seizin wali-
ja',

Menurut anggapan saja, maka adalah terlalu ex-
Ireem untuk memberikan kesempatan kawin tanpa izin
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kepada anak2 kita setelah mereka mentjapai umur 1§
dan 15 tahun, Saja kira hal jang demikian ini tjotjok
dengan utjapan penjesalan Pemerintah diatas. Saja
menganggap extreem sedang Pemerintah menjésalkan,
sehingga dapat disimpulan, bahwa dalam hal ini Pe-
merintah sependirian dengan saja, bahwa sebaiknja ada
batas umur, dimana anak? kita sudah kita anggap tju-
kup dewasa untuk menentukan nasibnja sendiri. Meski-
pun saja tidak dapat menjetudjui, djika ada keharusan
pula, mendapat izin dari orangtuanja, bagi seorang
wan'ta jang sudah djanda.

Mengenai ,,perwalian”, Pemerintah dalam djawaban-
nja menghubungkan dengan hukum adat jang berlaku
dibeberapa daerah. Sebagaimana kita mengetahui, maka
meskipun kita pada dewasa ini masih perlu memper-
hatikan hukum adat jang berlaku, tetapi satu hal jang
njata jalah, bahwa sekarang mulai ada perubahan? di-
dalamnja. Sebagaimana dikuatkan oleh Pemerintzh sen-
diri, maka isi jang menudju kepada perbaikan dan se-
suai dengan panggilan zaman patut disalurkan. sedang-
kan bentuk? kekuasaan jang menghambatnja dikesam-
pingkan.

Kenjataan menundjukkan, bahwa tidak sedikit
hukum adat jang tidak dapat dipertahankan lagi, ka-
rena sifatnja jang bertentangan dengan djiwa kemer-
dekaan. Adanja Undang? Darurat No. 1 tahun 1951
jang mengganti Pengadilan Adat dan Swapradja de-
ngan Pengadilan Negeri biasa, jang sampai sekarang
masih belum sempurna pelaksanaannja, masih belum
berarti terdjaminnja penjesuaian hukum adat dengar;
perkembangan masjarakat Indonesia. Berdasarkan l}fﬂ
tersebut diatas, maka apakah tjukup bidjaksana, djika
dalam penjusunan rantjangan Undang? Pernikahan
Umat Islam ini kita se-mata2 mendasarl:canbpada hu_kal:;
adat dengan mengenjampingkan perkembangan j
terdapat sc]Jidalam masjarakat kita sedjak Proklamasi
Agustus 1945, . : '
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Dalam masalah perwalian ini didalam djawaban Pe-
merintah belum dapat saja temukan penolakan maupun
persetudjuannja, apakah seorang ibu dapat mendjadi
wali, Meskipun persoalan tersebut telah saja kemuka-
kan dalam bagian, tetapi karena saja menganggap bal-
wa djawaban Pemerintah kurang djelas, maka dalam
kesempatan pandangan umum babak pertama saja adju-
kan lagi, untuk mendapat djawaban seperlunja. Ternja-
ta terhadap pertanjaan kali ini Pemerintah belum men-
djawab pula. Masalah tersebut saja kemukakan, berda-
sarkan kenjataan, bahwa seorang jang samasekali tidak
mempunjai hubungan kekeluargaan dengan gadis jang
akan kawin, dapat bertindak sebagai wali nikah, misal-
nja wali hakim. Maka timbullah pikiran pada saja, apa-
kah seorang ibu jang mempunjai hubungan kekeluarga X
an langsung dengan anak gadis. tidak mungkin men-
djadi wali, misalnja djika ajahnja telah meninggal.

Persoalan mahar atau maskawin, terdapat berma-
tjam-matjam di-daerah?. Memang benar apa jang ter-
tiantum dalam. djawaban Pemerintah, bahwa belum
pernah ada tjatatan resmi dalam daftar nikah, adanja
maskawin sebesar Rp. 50.000,—,

Tetapi apa jang ditentukan dalam hukum adat, tidak
mesti didaftarkan, dan memang tidak perlu didaftarkan,

eskipun tanpa nama maskawin, tetapi. toch merupa-
kan lampiran daripada maskawin dan menurut adat dia
harus dipenuhi.

Maka apakah sekiranja Pemerintah dapat memper-
timbangkan, supaja masalah maskawin tidak menentu-
kap sahnja perkawinan? Atau dipertimbangkan agar
ttentuan maskawin dengan lampirannja jang berke-
lebih-lebihan tidak dapat menunda pelaksanaan per-

Wwinan.

Selandjutnja mengenai prosedur pembuatan pe:djm.x-

jian-perdjandjian oleh mempelai atau suami-isteri, saja
Masih belum dapat menemukan djawaban Pemerintah.
tara lain belum saja lihat djawaban, persetudjuan
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atau penolakan Pemerintah terhadap usul? perubahan
dari pasal 21.

Mengenai persoalan ,pernikahan lebih dari seorang
isteri” Pemerintah mengambil kesimpulan jang menu-
rut anggapan saja tidak seluruhnja tepat, dengan ka-
limat jang berbunji: ., .ceocveinans pada umumnja peru-
musan dari pasal? jang bersangkutan telah dianggap
memuaskan oleh para anggota jang terhormat”. Mung-
kin djika kesimpulan ini diambil dari pembitjaraan ang-
gota jang terhormat Saudara Umar Hubeis. Tetapi te-
rang bukan kesimpulan jang dapat diambil dari pasn-
dangan jang telah saja kemukakan. Pemerintah meng-
hargai usul Saudara Umar Hubeis jang terhormat, agar
,.persetudjuan isteri” diganti dengan ,.persetudjuan ha-
kim", halmana sangat tidak sesuai dengan apa jang saja
usulkan jaitu jang mengharap agar persetudjuan ter-
sebut dibtkin dihadapan dan dikuatkan oleh 2 orang
saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah, sedang persetu-
djuannja sendiri adalah dari isteri atau isteriZ jang ter-
dahulu, karena merekalah jang akan terkena akibatnja.
Mengapa persetudjuan ini dari seorang hakim, jang te-
rang tidak akan merasa akibat dimadu. Oleh karena
djawaban Pemerintah jang menurut hemat saja masih
belum djelas, maka sekali lagi saja meminta agar Pe-
merintah suka memberikan djawaban jang lebih tegas
terhadap usul-usul perubzhan jang telah saja kemu-
kakan mengenai pasal ,.Pecrnikahan lebih dari seorang™-

Persoalan lain jang masih belum didjawab oleh Pe-
merintah jalah jang mengenai pertjeraian, Disamping
persetudjuan saja atas pendirian Pemerintah mengenai
pertjeraian, maka saja mengusulkan, agar pertjeraian
jang terpaksa timbul djuga tidak membawa akibat se-
wenang2, maka kepada seorang bekas isteri jang telah
ditjerai, meskipun telah ditalaq tiga, mendapat sokong-
an dari bekas suaminja, selama dia belum kawin lagi
dan selama ia memerlukan. Inipun djika pertjeraian ter-
sebut tidak atas kehendak siisteri itu sendiri.
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Achirnja, sebagai penutup, saja sangat menjesalkan
skap Pemerintah jang membingungkan terhadap usul
inisiatif jang dikemukakan oleh Nj. Scemari dan ka-
wan-kawan. Djika saja mempeladjari djawaban Peme-
. rintah, maka saja djumpai kalimat? jang satu sama
lain kurang sesuai, Dalam halaman 2 misalnja Peme-
rintah mengatakan demikian: ,Pemerintah bermaksud
untuk mengadjukan berbagai rantjangan Undang? Per-
kawinan, dimana diatur ketentuan hukum materiil dari-
pada perkawinan jang bersandarkan kepada agama dan
norma? hukum jang berlaku, dan seterusnja’. Ingin di-
sini saja mengadjukan pertanjaan, apa sadja jang di-
anggap perkawinan jang bersandarkan kepada agama
dan norma? hukum jang berlaku tersebut diatas ? Sebab
djika kita membatja halaman 3 atas, maka djelas bagi
saja bahwa Pemerintah menolak usul inisiatif Nj. Soe-
mari dan kawan2, dengan alasan ,tidak dapat menem-
patkan rantjangan Undang? Perkawinan tersebut pada
tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan
oleh Pemerintah”, Disamping itu pada halaman 8 atas
kita mendjumpai kalimat: ,,Dalam pada itu baik kira-
nja dipeladjari kemungkinan? untuk menampung dalam
suatu Undang? chusus akan perkawinan daripada orang?
jang merasa dirinja tidak perlu tunduk kepada salah-
satu hukum agama jang berlaku atau Burgerlijk Wet-
boek......... " Kemudian kalimat tersebut ditutup dengan
kalimat sebagai berikut: ,, ............ maka Pemerintah
yondong pada pendapat rantjangan Undang? usul ini-
:’:}jf Nj. Soemari itu merupakan ‘voorziening' untuk
tu ',

Dijika Pemerintah pada usul inisiatif Nj. Soemari dan

wan? ternjata mendapat pasal atau ajat jang diang-
9apnja kurang tepat, baiklah diadjukan untuk diper-
timbangkan bersama. Saja anggap sangat ter-gesa2,
untuk menentukan sikap menolak sadja usul inisiatif
tersebut, dengan tidak mengadjukan usul perbaikan,

131



pengurangan atau penambahan pada isi usul inisiatif
tersebut,

Kami kaum Komunis terang prinsipiil tidak menje-
tudjui poligami. Meskipun Undang-undang Perni-
kahan jang direntjandkan oleh Pemerintah pada dasar-
nja memungkinkan adanja poligami, kami toh tidak te-
rus a priori menolak begitu sadja rantjangan Undang?2
tersebut, tetapi ikutserta menjumbangkan pikiran jang
mungkin dapat digunakan untuk penjempurnakan ran-
tjangan Undang? tersebut,

Oleh karena itu, manlah dalam membitjarakan raa-
tjangan Undang?, baik jang diadjukan oleh Nj, Soe-
mari dan kawan? maupun jang diadjukan oleh Peme-
rintah, kita menundjukkan goodwill jang se-besar2nja
dan semangat bermusjawarah jang se-tinggi?nja, Da-
lam hal ini saja dapat menjetudjui usul Saudara2 jang
terhormat Z, Imban dari P.S.LIL dan T.S. Mardjohan
dari Perti — jang saja anggap tjukup mewakili golong-
an umat Islam — dalam pandangan umum babak per-
tama, jang mengharap agar rantjangan Undang? Per-
nikahan Umat Islam digodok, diclah dalam kalangan
umat Islam jang luas dan ulama2 besar, sebelum ran-
tjangan Undang? tersebut disahkan.
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